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ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang penegakan hukum dalam perspektif Al-Qur'an. Adapun
dalam pembahasan ini methodologi penelitian yang digunakan adalah metode
maudhu’i atau metode tafsir tematik. Tidak sama dengan penegakan hukum yang
dipahami dalam konteks hukum positif, penegakan hukum dalam perspektif Al-
Qur’an dimaknai sebagai penegakan dan implementasi hukum yang berdimensi
ketuhanan, psikologis dan sosiologis. Penegakan hukum dalam Al-Qur’an di dalam
Al-Qur’an juga didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, legalitas, akuntabilitas dan
tauhid. Prinsip-prinsip ini meskipun hampir sama istilahnya dengan prinsip-prinsip
penegakan hukum dalam hukum positif negara Indonesia, namun memiliki makna
yang berbeda, khususnya bahwa penegakan hukum dalam perspektif Al-Qur’an harus
dilandasi semangat menjalankan hukum atas dasar keimanan kepada Allah.
Pelaksanaan penegakan hukum ini juga tidak hanya dipertanggungjawabkan
berdasarkan aturan formal saja, namun pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan
di hadapan Allah di akhirat kelak. Penegakan hukum menurut mayoritas ulama tafsir
juga harus ditegakan berdasarkan aturan atau hukum yang diturunkan Allah dalam
Al-Qur’an. Dan barang siapa tidak menjalankan syariat Allah dalam menghukum
sesuatu maka akan dihukum fasik, kafir atau dzalim. Karena orang tersebut telah
menyalahi keuluhiaan dan kewenangan mutlak Allah dalam mengatur hambanya.
Namun demikian dalam konteks keindonesiaan, Hamka berpendapat bahwa dalam
keadaan tidak ideal, seperti di negara Indonesia yang berbasis Pancasila dan UUD
1945, umat Islam tidak dituntut untuk menerapkan hukum Allah secara maksimal
karena keterbatasan kondisi. Allah tidak membebani hamba-Nya melebihi
kemampuannya. Dalam hal ini, penulis sependapat dengan Hamka, bahwa ayat-ayat
penegakan hukum harus ditafsirkan secara kontekstual. Penulis dalam hal ini
cenderung memahami ayat-ayat penegakan hukum justru harus ditafsirkan secara
fleksibel yang kontekstual sehingga bisa memenuhi tujuan diturunkannya Al-Qur’an
yaitu sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa dan Al-Qur’an bisa
senantiasa benar dan sahih dalam menuntun manusia di segala tempat dan masa.
Wallahu A’lam bis Shawab.
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PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini berdasarkan Keputusan
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158
tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan
sebagai berikut:
1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem penulisan Arab
dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan
huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi
dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf

Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
\ alif tidak dilambangkan | tidak dilambangkan
@ ba b be
o ta t te
& s § es (dengan titik di
atas)
z jim J je
c ha h ha (d%r;g\]lslght)itik di
z kha kh ka dan ha
2 dal d de
3 sl ; zet (dengan titik di
atas)
D ra r er
J zai Z zet
o sin S es
o syin sy es dan ye
e sad s es (debnagvezht)itik di
U dad d de (d%r;gvsght)itik di
I ta ¢ te (deglgjvigr;[;tlk di
zet (dengan titik di
= i ? ( bagvah)
& ‘ain koma terbalik di atas

Vi




¢ gain g ge
- fa f ef

S qaf q Ki

& kaf k ka

J lam I el

B mim m Em

O nun n en

E wau w we

A ha h ha

s hamzah apostrof
$ ya y ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat,
transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
- Fathah a a
— Kasrah i i
—_— Dammah u u

Contoh:

i€ - kataba

Jd -faala

A3 -zukira

&y - yazhabu

Ji

-suila
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b) Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara
harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf Nama Gabungan huruf Nama
~ Fathah dan ya ai adani
3 Fathah dan wau au adanu
Contoh:
s - kaifa
J® -haula
c) Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf
Nama dan Nama
Huruf
Tanda
.7 Fathah dz;g alif atau A a dan garis di atas
S... Kasroh dan ya I i dan garis di atas
3.5, Dammah dan waw U u dan garis di atas
Contoh:
J&  -qala
@A) -rama
& -qila
Js&  -vyaqulu

d) Ta'Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1) Ta Marbutah hidup
Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasroh dan
dammabh, transliterasinya adalah /t/.

2) Ta' Marbutah mati
Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya
adalah /nh/.
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3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu
terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:
Jik¥i 4k, - raudatul al-atfal
- raudatu al-atfal
Bsial sl - al-Madinah al-Munawwarah

- al-Madinatul Munawwarah

e) Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini
tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama
dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:
Ly, -rabbana
J3A  -nazzala

R - al-birr
a - nu'ima
& - al-hajju

f) Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
yaitu J\. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata
sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti
oleh huruf qomariah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai
dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Pola yang dipakai ada
dua, seperti berikut:

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariah.
Kata sandang yang diikuti huruf gamariah ditransliterasikan sesuai dengan
aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.



Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun gamariah, kata sandang
ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda

sambung/hubung.

Contoh:
dad - ar-rajulu
hadd) - asy-syamsu
el - al-badi'u
Szl - as-sayyidatu
alal) - al-galamu
ol - al-jalalu

g) Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah
ditransliterasikan dengan opostrof. Namun, hal ini hanya terletak di tengah
dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan,
karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:
1) Hamzah di awal:
<l - umirtu
Js) - akala
2) Hamzah ditengah:
Qs - takhuziina
Qs - takuliina
3) Hamzah di akhir:
L - Syaiun
s ol - an-nauu

h) Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah.
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah
lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang
dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa
dilakukan dengan dua cara, bisaa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:
CRJILY A s A ) g - Wa innallaha lahuwa khair ar-
razigin.
-Wa innallaha lahuwa khairur-
razigin.

Ol Sl g JaSt) ) gb gl - Fa aufii al-kaila wa al-mizana.



- Fa aufa al-kaila wal-mizana.

g 9 L e ) ausy - Bismillahi majreha wa

mursaha.

Gl g ) e g - Wa lillahi ‘ala an-nasi hijju al-baiti
manistata‘a ilaihi sabila.

Shses Al) £ Uaidd) (e - Wa lillahi 'ala an-nasi hijju

al-baiti

manistata‘a ilaihi sabila.

i) Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital
seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan
untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama
diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital
tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.
Contoh:

Jssp V) daaala g - Wa ma Muhammadun illa rasil.
LSl Ay Al (lill a9 s Jg) O - Inna awwala baitin wudi‘a lin-
nasi
lillaz1 Bi Bakkata mubarakan.
OV AN Agd J331 g3 Glaay g - Syahru Ramadana al-lazi
unzila fihi
al-Quranu.
Cpal) (B8 o) 8L - Wa lagad raahu bil-ufugil-
mubini.
Cralal) Gy dlbraal) - Al-hamdu lillahi rabbil-‘alamina.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf
kapital tidak digunakan.

Contoh:
G g A (e pal - Nasrum minallahi wa fathun garib.

lasad oVl &b - Lillahi al-amru jami‘an.

Xi



- Lillahil amru jamtan.
PO J P ) - Wallahu bikulli syaiin
‘alimun.

J) Tajwid
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman

transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena
itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan hukum di Indonesia sendiri hingga saat ini tidak
menunjukkan tanda-tanda yang memuaskan. Berbagai lembaga yang awalnya
muncul dari semangat reformasi mengalami penurunan secara bertahap dan
terstruktur. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kehilangan integritas dan
independensinya akibat revisi Undang-Undang KPK, pemilihan pimpinan yang
kontroversial, dan pemecatan sejumlah pegawai. Masalah serupa juga terjadi pada
Mahkamah Konstitusi. Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), bersama
dengan penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran etik, menjadi masalah umum
di lembaga-lembaga seperti Mahkamah Agung, Kepolisian RI, Kejaksaan, dan
Kementerian Hukum dan HAM. Di samping itu, proses penyusunan peraturan sering
dilakukan tanpa transparansi dan partisipasi publik yang memadai, seperti yang
terlihat dalam penyusunan beberapa undang-undang kunci. Ruang bagi masyarakat
untuk berserikat dan berekspresi semakin sempit, dengan tindakan kriminalisasi yang
sering ditujukan kepada aktivis dan pengkritik yang memperjuangkan hak-hak
mereka.

Perkembangan hukum di atas jelas menunjukkan bahwa Indonesia sedang
mengalami krisis penegakan hukum yang sudah cukup kritis. Selama bertahun-tahun,
negara ini mengalami keterpurukan luar biasa dalam sektor ini, dan masyarakat terus
mendambakan supremasi hukum serta keadilan yang dapat ditegakkan dengan baik.
Sayangnya, hal tersebut masih menjadi wacana yang tak kunjung terwujud. Saat ini,
hukum sering dijadikan alat kekuasaan untuk mewujudkan kepentingan penguasa
negara, dan tidak diorientasikan sebagaimana mestinya, yaitu untuk mencapai tujuan
penegakan hukum itu sendiri.

Salah satu penyebab utama krisis penegakan hukum adalah keterlibatan
aparat penegak hukum dalam berbagai kasus pidana, terutama korupsi. Tanpa
kredibilitas, kompetensi, dan independensi, aparat penegak hukum tidak dapat
menegakkan hukum dengan efektif.

Krisis ini juga terlihat dari adanya diskriminasi dalam penegakan hukum.
Diskriminasi ini tampak dari perbedaan cara aparat penegak hukum memberikan
sanksi berdasarkan status ekonomi atau kekuasaan seseorang. Bahkan, diskriminasi
ini telah memunculkan stigma "hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah."

Adanya krisis penegakkan hukum di Indonesia tersebut juga dapat
disimpulkan dari hasil paparan survei mengenai tingkat kepercayaan publik terhadap
lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia. Laporan tersebut menunjukkan
bahwa meskipun ada persepsi positif terhadap kondisi penegakan hukum, masih
terdapat penilaian buruk dari masyarakat.

Dalam paparannya, Direktur Eksekutif Indikator, Prof. Burhanuddin
Muhtadi, menyatakan bahwa kinerja lembaga-lembaga penegak hukum sering
menjadi sorotan publik karena peran krusial mereka dalam memastikan tegaknya
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hukum. Sejumlah kasus pelanggaran hukum yang melibatkan aparat penegak hukum
telah menarik perhatian publik dan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat.

Selain itu, penegakkan hukum yang rendah tersebut tergambar juga melalui
laporan Indeks Negara Hukum (Rule of Law Index-Rol Index 2023) Tahun 2023 yang
merupakan indeks tahunan yang disusun World Justice Project sebagaimana dapat
dilihat perbandingannya dengan tahun 2022.2 Ada 8 faktor isu dan aspek yang dinilai
yang antara lain mengenai penerapan: (i) pembatasan kekuasaan pemerintah, (ii)
absennya korupsi, (iii) keterbukaan pemerintah, (iv) hak dasar, (v) ketertiban dan
keamanan, (vi) penegakkan peraturan, (vii) peradilan perdata, dan (viii) peradilan
pidana, tampak sekali bila dibandingkan dengan penerapannya ditahun 2022 tidak
banyak mengalami perubahan. Bahkan apabila kita cermati terlihat ada
kecenderungan turunnya kepercayaan masyarakat. Demikian pula masalah
keberpihakan dan diskriminasi yang masih sering terjadi pada praktek peradilan
perdata dan pidana membuat masyarakat semakin kurang percaya atas proses yang
dilakukan oleh lembaga-lembaga penegakkan hukum tersebut.

Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada Rabu, 25 Oktober 2023 tersebut,
skor Indeks Rule of Law (RoL) Indonesia tahun 2023 adalah sebesar 0,53, sama
seperti tahun lalu. Menurut Laode M. Syarif, Direktur Eksekutif Kemitraan, sebuah
badan hukum independen, yang terdaftar sebagai asosiasi hukum sipil non-
profit, skor ini mengindikasikan stagnasi dalam perkembangan pembangunan hukum
di Indonesia.®

Meskipun demikian pandangan yang cukup positif dikemukakan oleh
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia
(Mahupiki) Azmi Syahputra. Dosen dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti
tersebut mengekspresikan harapannya untuk memperbaiki gambaran hukum di tahun
2023 dan melihatnya sebagai tantangan untuk memperbaiki kultur hukum ke depan.
Dia percaya bahwa masyarakat menginginkan perubahan substantif dalam sistem
hukum yang dapat dirasakan secara langsung. Untuk mencapai hal ini, dia
menekankan perlunya penataan ulang kualitas budaya hukum dengan sungguh-
sungguh.

Menurutnya, langkah penting adalah menggerakkan dan
mengimplementasikan hukum dalam perilaku sehari-hari, serta menempatkan para
penegak hukum yang memiliki visi reformis di posisi strategis dalam lembaga
penegak hukum. Selain itu, kesadaran dan tanggung jawab terhadap etika profesi juga

1 Mochamad Januar Rizki, https://www.hukumonline.com/berita/a/tingkat-
kepercayaan-publik-terhadap-lembaga-hukum--kejagung-tertinggi-lt65afcalbbb519/,
diakses pada 27 Mei 2024

2 Rifqi S. Assegaf,” https://kemitraan.or.id/press-release/stagnasi-rapor-merah-
negara-hukum-indonesia-catatan-atas-rule-of-law-index-tahun-2023-world-justice-project/,
diakses pada 11 Juni 2024

3 Ady Thea DA, https://www.hukumonline.com/berita/a/skor-indeks-negara-
hukum-indonesia-2023-stagnasi--rapor-masih-merah-1t6539f6d64be0c/, diakses pada 27 Mei
2024
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perlu ditingkatkan secara signifikan. Dengan demikian, ia menyuarakan perlunya
komitmen yang kuat untuk mewujudkan prinsip negara hukum yang berorientasi
pada kesejahteraan masyarakat.*

Fakta bahwa kondisi penegakkan hukum yang sedang sakit kronis tersebut
dan fakta bahwa penegakkan hukum yang lemah tersebut terjadi di negara Indonesia
yang merupakan negara dengan populasi umat Islam terbesar di dunia, sungguh
memprihatinkan. Hal tersebut karena agama Islam adalah agama yang holistik yang
merangkul seluruh aspek kehidupan secara menyeluruh dan komprehensif. Oleh
karena itu, Islam dipandang sebagai agama yang menyediakan pedoman lengkap
untuk kehidupan manusia dalam semua aspeknya.®

Islam tidak hanya fokus pada hubungan manusia dengan Tuhan melalui
ibadah ritual seperti shalat, puasa, dan haji. Islam juga mengatur cara manusia
berhubungan dengan sesamanya dan alam semesta. Islam juga tidak hanya membahas
satu aspek saja namun pembahasan dalam Islam mencakup berbagai bidang seperti
teologi, filsafat, tasawuf, sejarah, hukum, dan bidang lainnya.®

Adapun apabila ditinjau dari aspek bahasa, Islam yang berasal dari akar kata
“aslama” mengandung arti selamat, aman damai, patuh, berserah diri dan taat.’
Dengan demikian Muslim yang sesungguhnya adalah orang-orang yang mampu
menyebarkan tentang keselamatan dan keamanan kepada makhluk Allah lainnya.
Selaras dengan makna muslim tersebut, maka seharusnya negara berpenduduk
muslim terbesar seperti Indonesia, apabila benar-benar mengimplementasikan ajaran
Islam secara kaffah, akan menegakkan hukum dengan baik dan adil. Penegakkan
hukum yang baik tentunya akan menimbulkan kesalamatan dan rasa aman kepada
sesama makhluk Allah.

Islam memiliki tujuan mulia untuk menghormati dan meningkatkan martabat
manusia serta menegakkan kebenaran, keadilan, kemanusiaan, demokrasi,
kesetaraan, musyawarah, toleransi, persaudaraan, perdamaian, tolong-menolong,
kerukunan, saling menghargai, dan saling melindungi. Dalam hal ini, Islam
menyarankan agar semua cara dan pendekatan yang digunakan dalam perjuangan
tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan misi ajaran Islam tersebut.

Islam secara tegas menolak penggunaan metode atau pendekatan yang
merugikan, merusak, atau menindas dalam upaya menegakkan keadilan. Dalam

4 Rofig Hidayat, https://www.hukumonline.com/berita/a/sekjen-mahupiki--
penegakan-hukum-di-2023-masih-berjalan-lamban-1t658fb 72319721/, diakses pada 11 Juni
2024
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menegakkan hukum, Islam menekankan prinsip-prinsip kepastian hukum, keadilan,
dan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.®

Selain itu, agama Islam memiliki al-Qur’an, yang secara harfiah berarti
"bacaan sempurna”, merupakan nama yang sangat tepat yang dipilih oleh Allah.
Tidak ada bacaan lain dalam sejarah manusia yang dapat menandingi keistimewaan
Al-Quran Al-Karim. Al-Quran menjadi satu-satunya bacaan yang dibaca oleh ratusan
juta muslim, meskipun mereka tidak memahami artinya atau tidak bisa menulisnya
dengan huruf Arab. Bahkan, Al-Quran dihafal huruf demi huruf oleh muslim dewasa,
remaja, dan anak-anak.

Al-Quran adalah sumber yang tak pernah habis, dan interpretasinya
bervariasi sesuai dengan kemampuan dan kecenderungan individu yang
mempelajarinya. Namun, semua interpretasi tersebut mengandung kebenaran. Al-
Quran dapat diibaratkan sebagai permata yang memancarkan cahaya yang berbeda-
beda sesuai dengan sudut pandang masing-masing individu.

Al-Qur'an merupakan sumber utama hukum Islam yang dianggap suci dan
diturunkan langsung dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui
malaikat jibril. Sebagai sumber hukum, Al-Qur'an memberikan pedoman dan prinsip-
prinsip yang mengatur berbagai aspek kehidupan umat Muslim, termasuk dalam
bidang hukum.

Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam memberikan pedoman dan prinsip-
prinsip yang mengatur tata cara penegakan hukum dalam masyarakat Muslim.
Meskipun Al-Qur'an tidak memberikan rincian hukum yang sangat spesifik, namun
memberikan dasar-dasar yang mencakup keadilan, keberpihakan kepada yang lemah,
penegakan hukum secara adil, dan penegakan aturan-aturan moral dan etika.

Salah satu hal yang unik dari Al-Qur'an, yang tidak dimiliki oleh tiga kitab
suci sebelumnya, adalah kemampuannya untuk berfungsi sebagai mu'jizat (mukjizat)
dan sebagai pedoman hidup (manhaj) secara bersamaan. Kedua fungsi ini terus
melekat pada Al-Qur'an, sehingga Al-Qur'an sebagai pedoman hidup tetap dijaga oleh
mukjizat, dan mukjizat selalu hadir dalam pedoman hidup tersebut.®

Al-Qur'an, sebagai sumber utama syari‘ah, menempatkan ajaran hukum
sebagai bagian yang sangat penting dari pesan-pesan yang disampaikannya. Oleh
karena itu, upaya penegakan hukum dianggap sebagai proses yang dinamis. Untuk
memahami peran Al-Qur'an dalam pembentukan dan penegakkan hukum, penting
untuk mengakui bahwa Al-Qur'an lebih berfokus pada pembangunan standar dasar
perilaku umat Islam daripada hanya mengatur hak dan kewajiban. Al-Qur'an
mencakup gagasan-gagasan yang mendasari perilaku masyarakat yang beradab,
seperti sikap toleransi, kejujuran, integritas, dan cara menerapkannya sebagai etika

8 Achwan Irwan Hamzani, Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia (Jakarta:
Kencana, 2020), cet. 1, h. 22-24

9 Zamakhsyari Abdul Majid,” Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum Dalam Perspektif
Al-Qur’an (Studi Dengan Pendekatan Tafsir Maudlu’i) dalam Jurnal Al Marhalah: Jurnal
Pendidikan Islam (Bekasi: Sekolah Tinggi Tarbiyah Al Marhalah Al Ulya, 2017), vol. 1, No.
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dalam Islam. Oleh karena itu, Al-Qur'an bukanlah sekadar tentang hukum, tetapi
lebih merupakan panduan yang menarik bagi umat manusia untuk mematuhi
hukum.©

Al-Quran sebagai buku panduan dari ilahi untuk manusia selain memiliki
tujuan untuk membersihkan akal dan menyucikan jiwa dari segala bentuk syirik serta
memantapkan keyakinan tentang keesaan yang sempurna bagi Tuhan, keyakinan
yang tidak semata-mata sebagai suatu konsep teologis tetapi falsafah hidup dan
kehidupan umat manusia, Al-Quran juga mengajarkan kemanusiaan yang adil dan
beradap, menciptakan persatuan dan kesatuan antar manusia, menyerukan
penegakkan kebenaran, keadilan dan kebenaran. Al-Qur'an sebagai panduan manusia
yang sangat lengkap yang diberikan sang maha pencipta juga sangat membenci
pemerasan, penganiayaan dan pendzoliman terhadap sesama makhluk Allah terutama
sesama manusia sehingga mewujudkan penegakkan kebenaran dan keadilan adalah
menjadi salah satu tujuan sentral dari penurunan Al-Quran.

Keistimewaan ajaran Islam dengan Al-Quran sebagai sumber hukum utama
dan panduan hidup dari llahi kepada manusia, apabila diimplementasikan secara
sempurna tentunya akan membuat hukum di Indonesia yang mayoritas penduduknya
muslim akan ditegakkan. Implementasi ajaran islam melalui nilai-nilai yang
terkandung dalam Al-Quran akan memiliki dampak yang signifikan pada penegakan
hukum di Indonesia, yang mayoritas penduduknya muslim.

Sayangnya pemahaman terhadap Al-Quran memang masih menjadi
tantangan yang signifikan di banyak masyarakat, termasuk di Indonesia. Keterbatasan
pendidikan Islam menjadi salah satu faktornya, selain juga karena kurangnya
kemampuan berbahasa Arab. Sebagian besar Al-Quran ditulis dalam bahasa Arab,
namun tidak semua orang Muslim memiliki keterampilan bahasa Arab yang memadai
untuk memahami teksnya secara langsung. Ini bisa menjadi hambatan dalam
memahami makna Al-Quran. Hambatan lain yang menjadi faktor kurangnya
pemahaman Al-Quran adalah kesibukan dengan kehidupan sehari-hari sehingga tidak
memiliki waktu atau sumber daya untuk mempelajari Al-Quran dengan mendalam.
Hal ini dapat menyebabkan pemahaman yang dangkal atau bahkan salah tentang
ajaran Al-Quran.

Al-Quran seringkali ditafsirkan secara sempit dan hanya membahas masalah-
masalah ketuhanan. Sementara masalah kemanusiaan terpinggirkan dan tidak
menjadi aspek sentral dalam kajian Al-Quran. Tema-tema sosial termasuk tema
penegakkan hukum dan keadilan terkadang dianggap tidak dikandung oleh Al-Quran,
padahal sebagaimana telah dijelaskan diatas, tema-tema keadilan dan penegakkan
hukum merupakan salah satu asas-asas utama yang dibahas dan dicakup oleh Al-
Quran.

10 Zaky Ismail,” Penegakan Supremasi Hukum Dalam Al- Qur’an,”dalam Jurnal Al
Risalah, Jurnal Kajian Hukum Islam dan Sosial Kemasyarakatan (Jambi:Fakultas Syariah
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2011), vol. 11 ,No. 1, h. 44
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Dengan demikian tentunya pemahaman terhadap bagaimana perspektif Al-

Quran terhadap penegakkan hukum menjadi mutlak diperlukan oleh Masyarakat
Indonesia sehingga nilai-nilai Qurani dapat diejawantahkan dalam penegakkan
hukum di Indonesia. Hal inilah yang menyebabkan penulis tertarik untuk mengambil
judul “Penegakkan Hukum (Law Enforcement), perspektif Al-Quran, dalam rangka
untuk meneliti bagaimana penegakkan hukum dari perspektif Al-Quran, selanjutnya
menyajikannya ke masyarakat, sehingga masyarakat terdorong untuk lebih
memahami dan menerapkan ajaran Al-Quran dalam menegakkan hukum dan
keadilan ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengidentifikasai beberapa

permasalah yang perlu diteliti lebih lanjut, penulis mengidentifikasi beberapa
permasalahan yang perlu diteliti lebih lanjut. Permasalahan tersebut mencakup
aspek-aspek tertentu yang membutuhkan analisis mendalam agar pemahaman
yang lebih komprehensif dapat dicapai. Dengan merinci dan mengeksplorasi
poin-poin tersebut, di antaranya:

1.

abrwd

Apakah yang dimaksud dengan penegakkan hukum secara umum?

Apa saja prinsip-prinsip penegakkan hukum?

Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum?

Apa saja ayat-ayat Al-Qur’an yang membahas tentang penegakkan hukum?
Bagaimana penafsiran dan kontekstualisasi ayat-ayat Al-Qur’an yang
membahas tentang penegakkan hukum?

C. Pembatasan dan Rumusan Masalah

1.

Pembatasan Masalah
Adapun skripsi ini memfokuskan pembahasan permasalahan pada

identifikasi ayat-ayat Al-Quran terkait penegakkan hukum berikut penafsiran
dan kontekstualisasi penafsiran ayat-ayat tersebut.

2.

Rumusan Masalah
Sebagai bentuk upaya dalam sistematisasi pembahasan, maka penelitian

dalam tulisan ini akan didasarkan pada permasalahan mengenai bagaimana
tinjauan penegakkan hukum secara umum dan dari perspektif Al-Qur’an?



D. Signifikansi Penelitian
1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Memahami pengertian dan prinsip-prinsip penegakkan hukum.
b. Menggali dan memahami Penegakkan Hukum dari Perspektif Al-Qur’an.

2. Manfaat Penelitian
a. Menghasilkan pemahaman mengenai penegakkan hukum secara umum.
b. Memberikan pemahaman tentang penegakkan hukum perspektif Al-
Qur’an.

E. Kajian Kepustakaan

Setelah melakukan berbagai pencarian melalui perpustakaan atau dunia maya,
penulis menemukan beberapa buku maupun hasil penelitian berupa skripsi atau jurnal
yang melakukan pembahasan mengenai penegakkan hukum. Namun demikian
penelitian-penelitian tersebut memiliki perspektif yang berbeda dengan penelitian
penulis. Adapun beberapa hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian dengan tema penegakan supremasi hukum dalam Al-
Qur’an. Penelitian ini adalah sebuah artikel dalam jurnal yang ditulis Zaky Ismail
oleh staf pengajar fakultas ushuludin UIN Sunan Ampel Surabaya. Meskipun
judulnya mirip penelitiannya tidak sama dengan yang penulis lakukan. Artikel
tersebut secara singkat hanya memaparkan tentang beberapa prinsip-prinsip legislasi
(penyusunan) hukum tanpa menggali lebih dalam mengenai ayat-ayat Al-Qur’an
yang menjadi dasar dari prinsip-prinsip tersebut. Lebih jauh lagi artikel ini juga tidak
membahas mengenai penafsiran ayat-ayat yang terkait dengan penegakkan hukum
dan bagaimana kontekstualisasinya pada kondisi saat ini.

Kedua, penelitian dengan tema penegakan hukum dalam perspektif hukum Islam.
Penelitian ini berbentuk artikel jurnal yang ditulis oleh Agus Sarono, mahasiswa
program doktor ilmu hukum Universitas Diponegoro. Meskipun judulnya
mengandung pembahasan yang sangat luas, namun artikel tersebut memfokuskan
pembahasan pada penegakkan hukum dalam tindak pidana korupsi saja. Selain itu
artikel tersebut tidak spesifik menggunakan Al-Qur’an sebagai bahan kajiannya,
namun menggunakan sumber hukum Islam secara umum, yaitu Al-Qur’an dan Al-
Hadis meskipun secara tidak komprehensif. Penelitian ini tentu sangat berbeda
dengan penelitian yang penulis lakukan, yang mana pada penelitian ini penulis
menfokuskan pembahasan penegakkan hukum dari perspektif Al-Qur’an saja dengan
melakukan identifikasi secara lebih komprehensif mengenai ayat-ayat yang
mengandung makna penegakkan hukum. Selanjutnya penulis juga akan menjelaskan
tentang penafsiran ayat-ayat tersebut serta kontekstualisasinya pada situasi terkini.



F. Metodologi Penelitian

Metodologi berasal dari kata "metode"” yang merujuk pada cara yang tepat
untuk melakukan suatu aktivitas, dan "logos" yang mengacu pada ilmu atau prosedur
menggunakan pemikiran yang cermat untuk mencapai tujuan. Dalam konteks
penelitian, metodologi mencakup metode atau prosedur yang digunakan untuk
mengumpulkan data guna menguji hipotesis atau menjawab permasalahan. Dengan
demikian, metodologi penelitian menggambarkan langkah-langkah atau tata cara
dalam pengumpulan dan analisis data.

1. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian sastra atau penelitian
perpustakaan. Metode ini melibatkan serangkaian kegiatan terkait dengan
pengumpulan data dari sumber-sumber literatur, melakukan pembacaan, mencatat
informasi, dan mengolah bahan penelitian. Penelitian perpustakaan berusaha
mengeksplorasi sumber-sumber di perpustakaan seperti kitab tafsir, jurnal ilmiah,
majalah, dan literatur lainnya untuk mendapatkan informasi yang relevan tentang
Penegakkan Hukum (law enforcement) Perspektif Al-Qur'an.
2. Sumber Data
Dalam pengumpulan data, penelitian ini memanfaatkan dua jenis sumber
informasi:
a. Data Primer, Sumber data primer adalah perspektif dari kitab-kitab Tafsir.
b. Data Sekunder, Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi
perpustakaan, mencakup penelusuran Kitab, buku, skripsi, dan jurnal yang
membahas topik Penegakkan Hukum (law enforcement) Perspektif Al-

Qur’an.

3. Metode Pengumpulan Data
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan atau library
research. Pendekatan ini melibatkan kajian literatur dengan membaca kitab, buku,
skripsi, dan jurnal yang membahas Penegakkan Hukum (legal enforcement)
Perspektif Al-Qur'an. Penelitian ini menerapkan metode pemaparan teori yang
disebut sebagai metode maudhu’i atau metode tafsir tematik. Metode ini mengacu
pada pendekatan penafsiran tema, di mana peneliti menghimpun ayat-ayat Al-
Qur'an yang terkait dengan tema yang sedang dibahas, kemudian memberikan
keterangan dan penjelasan untuk menyimpulkan informasi tentang topik tersebut.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, digunakan metode analisis data yang dikenal sebagai
content analysis atau analisis isi. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji dan
memeriksa isi dokumen seperti buku, kitab, atau jurnal. Metode content analysis
diterapkan dengan pola deduktif, di mana analisis dimulai dari pengetahuan umum
atau data umum untuk menemukan kesimpulan khusus. Dengan pendekatan ini,
penelitian akan mengeksplorasi konten dokumen dengan lebih mendalam,

12 Dadan Rusmana, Metodelogi Penelitian Al-Qur’an dan Tafsir (Bandung: Pustaka
Setia, 2015) h. 33



menggunakan pengetahuan yang sudah ada sebagai dasar untuk menghasilkan
kesimpulan yang lebih spesifik terkait topik yang diteliti.
5. Teknis Penulisan
Penulisan skripsi ini mengikuti pedoman yang disajikan dalam buku panduan
penyusunan skripsi dari Universitas PTIQ Jakarta yang diterbitkan oleh Fakultas
Ushuluddin dan Pemikiran Islam.®

G. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini dapat dipahami dengan sistematis, di bawah ini disajikan
uraian mengenai setiap topik yang akan dibahas secara rinci, diantaranya:
Bab I: Bagian awal ini mencakup pendahuluan yang menjelaskan latar belakang
masalah, identifikasi permasalahan, pembatasan lingkup masalah, rumusan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, kajian
literatur, metode penelitian dan tata cara penulisan.
Bab I1: Menyajikan pembahasan mengenai tinjauan umum mengenai penegakkan
hukum. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai pengertian penegakkan hukum
secara umum, unsur-unsur penegakan hukum, prinsip-prinsip penegakkan hukum
dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum.
Bab Ill: Memaparkan mengenai ayat-ayat Al-Qur’an yang membahas
penegakkan hukum dan penafsiran serta kontekstualisasi ayat-ayat tersebut.
Bab IV: Bagian akhir ini berfungsi sebagai penutup, di mana penulis
menyajikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan.

13 Andi Rahman, “Menjadi Peneliti Pemula llmu Al-Qur’an dan Tafsir” (Jakarta:
penerbit Program Studi llmu Al-Quran dan Tafsir, Universitas PTIQ Jakarta, 2022)



BAB 11
PENEGAKAN HUKUM SECARA UMUM

A. Pengertian Penegakan Hukum

Hukum sebagai social engineering atau social planning berarti bahwa hukum
berfungsi sebagai alat yang digunakan oleh agen perubahan—yaitu para pelopor atau
pemimpin yang dipercaya oleh masyarakat—untuk mengubah masyarakat sesuai
dengan rencana atau kehendak tertentu. Sebagai tatanan perilaku yang mengatur
manusia dan memiliki sifat pemaksa, hukum harus dapat berfungsi efektif dalam
mengubah perilaku dan memaksa individu untuk melaksanakan nilai-nilai yang
terdapat dalam kaedah hukum. Untuk mencapai hal ini, hukum perlu disebarluaskan
sehingga dapat melembaga dalam masyarakat. Selain itu, penegakan hukum (law
enforcement) merupakan bagian penting dari proses hukum yang meliputi pembuatan
hukum, penegakan hukum, peradilan, dan administrasi keadilan.

Pada hakikatnya, penerapan hukum merupakan penerapan diskresi yang
menyangkut kaidah dan keputusan yang sudah diatur dalam peraturan perundang-
undangan serta mempunyai unsur penilaian secara pribadi. Menurut Soerjono
Soekanto penegakan hukum secara konsepsional terletak pada kegiatan
terjabarkannya nilai-nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat untuk
memelihara, menciptakan serta mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup
manusia.'*

Penegakan hukum juga dapat diartikan sebagai usaha untuk mewujudkan ide-ide
kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam masyarakat menjadi kenyataan.
Keinginan hukum di sini merujuk pada pikiran-pikiran badan pembuat undang-
undang yang dituangkan dalam peraturan hukum. Artinya, perumusan pemikiran
pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan akan memengaruhi bagaimana
penegakan hukum dijalankan.

Adapun secara konkret, penegakan hukum dipahami sebagai sebuah penerapan
hukum positif secara baik dan benar melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam
kaidah hukum formal. Tujuannya adalah untuk memberikan keadilan, kepastian, dan
kemanfaatan dalam menangani perkara atau peristiwa yang terjadi dalam masyarakat.
Penegakan hukum juga berfungsi untuk mempertahankan dan menjamin kepatuhan
terhadap hukum materiil dengan menggunakan cara-cara prosedural yang telah diatur
oleh hukum formal.

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan penegakan konsep atau
ide-ide tentang kebenaran, keadilan, kemanfaatan sosial. Dengan demikian dapat
diartikan bahwa penegakan hukum merupakan bentuk usaha untuk mewujudkan
konsep dan ide-ide menjadi suatu kenyataan. Setelah pembuatan hukum dilakukan,
tahap selanjutnya adalah penerapan hukum tersebut dalam praktik sehari-hari, yang
dikenal sebagai penegakan hukum. Dalam istilah lain, penegakan hukum sering
disebut penerapan hukum, atau dalam bahasa asing, dikenal dengan istilah

14S0erjono Soekanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum,
(Jakarta:Rajawali Pers 2013) hal 7.

10
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rechtstoepassing dan rechtshandhaving (Belanda), serta law enforcement dan
application (Amerika).t®

Penegakan hukum adalah upaya rasional untuk mengatasi kejahatan dengan
tujuan memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan. Dalam menghadapi kejahatan,
penegakan hukum memainkan peran penting dalam meminimalkan tindakan
kriminal, baik melalui sarana pidana maupun non-pidana yang dapat saling
diintegrasikan. Jika sarana pidana digunakan untuk menangani kejahatan, maka
politik hukum pidana diterapkan, yaitu memilih dan menyusun undang-undang
pidana yang sesuai dengan kondisi, situasi, dan kebutuhan masyarakat saat ini serta
di masa depan.

Dalam penerapannya, penegakan hukum (law enforcement) harus mematuhi
sistem hukum yang ada, karena penegakan hukum merupakan salah satu instrumen
untuk mewujudkan tatanan sistem hukum. Penegakan hukum tidak akan berjalan
dengan baik dan benar jika hanya berpedoman pada peraturan perundang-undangan
tanpa dukungan dari aparatur hukum yang memiliki integritas tinggi, bersih, dan
profesional. Sebaliknya, penegakan hukum akan berfungsi dengan efektif jika
didukung oleh aparat penegak hukum yang bersih, profesional, serta berlandaskan
pada kode etik dan nilai-nilai sosial.

Jika hukum ditegakkan tanpa memperhatikan kode etik dan nilai-nilai sosial,
maka kemungkinan besar tidak akan mampu menangani perkara kejahatan secara
tuntas, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Akibatnya, masyarakat mungkin
akan mengambil tindakan sendiri, seperti melakukan peradilan massa atau main
hakim sendiri, sebagai jalan pintas terhadap pelaku kejahatan yang tertangkap basah.

Pada hakikatnya penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas penegak hukum
saja, melainkan menjadi tugas setiap individu untuk mewujudkan nilai-nilai atau
kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, Meskipun demikian, dalam
kaitannya dengan hukum publik, maka negaralah yang dibebankan untuk
menjalankan tugas tersebut. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua yaitu
penegakan hukum ditinjau dari subyeknya, yang mana dalam arti luas bahwa
penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum.
Sedangkan dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya
aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu
aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Sedangkan apabila penegakan
hukum ditinjau dari obyeknya, bahwa dalam arti luas penegakan hukum mencakup
pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun
nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat, sedangkan dalam arti sempit,
penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan
tertulis.

15 M. Ali Zaidan. Menuju Pembaharuan Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika
2015) h. 110.
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B. Tujuan Penegakan Hukum

Adapun tujuan penegakkan hukum yang paling utama adalah sebagai berikut:®

1. Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu unsur penting dari tujuan hukum itu
sendiri dan kepastian hukum dapat dikatakan bagian dari upaya untuk dapat
mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan
maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa
individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu
memperkirakan apa yang akan ia alami, apabila ia melakukan suatu tindakan
hukum tertentu.

Kepastian hukum merupakan prinsip hukum yang mengikat terhadap semua
orang dalam hal memperoleh kejelasan akan perlakuan hukum dalam suatu perkara
yang menimpanya. Kepastian hukum menjadi pijakan secara teknis dan rujukan
dalam menegakan hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat serta
memberikan batasan secara maksimal maupun secara minimal terhadap suatu
perkara hukum.

Dalam menegakkan hukum itu sendiri baik materil dan formil harus
menjunjung kepastian hukum, mengingat kepastian hukum merupakan salah satu
intisari atau ide dalam hukum itu sendiri. Selain itu, kepastian hukum mempunyai
korelasi terhadap unsur hukum lainnya seperti keadilan dan kemanfaatan sehingga
tiga unsur dari penegakkan hukum tersebut dapat berjalan secara bersamaan.

Gustav Radbruch mencoba mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang
berhubungan dengan makna kepastian hukum. Diantaranya adalah bahwa: (i)
hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang undangan, (ii)
hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan, (iii) fakta
harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam
pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan, dan (iv) bahwa hukum positif tidak
boleh mudah diubah.’

Lebih lanjut Gustav Radbruch berpendapat, bahwa kepastian hukum adalah
hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat
dan setiap manusia berkewajiban untuk mentaati peraturan tersebut, meskipun
hukum positif dianggap tidak memberikan keadilan. Pada dasarnya hukum haruslah
bersifat pasti dan adil. Maksudnya, hukum yang pasti adalah sebagai acuan dan
pedoman dalam melakukan penegakan hukum secara jelas dalam menciptakan
keadilan. Hanya dengan bersifat pasti dan adil, maka hukum dapat dijalankan
sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.

Sudikno Mertokusumo mengatakan, bahwa kepastian hukum adalah jaminan
bahwa hukum dijalankan, dan bahwa yang berhak menurut hukum dapat

16 Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum. (Yogyakarta: Cv Maha Karya Pustaka
2019) h. 145.

17 Jaka Mulyata, Keadilan, Kepastian, Dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia Nomor:100/Puu-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96
Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, (Solo: universitas
sebelas maret, 2015) h. 28
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memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan® Sudikno pun
memaparkan bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan
akan tetapi hukum serta keadilan memiliki irisan yang berbeda.

Pelaksanaan hukum adalah wujud dari kepastian hukum, sebagaimana tertulis
dalam peraturan. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memastikan bahwa
hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dapat diterapkan dan
dipahami sesuai dengan nilai-nilai kepastian hukum. Dalam konteks ini, penting
untuk memperhatikan bahwa nilai kepastian hukum memiliki hubungan erat
dengan instrumen hukum positif serta peran negara dalam mengaktualisasikan
hukum positif yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan.

Sementara, Nurhasan Ismail mengatakan bahwa dalam upaya menciptakan
kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan beberapa
syarat yang berhubungan dengan struktur internal dalam norma hukum itu sendiri*®
persyaratan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Adanya kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum tersebut berisi
mengenai deskripsi dari perilaku tertentu yang kemudian dijadikan menjadi satu
ke dalam konsep-konsep tertentu pula

2. Hadirnya kejelasan hirarki yang dinilai penting, karena menyangkut sah atau
tidak sahnya, serta mengikat atau tidak mengikatnya dalam suatu peraturan
perundang-undangan yang dibuat. Kejelasan hirarki tersebut, dapat memberikan
arahan sebagai bentuk dari hukum yang memiliki kewenangan untuk dapat
membentuk suatu peraturan dari perundang-undangan tertentu.

3. Adanya konsistensi pada norma hukum perundang-undangan. Ketentuan yang
ada pada sejumlah peraturan undang-undang tersebut harus memiliki kaitan
dengan satu subyek tertentu dan tidak saling bertentangan dengan satu dan yang
lainnya.

Lebih lanjut, Nurhasan Ismail menerangkan bahwa kepastian hukum
menghendaki adanya suatu upaya dalam membuat kebijakan peraturan hukum dalam
undang-undang yang dibuat oleh pihak yang diberikan wewenang dalam undang-
undang itu sendiri. Sehingga peraturan yang dibuat tersebut memiliki implikasi
yuridis serta dapat memberikan jaminan kepastian bahwa hukum memiliki fungsi
sebagai sebuah peraturan yang harus dan mengikat dan harus ditaati oleh masyarakat
atau warga negaranya.

Berdasarkan buku yang ditulis oleh Lon Fuller yang berjudul “The Morality of
Law” ada delapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum itu sendiri agar memberikan
kepastian hukum. Namun apabila delapan asas tersebut tidak dapat dipenuhi maka
produk hukum yang ada dianggap menemukan kegagalan dikemudian hari dan
dianggap sebagai produk hukum yang gagal.

Adapun delapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum menurut Lon Fuller dalam
bukunya diantaranya sebagai berikut:

8Jaka mulyata, Keadilan, Kepastian, Dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia Nomor:100/Puu-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96
Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, h. 28

1% Nur Hasan Ismail, Perkembangan Hukum Pertanahan, Pendekatan Ekonomi,
(Jogjakarta, HUMA dan Magister Hukum UGM, 2007)



14

1. Sistem yang dibuat oleh pihak berwenang dan berwibawa haruslah terdiri dari
peraturan yang tidak berdasarkan pada putusan sesaat belaka untuk hal-hal
tertentu

2. Peraturan yang ditetapkan oleh pihak berwenang dan berwibawa harus
diumumkan kepada publik.

3. Peraturan yang ditetapkan tidak berlaku surut, karena dapat merusak integritas
suatu sistem

4. Peraturan tersebut dibuat dalam sebuah rumusan yang dapat dimengerti oleh
masyarakat umum.

5. Peraturan satu dan lainnya tidak boleh ada yang saling bertentangan.

6. Suatu peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh menuntut suatu tindakan yang

kiranya melebihi apa yang dapat dilakukan.
7. Peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh terlalu sering diubah-ubah.

8. Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, harus memiliki kesesuaian antara
peraturan serta dalam hal pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari.
Dari uraian tentang konsepsi mengenai teori kepastian hukum yang dipaparkan

oleh beberapa ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum dapat
memiliki beberapa arti yaitu adanya kejelasan, tidak boleh menimbulkan multi tafsir
terhadap unsur pasal yang ada dalam hukum itu sendiri dan tidak boleh bersifat
kontradiktif antar peraturan satu dengan lainnya serta peraturan tersebut dapat
dilaksanakan

Pemerintah atau pihak yang berwenang menetapkan suatu kebijakan atau
ketetapan yang berlaku dan mengikat terhadap semua pihak, harus mempunyai
kejelasan dan ketegasan di dalam masyarakat serta mengandung transparansi atau
keterbukaan sehingga masyarakat dapat mengerti dan memahami makna dari suatu
kebijakan atau peraturan hukum yang telah ditetapkan oleh pihak yang mempunyai
kewenangan tersebut.

Menurut para ahli tersebut, bahwa teori kepastian hukum, tidak boleh
mengandung sifat yang kontradiktif antara yang satu dengan yang lainnya. Sebab,
jika unsur kontradiktif itu ada maka hukum tersebut akan menjadi sumber keraguan.
Dengan demikian, kepastian hukum sendiri dapat menjadi acuan, pedoman dan
perangkat hukum.

Dengan demikian, penegakan hukum harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip
kepastian hukum, artinya Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang
mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit.
Hukum yang berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang dari kaidah kaidah
hukum positif yang sudah berlaku. Pada prinsipnya kepastian hukum merupakan
perlindungan terhadap tidakan sewenang-wenang guna untuk memberikan jaminan
dan perlindungan kepada setiap individu. yang berarti seorang akan memperoleh
sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.
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2. Keadilan

Keadilan merupakan suatu konsep yang masih sangat teoretis hingga saat ini.
Makna keadilan itu sendiri banyak ahli yang mendefisikannya sehingga banyak
pendapat tentang keadilan itu sendiri. Keadilan sendiri merupakan suatu konsep
dinamis yang senantiasa berubah?°

Notohamidjojo berpendapat bahwa tujuan hukum yang paling fundamental
adalah menjaga supaya manusia diperlakukan sebagai manusia yang semestinya.
Menurutnya tujuan terakhir dan yang paling mulia bagi hukum adalah
memanusiakan manusia dalam segala hakekat dan relasinya?

Pancasila sebagai dasar negara dalam sila ke lima berbunyi “keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia” mempunyai makna yang mengandung nilai tujuan
dalam hidup bersama. Nilai keadilan yang dimaksud tersebut merupakan suatu
dasar yang berkewajiban untuk dijalankan guna mewujudkan tujuan negara
Indonesia sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.%2

Mahir Amin menjelaskan bahwa keadilan adalah keserasian antara
penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban. Pandangan yang mengartikan
keadilan sebagai keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum
serta Keserasian antara hak dan pelaksanaannya berdasarkan takaran hak dan
kewajiban.

Dalam keadaan yang wajar tidak dibenarkan bahwa seseorang, dapat
memperoleh haknya secara tidak selaras dengan kewajibannya ataupun apabila
seseorang dibebankan suatu kewajiban yang tidak sesuai dengan haknya dan
seseorang dapat mendapatkan haknya tanpa ia melaksanakan kewajibannya.?

Nilai-nilai keadilan pada dasarnya merupakan nilai-nilai yang harus
diwujudkan dalam kehidupan bersama guna dapat mewujudkan tujuan negara yaitu
menciptakan keadilan dan kesejahteraan seluruh warganya dan juga wilayahnya,
mencerdaskan warganya. Nilai-nilai keadilan tersebut juga sebagai dasar dalam
pergaulan antar negara sesama bangsa di dunia dan prinsip-prinsip untuk
menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia,
berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta
keadilan sosial.**

Pada era klasik, konsep keadilan pertama kali timbul dari perilaku manusia
terhadap sesama manusia dan juga kepada lingkungan. Salah satu filsuf klasik Plato
memberikan pengertian keadilan dalam konteks individual dan negara. Dalam
konteks individual, keadilan menurutnya dapat didefinisikan sebagai setiap

20 0. Notohamidjojo, Demi Keadilan dan Kemanusiaan, (Jakarta:BPK Gunung
Mulia, Jakarta) h. 68.

21 0. Notohamidjojo, Demi Keadilan dan Kemanusiaan, h. 89

22 M. Agus Santoso, Hukum Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum,
(Jakarta: Kencana, 2014) Cet. 2, h. 85.

2 Mahir Amin, Konsep Keadilan dalam Perspektif Hukum Islam, (Surabaya: Al
Daulah Surabaya, 2015) hal. 243.

24 M. Agus Santoso, Hukum Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, h.
87
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manusia melakukan tindakan yang merupakan urusannya sendiri tanpa harus
mengganggu orang lain. Namun pada sisi lain, antara keadilan individual dan
keadilan negara mempunyai relasi yang berkaitan, mengingat keadilan individual
harus ditentukan terlebih dahulu dalam konteks negara. Baik itu keadilan individual
maupun keadilan negara berdasarkan pada bentuk keselarasan atau harmoni.

Menurut Plato harapan bersama sebagai keharmonisan antar organisme
sosial mempunyai pengaruh terhadap keadilan. Oleh sebab itu, tugas harus
dilaksanakan oleh setiap anggota negara sesuai dengan kedudukan dan sifat
alamiahnya® . Keadilan menurut Plato yaitu untuk memberikan jawaban atas
berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat secara langsung baik sebagai
individu maupun yang dihadapi oleh Negara. Titik keseimbangan antara konsep
keadilan individu dan negara akan menciptakan kehidupan yang selaras dan
harmoni didalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara.

Adapun Aristoteles lebih menekankan bahwa keadilan mempunyai hubungan
yang sangat erat dengan moral. Arsitoteles mempoisisikan keadilan sebagai bagian
dari kebaikan Selain itu keadilan bisa dikelompokkan menjadi adil dalam arti
mengikuti perintah hukum dan adil dalam arti jujur atau adil. Artinya ketidakadilan
dapat diartikan sebagai seorang yang tidak mengikuti hukum dan kejujuran itu
sendiri.

Ketidakadilan, bagi Aristoteles, selalu tidak mengikuti hukum, namun disisi
lain tidak mengikuti hukum belum berarti tidak adil. Dengan begitu hukum menjadi
tolak ukur apakah sesuatu perkara telah menerapkan keadilan atau tidak. Keadilan
merupakan kunci dari hukum itu sendiri, dengan demikian untuk menciptakan
sebuah keadilan yang dapat diterima oleh masyarakat maka pejabat yang
berwenang harus menyusun aturan hukum yang mencerminkan nilai-nilai keadilan.
Pembentuk hukum harus cermat dan jeli untuk dapat menangkap realitas sosial
yang dihadapi oleh masyarakat dan tantangan yang dihadapi oleh Negara.

Aristoteles berpandangan bahwa suatu keadilan dapat tercipta ketika
masyarakat mematuhi hukum, mengingat pada dasarnya hukum ada dan tercipta
demi untuk kebahagiaan masyarakat. Dengan demikian Keadilan dapat tercipta jika
tercapai kebahagiaan bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain?®

Untuk berlaku adil setidaknya harus mempunyai kehendak atau niat yang
dilakukan dengan pengetahuan penuh dari seseorang. didalam konteks pengelolaan
perusahaan, suatu kerugian yang dialami perusahaan karena kealpaan atau
ketidaktahuan adalah sebuah kesalahan. Karena kerugian tersebut muncul sebagai
sesuatu hal yang tidak diperkirakan. Namun apabila kerugian tersebut adalah akibat
berlawanan dengan harapan maka ia termasuk pada kecelakaan, karena telah ada
niat tetapi hasilnya berbeda dengan yang diharapkan. Adapun jika kerugian terjadi
dengan pengetahuan penuh dan tanpa pertimbangan terlebih dahulu maka ini
termasuk ketidakadilan.

Aristoteles membedaan keadilan menjadi beberapa hal, diantaranya sebagai
berikut:

% Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum: Sejarah, Aliran dan Pemaknaan
(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), h. 47.

% Aristoteles, Nicomachean Ethics: Sebuah Kitab Suci Etika, Terj. Embun
Kenyowati (Jakarta: Teraju, 2004), h. 131.
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a. Keadilan Berbasis Persamaan

Keadilan ini pada prinsipnya didasarkan atas bahwa hukum dapat mengikat
semua orang atau individu. sehingga keadilan yang ingin dicapai oleh hukum
dipahami dalam konteks kesamaan. Kesamaan yang dimaksudkan disini terdiri dari
atas kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik berprinsip
kesamaan derajat, artinya setiap orang atau warga negara mempunyai kedudukan
yang sama di hadapan hukum, sedangkan kesamaan proporsional adalah memberikan
haknya kepada setiap orang atau individu yang sudah menjadi haknya. Keadilan
dalam konteks ini tidak selalu berkaitan dengan kesetaraan hak, melainkan juga
dengan ketidaksamaan hak yang diterima oleh seseorang. Artinya, keadilan tercapai
ketika beberapa pihak diperlakukan secara setara atau, sebaliknya, ketika ada pihak
yang diperlakukan berbeda

Konsep persamaan pada keadilan pernah diungkapkan oleh John Rawls yang
terkenal dengan sebutan justice as fairness. Gagasan keadilan menurut Rawls adalah
kesejahteraan bagi seluruh kelompok dalam masyarakat.?” Keadilan adalah refleksi
dari perbuatan kebaikan atas institusi sosial. Meskipun demikian, kebaikan seseorang
terhadap masyarakat tidak boleh melanggar keadilan individu, terutama tehadap
masyarakat yang lemah.

b. Keadilan Distributif

Keadilan distributif identik dengan keadilan proporsional, dimana keadilan
tersebut bermuara pada pemberian hak sesuai dengan besar kecilnya jasa, sehingga
dalam hal ini keadilan tidak didasarkan pada persamaan, melainkan sesuai dengan
porsinya masing-masing (proporsional). Disebut adil apabila telah memenuhi
beberapa hal diantaranya: sesuai dengan hukum, tidak berpihak, dan proporsional
sesuai prestasi masing-masing orang.

Pembagian kehormatan, kekayaan yang dapat dibagi sesuai proporsinya
masing-masing merupakan bagian dari Keadilan distributif. Prinsip keadilan ini
adalah pembagian yang sebanding. Pembagian yang tidak setara secara materiil
adalah tidak adil. Pembagian yang sebanding menurut Aristoteles adalah jalan tengah
dimana keadilan merupakan pembagian yang sebanding.?®

Keadilan ini merujuk pada pemberian proporsi yang sesuai dengan kedudukan
seseorang. Artinya, keadilan ini diberikan berdasarkan posisi atau peran seseorang.
Jika kedudukannya berbeda, maka proporsinya juga akan berbeda. Sebagai contoh,
gaji seorang dokter dan perawat tentu berbeda, tergantung pada tugas dan tanggung
jawab yang mereka emban.

c. Keadilan korektif

Keadilan ini pada hakikatnya merupakan keadilan yang memperjelas, atau
keadilan yang bertumpu pada pembetulan atas suatu kesalahan, seperti apabila ada
seseorang yang melakukan kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain,
maka orang yang mengakibatkan munculnya kerugian, harus bertanggung jawab
tehadap kerugian yang sudah ditimbulkannya tersebut. Artinya orang tersebut wajib
memberikan ganti rugi (kompensasi) kepada pihak yang dirugikan untuk memulihkan

27 Kurniawan, dkk., “Unsur Kerugian dalam Unjustified Enrichment”, hal. 22.
28 Astuti Ratih, Etika Nikomakea (Nicomacean Ethics Aristoteles) Terj. Roger Crisp,
(‘YYogyakarta:Basa Basi 2020) h. 186.
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keadaannya sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan.?Sebagai contoh, seorang
pembunuh akan dijatuhi hukuman yang setimpal karena tindakannya. Contoh lainnya
adalah seseorang harus meminta maaf jika telah berbuat kesalahan terhadap orang
lain

Dengan demikian, keadilan korektif dapat disimpulkan sebagai sebuah konsep
yang berkaitan dengan upaya memperbaiki kesalahan, memberikan hukuman kepada
pihak yang bersalah, serta memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan.
Keadilan korektif juga menuntut penggantian kerugian atau pemulihan keadaan ke
kondisi semula, sebagai sarana untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu
akibat ketidakadilan. Oleh karena itu, dalam konsep ini diterapkan hukuman yang
bertujuan menebus kejahatan yang dilakukan oleh individu terhadap individu lainnya.

Konsep keadilan korektif ini juga yang mengilhami dasar pertimbangan
lahirnya tanggung gugat kepada orang lain®® Dalam ranah hukum perdata, setiap
tindakan yang menyebabkan kerugian pada orang lain, baik karena kelalaian atau
kesengajaan, dapat menjadi dasar untuk mengajukan gugatan. Hal serupa juga
berlaku dalam hukum pidana. Oleh karena itu, konsep keadilan korektif memiliki
keterkaitan dengan kedua jenis hukum ini. Dalam konsep ini, keadilan dianggap
sebagai jalan tengah antara kehilangan dan keuntungan. Hakim dipilih untuk
menyelesaikan masalah karena diharapkan mampu mengembalikan keseimbangan
melalui putusan yang adil. Tindakan adil adalah jalan tengah antara bertindak tidak
adil dan menderita ketidakadilan.

Kemanfaatan

Dalam kaitannya dengan tujuan hukum, penganut aliran utilitarianisme
menempatkan kemanfaatan sebagai aspek utama, dengan kebahagiaan dijadikan
sebagai tolok ukur utama dalam menilai kemanfaatan hukum itu sendiri. Jeremy
Bentham, sebagai salah satu tokoh utama aliran ini, berpendapat bahwa para pembuat
undang-undang memiliki kewajiban untuk menciptakan undang-undang yang dapat
memberikan dan mencerminkan keadilan bagi semua individu atau warga negara.
Menurut Bentham, undang-undang tersebut harus mampu memberikan kebahagiaan
terbesar bagi sebagian besar masyarakat, atau dikenal dengan prinsip "the greatest
happiness for the greatest number !

Pada dasarnya, konsep kebahagiaan yang ditentukan oleh mayoritas
merupakan terobosan yang sangat penting. Kebahagiaan hidup yang bebas dari
penderitaan menjadi inti dari kenikmatan hidup, sesuai dengan pandangan Jeremy
Bentham. Tolok ukur untuk menilai baik atau buruknya suatu tindakan terletak pada
sejauh mana tindakan tersebut mampu menghadirkan kebahagiaan.®

29 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung, Citra Aditya 2014), h. 19.

30 Nur Fadhilah, “Keadilan: Dari Plato Hingga Hukum Progresif” dalam Jurnal Cita
Hukum (Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat, 2017) Vol. 17, No. 1, h. 6

81 H. Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Pengantar Filsafat Hukum, (Bandung:
Mandar Maju, Bandug) 2012, h. 60

32 Endang Pratiwi dkk, “Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau
Metode Pengujian Produk Hukum,” dalam Jurnal Konstitusi (Jakarta: MK RI, 2022) Vol. 19,
No.2 h.74



19

Bentham berpendapat bahwa prinsip Utilitarianisme harus diterapkan secara
kuantitatif. Karena kualitas kesenangan dianggap setara, kuantitas menjadi satu-
satunya aspek yang dapat membedakan kesenangan satu dengan yang lain. Oleh
karena itu, yang diperhitungkan bukan hanya "“the greatest number" (jumlah terbesar)
tetapi juga "the greatest happiness” (kebahagiaan terbesar). Untuk mencapai hal ini,
Bentham mengembangkan apa yang disebut sebagai kalkulus kepuasan.

Bentham mendefinisikan kemanfaatan atau utilitas sebagai sesuatu yang
mampu menciptakan kebahagiaan, kesenangan, manfaat, dan keuntungan, serta
mencegah terjadinya kejahatan, kerusakan, ketidakbahagiaan, dan ketidaksenangan.
Nilai kemanfaatan terletak pada individu, yang pada gilirannya berkontribusi pada
kebahagiaan individu dan masyarakat. Menurut Bentham, moralitas suatu tindakan
atau perbuatan ditentukan berdasarkan fungsi dan kegunaannya dalam mencapai
kebahagiaan bagi manusia secara keseluruhan, bukan kebahagiaan individu yang
egois seperti yang dianut oleh hedonisme klasik.

Selain itu, Bentham berpendapat bahwa kemanfaatan adalah dasar yang
dinilai paling objektif untuk melihat apakah suatu tindakan atau kebijakan dalam
penegakan hukum tertentu memberi hasil yang diharapkan atau manfaat ataupun
sebaliknya, kerugian bagi orang-orang yang berkait. Bentham sendiri tidak mengakui
hak asasi individu oleh sebab itu ia menempatkan keadilan hanya sebagai subordinat
dari kemanfaatan itu sendiri.

Dalam penegakan hukum dan pembuatan kebijakan, pemerintah seharusnya
menjadikan teori kemanfaatan sebagai acuan utama. Hal ini karena tujuan dari
kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah untuk menciptakan dan
memberikan manfaat bagi masyarakat luas, dengan fokus pada peningkatan
kesejahteraan hidup mereka. Setiap negara, pada dasarnya, memiliki kebijakan yang
berbeda, yang disesuaikan dengan kondisi dan keadaan unik dari negara tersebut.
Misalnya, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia tentu akan berbeda
dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah negara lain.

Kebijakan pemerintahan diartikan sebagai serangkaian tindakan yang
diambil oleh pemerintah yang memiliki dampak signifikan terhadap masyarakat luas.
Kebijakan ini mencakup berbagai tindakan atau kegiatan yang memengaruhi banyak
orang. Sebaliknya, tindakan pemerintah yang hanya berdampak pada segelintir orang
atau sedikit individu pada dasarnya tidak dapat dianggap sebagai kebijakan
pemerintah, termasuk dalam konteks penegakan hukum. Setiap kebijakan yang
dikeluarkan oleh pemerintah akan memberikan dampak kepada masyarakat, baik
dampak positif maupun negatif. Oleh karena itu, dalam merumuskan kebijakan,
pemerintah  diharapkan mampu  menciptakan dampak positif  dengan
mempertimbangkan aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Setiap
kebijakan harus dibahas secara mendalam untuk meminimalkan dampak negatif yang
mungkin timbul.

Bentham menegaskan lebih lanjut, bahwa hukum harus berfungsi untuk

menghasilkan kebahagiaan bagi masyarakat. Oleh karena itu, menurut Bentham, para
pembuat peraturan harus mencapai empat tujuan utama. Apabila keempat tujuan
tersebut dipenuhi oleh pembuat peraturan perundang-udangan maka masyarakat akan
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mentaati hukum tanpa dipaksa atau diberi sanksi. **Tujuan utama tersebut adalah: (i)
untuk memberikan nafkah hidup, (ii) untuk memberikan makanan yang berlimpah,
(iii) untuk memberikan perlindungan, dan (iv) untuk mencapai persamaan.

C. Unsur- Unsur Penegakan Hukum

Unsur penegakan hukum adalah komponen-komponen fundamental yang
diperlukan untuk menjalankan dan memastikan bahwa hukum ditegakkan secara
efektif dan adil dalam suatu masyarakat. Unsur-unsur ini saling berhubungan dan
membentuk dasar yang kuat untuk sistem penegakan hukum yang efektif. Mereka
memastikan bahwa hukum tidak hanya ada di atas kertas, tetapi juga diterapkan
dengan cara yang adil dan konsisten di masyarakat. Peranan unsur-unsur penegakan
hukum sangat penting dalam memastikan bahwa hukum ditegakkan secara efektif,
adil, dan konsisten. Berikut adalah unsur-unsur penegakan hukum di Indonesia
berikut peranannya;

1. Peraturan atau Hukum

Peraturan atau hukum adalah norma atau aturan yang disusun dan diakui oleh
suatu negara atau komunitas yang mengatur perilaku anggota masyarakatnya. Hukum
ini menjadi dasar yang sah untuk penegakan hukum, memberikan pedoman bagi
tindakan aparat penegak hukum serta menentukan hak dan kewajiban masyarakat.

Peraturan atau hukum adalah landasan utama dari seluruh sistem penegakan
hukum. Hukum menetapkan norma dan standar perilaku yang harus diikuti oleh
masyarakat, serta menyediakan kerangka kerja bagi aparat penegak hukum untuk
bertindak. Tanpa hukum yang jelas dan tepat, penegakan hukum tidak memiliki dasar
atau legitimasi.

Di Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga yang memiliki
wewenang untuk membuat undang-undang dengan persetujuan Presiden. Bersama
dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), DPR bertugas merancang dan mengawasi
pelaksanaan undang-undang yang telah disetujui.®*

Proses pembuatan undang-undang dimulai ketika DPR menyampaikan rancangan
undang-undang (RUU) kepada Presiden melalui surat dari pimpinan DPR. Presiden
kemudian menugaskan menteri terkait untuk membahas RUU tersebut bersama DPR
dalam jangka waktu paling lama 60 hari sejak surat pimpinan DPR diterima.

33 Fence M. Wantu “Antinomi Dalam Penegakan Hukum oleh Hakim”, dalam Jurnal
Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No.13, (Yogyakarta:Fakultas hukum Universitas Gadjah
Mada), 2007, h.395

34 Efraim Josdi Kastanya, Kewenangan Lembaga Membentuk Peraturan Perundang-
undangan, https://www.hukumonline.com/klinik/a/kewenangan-lembaga-membentuk-
peraturan-perundang-undangan-
[t52f84433d9b94/#:~:text=Namun%20ada%20pandangan%20lain%20yang,ayat%20(1)%20
UUD%201945, diakses tanggal 25 Agustus 2024



https://www.hukumonline.com/klinik/a/kewenangan-lembaga-membentuk-peraturan-perundang-undangan-lt52f84433d9b94/#:~:text=Namun%20ada%20pandangan%20lain%20yang,ayat%20(1)%20UUD%201945
https://www.hukumonline.com/klinik/a/kewenangan-lembaga-membentuk-peraturan-perundang-undangan-lt52f84433d9b94/#:~:text=Namun%20ada%20pandangan%20lain%20yang,ayat%20(1)%20UUD%201945
https://www.hukumonline.com/klinik/a/kewenangan-lembaga-membentuk-peraturan-perundang-undangan-lt52f84433d9b94/#:~:text=Namun%20ada%20pandangan%20lain%20yang,ayat%20(1)%20UUD%201945
https://www.hukumonline.com/klinik/a/kewenangan-lembaga-membentuk-peraturan-perundang-undangan-lt52f84433d9b94/#:~:text=Namun%20ada%20pandangan%20lain%20yang,ayat%20(1)%20UUD%201945
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DPD juga memiliki hak untuk mengajukan RUU, tetapi kewenangannya terbatas.
DPD hanya dapat mengajukan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah,
hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah,
pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi, serta perimbangan keuangan antara
pusat dan daerah.

2. Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum adalah lembaga dan individu yang diberi wewenang
untuk menegakkan hukum, menjalankan peradilan, serta mengawasi kepatuhan
terhadap hukum. Mereka meliputi polisi, jaksa, hakim, advokat, dan petugas lembaga
pemasyarakatan. Fungsi utama mereka adalah memastikan bahwa hukum diterapkan
secara benar dan adil.

Aparat penegak hukum, tersebut adalah aktor utama dalam proses penegakan
hukum. Mereka bertugas menegakkan hukum dengan melakukan penyelidikan,
penuntutan, pengadilan, dan eksekusi putusan. Peranan mereka sangat penting untuk
memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan bahwa pelanggaran hukum
ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Aparat penegak hukum merupakan
institusi yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum, melaksanakan proses
peradilan, menangkap, memeriksa, mengawasi, dan menjalankan perintah undang-
undang sesuai bidangnya.

Menurut Drs. Petrus Hardana dalam laman Lemhannas, di Indonesia terdapat
empat pilar penegak hukum: kepolisian, jaksa, hakim, dan lembaga pemasyarakatan.
Dengan hadirnya UU Advokat, advokat juga dikukuhkan sebagai penegak hukum,
sehingga istilah empat pilar berubah menjadi lima pilar penegak hukum. Kelima pilar
ini adalah yang dikenal sebagai aparat penegak hukum.®*Aparat penegak hukum
diberi kewenangan untuk melaksanakan proses peradilan, menangkap, memeriksa,
mengawasi, atau menjalankan amanat yang sesuai oleh undang-undang dalam
bidangnya masing-masing.

Secara umum, Kkepolisian berfungsi untuk melakukan penyelidikan dan
penyidikan suatu tindak pidana. Jaksa melakukan penuntutan atas pelaku tindak
pidana. Advokat, sebagai penegak hukum bertugas membantu melakukan advokasi
terhadap masyarakat terhadap penerapan hukum oleh aparat hukum yang tidak sesuai
dengan hukum.

Adapun lembaga pemasyarakatan adalah sebagai lembaga yang menjadi tempat
pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan selama menjalani masa
pidananya. Pembinaan ini bertujuan untuk memberikan bekal hidup bagi narapidana
agar tidak mengulangi tindak pidana dan dapat diterima kembali di
masyarakat. Pembinaan dapat mencakup bimbingan, persiapan sarana, pengelolaan
hasil kerja, bimbingan sosial/kerohanian, dan pemilihan keterampilan narapidana
yang menonjol sebagai tutor dalam pembuatan barang produksi.*

35 Tim Hukum Online, Tugas dan Wewenang Lima Aparat Penegak Hukum di
Indonesia,”  https://www.hukumonline.com/berita/a/tugas-dan-wewenang-aparat-penegak-
hukum-1t6230538b64c71/, diakses tanggal 25 Agustus 2024

3 | Wayan Kevin Mahatya Pratama dkk, Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam
Melaksanakan Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (Wbp) (Di Lembaga
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Sedangkan hakim adalah sebagai muara penegakan hukum. Hakim memiliki
fungsi utama untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan semua
perkara yang diajukan kepadanya. Hakim juga bertanggung jawab untuk memberikan
putusan terhadap sebuah kasus hukum yang berlaku, membacakan putusan tersebut
di ruang sidang, dan menandatangani hasil putusan itu bersama dengan Panitera
Pengganti.

3. Masyarakat

Masyarakat adalah sekumpulan individu yang hidup dalam suatu sistem hukum
dan terikat oleh hukum tersebut. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap
hukum memainkan peran penting dalam efektivitas penegakan hukum.

Tanpa dukungan masyarakat, penegakan hukum menjadi tidak -efektif.
Masyarakat berperan dalam mendukung penegakan hukum dengan mematuhi hukum
dan berpartisipasi aktif dalam proses hukum, seperti memberikan kesaksian atau
melaporkan pelanggaran. Kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat sangat
penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Selain itu, dukungan
masyarakat terhadap hukum memperkuat legitimasi aparat penegak hukum dan
proses hukum itu sendiri.

Partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam perlindungan dan
penegakan hukum. Masyarakat yang aktif dapat membantu mencegah terjadinya
pengabaian terhadap kasus-kasus hukum. Keaktifan masyarakat dalam mengawasi
kinerja aparat penegak hukum memaksa mereka untuk bekerja lebih keras dan lebih
transparan. Contoh nyata adalah pengawasan aktif masyarakat terhadap penyelidikan
atau penanganan kasus kriminal yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, seperti
kasus Ferdy Sambo.Selain itu, terdapat berbagai cara dan bentuk partisipasi
masyarakat dalam melindungi dan menegakkan hukum di Indonesia.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia juga sudah banyak
sekali yang mengakomodir dan bahkan mendorong partisipasi publik untuk turut
mengawasi penegakan hukum oleh aparat penegak hukum. Salah satu contohnya
adalah bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang mengatur tentang
proses penegakan hukum pidana di Indonesia menegaskan bahwa masyarakat yang
melihat suatu tindak pidana berhak untuk melaporkan tindak pidana tersebut kepada
aparat hukum, sehingga bisa segera ditindaklanjuti.®’Aturan ini jelas menunjukkan
bahwa negara mendorong peran dan partisipasi aktif publik dalam penegakan hukum
pidana di Indonesia. Tanpa bantuan masyarakat, petugas kepolisian akan mengalami
kesulitan untuk menindak pelaku kejahatan.

Pemasyarakatan Perempuan Kelas I1A Denpasar), dalam Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 2,
No. 1 — Maret 2021, Hal. 166-171.

37 Lihat KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) pasal 108 ayat 1 yang berbunyi,” Setiap
orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang
merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada
penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis.”
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4. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana adalah alat, fasilitas, dan infrastruktur yang mendukung
proses penegakan hukum. Ini mencakup teknologi, kantor, kendaraan, sistem
informasi, dan lainnya yang digunakan oleh aparat penegak hukum untuk
menjalankan tugas mereka secara efisien.

Sarana dan prasarana mendukung kelancaran dan efisiensi penegakan hukum.
Infrastruktur yang memadai, seperti teknologi informasi, transportasi, dan fasilitas
fisik, memungkinkan aparat penegak hukum menjalankan tugas mereka dengan lebih
baik. Tanpa sarana yang memadai, proses penegakan hukum bisa terganggu, lambat,
atau tidak efektif.

Pada prakteknya, seringkali minimnya sarana dan prasarana ini yang selalu
dijadikan alasan oleh aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa maupun hakim untuk
tidak melakukan proses hukum yang menjadi tugas dan kewenangannya dengan baik.
Dukungan anggaran biaya penegakan hukum dari pemerintah yang kurang
memperparah situasi penegakkan hukum di Indonesia. Bahkan untuk menutup biaya
penyelidikan dan/ atau penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, terkadang
mereka membebankan biaya tersebut kepada korban tindak pidana. Pihak yang
semestinya harus dibantu negara, justru menjadi korban oleh oknum kepolisian.

Terlebih lagi, perkembangan teknologi yang sangat pesat, tentunya harus
diimbangi dengan perkembangan teknologi yang digunakan oleh aparat penegak
hukum. Sayangnya akibat keterbatasan anggaran biaya, maka menyebabkan
keterbelakangan teknologi yang digunakan oleh aparat penegak hukum Kita,
Konsekuensinya banyak kejahatan yang pelakunya lintas negara, menjadi sangat sulit
untuk dilakukan penindakan hukum.

5. Budaya Hukum

Budaya hukum adalah sikap, nilai, dan persepsi yang berkembang di dalam
masyarakat terkait dengan hukum. Budaya hukum yang baik mendorong masyarakat
untuk menghormati hukum dan mematuhi aturan yang berlaku, serta mendukung
penegakan hukum yang adil dan efektif. Budaya hukum mencerminkan sikap dan
nilai masyarakat terhadap hukum dan penegakannya.

Budaya hukum adalah tanggapan umum yang seragam dari masyarakat tertentu

terhadap gejala-gejala hukum. Tanggapan ini mencerminkan pandangan bersama
terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Dengan demikian, budaya hukum
menggambarkan pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang memiliki
orientasi yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati oleh masyarakat
tersebut.®®

Budaya hukum yang kuat dan positif mendorong masyarakat untuk menghormati
hukum, yang pada gilirannya memperkuat sistem penegakan hukum. Sebaliknya,
budaya hukum yang lemah dapat menghambat penegakan hukum dan menimbulkan
ketidakpercayaan terhadap sistem hukum.

3% Rusadi Kantaprawira, Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar, (Jakarta,
Sinar Baru, 1983), h. 79
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Budaya hukum memainkan peran penting dalam penegakan hukum di Indonesia
dengan cara-cara berikut:

a) Meningkatkan Kepatuhan Hukum: Budaya hukum yang baik mendorong
masyarakat untuk lebih menghormati dan mematuhi hukum. Nilai-nilai dan
norma-norma hukum yang kuat dalam masyarakat membantu menciptakan
kepatuhan yang lebih besar terhadap peraturan dan undang-undang, yang pada
gilirannya memperkuat penegakan hukum.

b) Mempengaruhi Sikap Terhadap Hukum dan Aparat Penegak Hukum: Budaya
hukum membentuk sikap masyarakat terhadap hukum dan aparat penegak
hukum. Budaya hukum yang positif dapat meningkatkan kepercayaan
masyarakat terhadap sistem hukum dan aparat penegak hukum, serta mengurangi
konflik dan ketidakpuasan yang mungkin timbul.

¢) Mendukung Reformasi Hukum: Budaya hukum yang progresif dan adaptif dapat
mendukung reformasi hukum yang diperlukan untuk memperbaiki sistem
hukum. Masyarakat yang sadar hukum dan berpartisipasi aktif dapat mendorong
perubahan dan perbaikan dalam sistem hukum untuk menciptakan penegakan
hukum yang lebih efektif dan adil.

d) Menumbuhkan Kesadaran Hukum: Budaya hukum yang kuat meningkatkan
kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Kesadaran ini mencakup pemahaman
tentang hak dan kewajiban hukum serta cara-cara untuk menuntut keadilan.
Dengan kesadaran hukum yang tinggi, masyarakat lebih cenderung untuk terlibat
dalam penegakan hukum dan melindungi hak-hak mereka.

e) Mengurangi Korupsi dan Penyimpangan: Budaya hukum yang menekankan
integritas, transparansi, dan akuntabilitas dapat membantu mengurangi korupsi
dan penyimpangan dalam penegakan hukum. Dengan nilai-nilai ini
terinternalisasi dalam budaya masyarakat dan aparat hukum, praktik-praktik yang
tidak etis dapat diminimalkan.

Secara keseluruhan, budaya hukum yang baik dan mendukung sangat penting
untuk menciptakan sistem penegakan hukum yang efektif dan adil di Indonesia. Hal
ini mencakup pengembangan norma-norma hukum yang positif, meningkatkan
kesadaran hukum, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung
sistem hukum.

6. Sanksi Hukum

Unsur-unsur penegakan hukum bekerja bersama-sama untuk menciptakan sistem
hukum yang adil, efektif, dan dapat diandalkan. Setiap unsur memiliki peranan
spesifik yang jika dijalankan dengan baik, akan memastikan bahwa hukum tidak
hanya ditegakkan tetapi juga dihormati oleh masyarakat. Penegakan hukum yang
berhasil membutuhkan sinergi antara hukum yang jelas, aparat yang kompeten,
dukungan masyarakat, infrastruktur yang memadai, budaya hukum yang positif, dan
sanksi yang efektif.
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Sanksi hukum adalah konsekuensi atau hukuman yang dikenakan kepada
individu atau kelompok yang melanggar hukum. Sanksi ini bisa berupa denda,
penjara, sanksi administratif, sanksi perdata, sanksi disiplin atau bentuk hukuman
lainnya. Kebanyakan masyarakat umum mungkin hanya mengenal sanksi pidana dan
perdata, namun sanksi berupa sanksi administratif banyak yang belum diketahui oleh
masyarakat umum. Padahal dalam penegakan hukum lingkungan, sanksi hukum
administratif, seperti pengenaan paksaan pemerintahan (bestuursdwang), merupakan
salah satu metode yang efektif dan sering digunakan, selain pencabutan izin.
Pengenaan sanksi bestuursdwang ini dapat berupa penghentian kegiatan, penutupan,
atau bahkan pembongkaran bangunan.*

Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera, ketika sanksi diterapkan. Hal ini
diharapkan dapat menimbulkan rasa takut atau kesadaran akan konsekuensi yang
dapat mencegah pelanggaran di masa depan. Sanksi juga bisa berfungsi untuk
memperbaiki perilaku pelanggar dengan memberikan kesempatan untuk rehabilitasi
atau reformasi. Ini dapat berupa program rehabilitasi, pelatihan, atau pembinaan yang
membantu pelanggar mengubah perilaku mereka. Tujuan lainnya sehubungan dengan
penegakan hukum yang dilengkapi dengan sanksi adalah untuk memulihkan kerugian
yang dialami oleh korban pelanggaran. Ini termasuk pembayaran ganti rugi atau
kompensasi kepada pihak yang dirugikan.

Adanya sanksi juga bisa memberikan rasa keadilan dengan memastikan bahwa
pelanggaran hukum mendapatkan konsekuensi yang sesuai dengan beratnya
pelanggaran. Hal ini membantu dalam menegakkan prinsip keadilan dalam
masyarakat. Dengan adanya sanksi, hukum tidak hanya menjadi aturan tertulis, tetapi
juga memiliki daya paksa yang nyata.

D. Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum

penegakan hukum adalah aturan dasar atau pedoman yang seharusnya diikuti
Prinsip dalam proses menerapkan hukum untuk memastikan keadilan dan ketertiban
dalam masyarakat. Prinsip-prinsip ini mengatur bagaimana hukum harus ditegakkan,
memastikan bahwa proses hukum dilakukan dengan kepastian, keadilan,
transparansi, akuntabilitas, dan tanpa diskriminasi.

Prinsip-prinsip ini juga bertujuan untuk menjaga ketertiban sosial, melindungi
hak-hak individu, dan membangun kepercayaan publik terhadap sistem hukum.
Pedoman ini harus diikuti oleh para penegak hukum agar penegakan hukum dapat
memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Menurut O.
Notohamidjojo, ada 4 (empat) norma yang penting dalam penegakan hukum yang
wajib menjadi pedoman para penegak hukum yaitu keadilan, kemanusian, kepatutan
dan kejujuran.“°Sedangkan prinsip-prinsip penegakan hukum yang penulis simpulkan
dari berbagai rumusan hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia,
adalah sebagai berikut:

% T Gusti Ayu Rachmi Ketut Handayani, “Peranan Sanksi Administrasi dalam
Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia”, dalam Jurnal Pranata Hukum, (Lampung:
Universitas Bandar Lampung, 2010), Vol. 5, No. 1,

40 0. Notomihamidjojo, Soal-soal Filsafat Hukum, (Jakarta: BPK Gunung Mulia,
1975), h. 52-55
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1. Keadilan

Prinsip keadilan dalam penegakan hukum merujuk pada keseimbangan,
kesetaraan, dan perlakuan yang adil bagi semua individu dalam sistem hukum.
Keadilan adalah landasan moral hukum dan menjadi tolok ukur dari sistem hukum
positif. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak layak disebut sebagai hukum.

Keadilan adalah perekat utama dalam tatanan kehidupan bermasyarakat yang
beradab. Hukum diciptakan untuk memastikan bahwa setiap individu dan
penyelenggara negara melakukan tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan
sosial serta mencapai tujuan kehidupan bersama. Sebaliknya, hukum juga berfungsi
untuk mencegah tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Jika tindakan yang
diwajibkan tidak dilakukan, atau jika larangan dilanggar, maka tatanan sosial akan
terganggu karena keadilan telah terciderai. Untuk memulihkan ketertiban dalam
kehidupan bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran akan
dikenakan sanksi yang sesuai dengan tingkat pelanggaran tersebut.*!

Prinsip ini menuntut bahwa setiap individu, dalam hubungannya dengan orang
lain, berhak atas kesetaraan atau ketidaksetaraan yang sesuai. Sebagaimana konstitusi
negara Kita yaitu Undang-Undang Dasar 1945, pasal 27 ayat (1) juga telah
menegaskan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum
dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak
ada kecualinya”. Namun, implementasi prinsip keadilan dalam sistem hukum
Indonesia sering kali menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan.

Dalam putusan hakim, keadilan diartikan sebagai sikap tidak memihak pada salah
satu pihak dalam perkara serta pengakuan atas kesetaraan hak dan kewajiban kedua
belah pihak. Untuk menjamin bahwa hakim mampu memberikan keadilan dalam
suatu perkara, hakim harus memiliki sifat-sifat yang baik, terutama dalam hal kualitas
moral, keilmuan yang tinggi, serta kemampuan untuk menerapkan pedoman dan
perilaku etika hakim.

Dalam praktek hukum di Indonesia, prinsip keadilan ini telah dimuat di dalam
berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya:

Prinsip keadilan dalam penegakan hukum mencakup konsep keseimbangan,
kesetaraan, dan perlakuan yang adil bagi semua individu dalam sistem hukum.
Keadilan merupakan landasan moral hukum dan menjadi tolok ukur sistem hukum
positif. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak layak disebut sebagai hukum.

Berdasarkan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan
Kehakiman, telah ditegaskan bahwa peradilan harus dilakukan secara adil dan tidak
memihak.#> Namun persoalannya, seringkali norma keadilan ini tidak jelas
ukurannya, sehingga para hakim sebagai benteng terakhir penegakan hukum sering
bersikap subyektif dalam menerapkan hukup positif. Tolok ukur keadilan memegang
peranan penting dalam memberikan pedoman bagi hakim untuk menyelesaikan kasus

41 Moh. Mahfud MD, Penegakan Hukum DanTata Kelola Pemerintahan Yang Baik,
Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh
DPP Partai HANURA, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 8 Januari 2009,

42 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, pasal 1 ayat 1 dan pasal 4 ayat 1
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secara adil. Tolok ukur ini menuntun hakim dalam menemukan keadilan,
memudahkan dalam membuat pertimbangan, dan menjatuhkan putusan yang adil.

Putusan hakim harus berkualitas karena akan diuji oleh para pihak yang
berperkara dan masyarakat. Jika perkara diajukan ke upaya hukum lanjutan, putusan
tersebut akan diuji oleh hakim di tingkat lebih tinggi. Putusan yang adil menjamin
keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, serta memperkuat reputasi lembaga
peradilan ketika menjadi yurisprudensi.

Tolok ukur keadilan dilihat dari apakah prosedur pemeriksaan sesuai dengan
hukum acara yang berlaku dan praktik peradilan yang baik. Penerapan hukum
materiil yang tepat dan benar juga penting untuk menjamin keadilan, kepastian, dan
manfaat.

Agar dapat memberikan keadilan, hakim harus memiliki sifat-sifat baik, terutama
kualitas moral dan keilmuan yang tinggi, serta mampu melaksanakan pedoman dan
etika profesi demi menjaga keluhuran dan martabat hakim. Pemahaman dan
penerapan tolok ukur keadilan dalam menjatuhkan putusan adalah keniscayaan yang
harus selalu diperjuangkan dan diimplementasikan.*

2. Kepastian Hukum atau Legalitas

Penegakan hukum yang didasari oleh prinsip kepastian hukum, atau yang sering
disebut sebagai prinsip legalitas, merupakan salah satu pilar utama dalam sistem
hukum yang adil dan teratur. Prinsip kepastian hukum berarti bahwa semua tindakan
hukum, termasuk penegakan hukum, harus didasarkan pada aturan yang sudah
ditetapkan sebelumnya dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang
berlaku. Dengan kata lain, tidak ada tindakan hukum yang boleh dilakukan tanpa
dasar hukum yang jelas.

Prinsip ini menekankan bahwa hukum harus jelas, dapat diprediksi, dan
diterapkan secara konsisten, yang menjadi landasan utama dalam upaya menciptakan
masyarakat yang adil dan tertib. Selain itu, prinsip ini juga memastikan bahwa hukum
itu jelas, tidak ambigu, dan dapat diprediksi, sehingga masyarakat mengetahui apa
yang diharapkan dari mereka dan apa konsekuensinya jika melanggar hukum.

Penegakan hukum yang didasari oleh prinsip kepastian hukum atau legalitas
adalah esensial untuk menjaga keadilan, dengan memastikan bahwa hukum
diterapkan secara konsisten dan tanpa diskriminasi dan bahwa semua orang
diperlakukan sama di depan hukum. Penerapan prinsip kepastian hukum juga akan
menjamin perlindungan hak-hak individu dari tindakan sewenang-wenang oleh pihak
berwenang dengan memastikan bahwa tindakan hukum hanya dapat dilakukan
berdasarkan undang-undang yang ada. Selain itu, kepastian hukum memberikan
kerangka yang stabil dan teratur, yang penting untuk menjaga ketertiban dan
mencegah kekacauan dalam masyarakat dan menciptakan ketertiban dalam
masyarakat. Tanpa kepastian hukum, penegakan hukum bisa menjadi sewenang-
wenang dan tidak adil, yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem
hukum.

43 Subiharta, Tolok Ukur Keadilan, Majalah Dandapala Volume IX Edisi 52, Maret
- April 2023, hal. 12



28

Untuk menerapkan prinsip ini, para penegak hukum seperti hakim, kepolisian dan
kejaksaan harus selalu berpegang pada prinsip kepastian hukum, memastikan bahwa
semua tindakan mereka memiliki dasar hukum yang jelas. Demikian pula dari segi
peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar legalitas penegakan hukum tidak
boleh bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan bahwa aturan tersebut
disosialisasikan secara memadai kepada masyarakat.

Prinsip ini juga telah diadopsi didalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku diantaranya di pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa:” Negara
Indonesia adalah negara hukum,"” yang menekankan bahwa semua tindakan
pemerintah dan penegakan hukum harus berdasarkan hukum.” Demikian pula ada di
pasal layat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:”
“Tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan ketentuan
perundang-undangan pidana yang telah ada.”** Ini adalah penjabaran prinsip legalitas
dalam hukum pidana, yang menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dihukum jika
perbuatan tersebut sudah dinyatakan sebagai tindak pidana oleh undang-undang yang
berlaku.

3. Prinsip Akuntabilitas atau Pertanggungjawaban.

Prinsip akuntabilitas dalam penegakan hukum adalah salah satu elemen kunci
yang memastikan bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum
dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas dalam penegakan hukum berarti bahwa
setiap individu atau institusi yang terlibat dalam proses penegakan hukum harus
bertanggung jawab atas tindakan mereka dan harus dapat diawasi serta dikoreksi jika
terjadi penyimpangan.

Akuntabilitas berarti kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas
tindakan, keputusan, dan kebijakan yang diambil. Dalam konteks penegakan hukum,
ini berarti bahwa aparat penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, hakim, dan lembaga
terkait lainnya, harus melaksanakan tugas mereka sesuai dengan hukum dan standar
etika yang berlaku, serta bersedia untuk diperiksa atau diaudit jika diperlukan.

Dalam implementasinya, aparat penegak hukum harus tunduk pada mekanisme
pengawasan, baik dari dalam lembaga (pengawasan internal) maupun dari luar
lembaga (pengawasan eksternal seperti Ombudsman, Komisi Pemberantasan
Korupsi, atau lembaga peradilan). Selain itu, masyarakat harus memiliki akses untuk
melaporkan tindakan atau keputusan yang dianggap tidak adil atau melanggar hukum
oleh aparat penegak hukum. Mekanisme pengaduan ini penting untuk menegakkan
akuntabilitas. Atas pelaksanaan penegakan hukum, lembaga penegak hukum juga
perlu harus menjalani audit dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa
mereka mematuhi standar yang ditetapkan dan tidak menyimpang dari tugas mereka.

Prinsip akuntabilitas ini juga telah diadopsi dalam peraturan perundang-
undangan, diantaranya adalah dalam UU No. 28 Tahun 1999, tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme: Menyatakan bahwa penyelenggara negara, termasuk aparat penegak

4 Sri Rahayu. "Implikasi Asas Legalitas terhadap Penegakan Hukum dan
Keadilan." Dalam Jurnal Inovatif: Jurnal llmu Hukum, (Jambi: Universitas Jambi, 2014), Vol.
7, No. 3, 2014. 2.
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hukum, harus bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan atas pelaksanaan
tugas dan wewenangnya. Menurut Penjelasan UU 28/1999 tersebut, asas
akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari
kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*® Ketentuan senada juga ada
dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menekankan
bahwa setiap keputusan dan tindakan administratif oleh pemerintah dan aparat
penegak hukum harus dapat dipertanggungjawabkan.

Prinsip akuntabilitas dalam penegakan hukum adalah fondasi penting untuk
memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan bertanggung jawab. Dengan
akuntabilitas yang kuat, aparat penegak hukum dapat menjaga integritas mereka,
mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, dan mencegah penyalahgunaan
kekuasaan. Mekanisme pengawasan yang efektif, transparansi, dan prosedur
pengaduan yang dapat diakses oleh masyarakat adalah kunci dalam menerapkan
prinsip ini secara efektif.

4. Prinsip Proportionality (Keseimbangan)

Penegakan hukum yang didasari oleh prinsip keseimbangan adalah konsep yang
mengedepankan keadilan dan keharmonisan dalam penerapan hukum. Prinsip ini
memastikan bahwa semua tindakan penegakan hukum tidak hanya bertujuan untuk
menegakkan aturan, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial, moral, dan
kemanusiaan secara keseluruhan.

Prinsip keseimbangan dalam penegakan hukum adalah pendekatan yang
menekankan perlunya mempertimbangkan berbagai aspek yang saling terkait, seperti
kepentingan individu, kepentingan masyarakat, kepastian hukum, dan rasa keadilan.
Penegakan hukum yang seimbang tidak boleh berat sebelah atau mengabaikan salah
satu elemen penting tersebut. Prinsip ini juga mengacu pada keseimbangan antara
hukum formal (yang tertulis dan diatur oleh undang-undang) dan hukum substantif
(yang mencakup nilai-nilai keadilan yang diharapkan oleh masyarakat). Hukum yang
berkeadilan harus dipahami secara seimbang. Tidak cukup hanya menggali dan
menerapkan undang-undang secara kaku, tetapi perlu juga memperhatikan
keseimbangan antara aturan yang berlaku, hukum yang hidup dan berkembang dalam
masyarakat, serta nilai-nilai religius yang ada.*® Pendekatan ini memastikan bahwa
keadilan yang ditegakkan tidak hanya legalistik, tetapi juga selaras dengan norma-
norma sosial dan moral yang dihayati oleh masyarakat.

4 Hadyan Iman Prasetya, Akuntabilitas Penyelenggaraan Lelang Dalam Pelayanan
Publik:Makna Dan Urgensi,
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14742/Akuntabilitas-Penyelenggaraan-
Lelang-Dalam-Pelayanan-Publik-Makna-Dan-Urgensi.html#:~, diakses tanggal 26 Agustus
2024

4 Adiansyah Nurahman dan Eko Soponyono, “Asas Keseimbangan dalam
Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum
Pidana yang Berkeadilan”, dalam Jurnal Pandecta. (Semarang: Universitas Negeri Semarang,
2019), Vol. 14, No. 2, h. 101


https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14742/Akuntabilitas-Penyelenggaraan-Lelang-Dalam-Pelayanan-Publik-Makna-Dan-Urgensi.html#:~
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14742/Akuntabilitas-Penyelenggaraan-Lelang-Dalam-Pelayanan-Publik-Makna-Dan-Urgensi.html#:~
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Kebijakan penegakan hukum yang seimbang harus mempertimbangkan
kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Misalnya, dalam kasus perusakan
lingkungan, penegakan hukum harus mempertimbangkan dampaknya terhadap
ekonomi lokal, ekosistem, dan hak-hak masyarakat adat.

Penegak hukum harus mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi pelaku, dalam
kasus pidana yang melibatkan masyarakat miskin atau marginal, Hukuman yang
diberikan harus adil tetapi juga memungkinkan rehabilitasi dan reintegrasi sosial.
Adapun dalam penegakan hukum dalam sengketa lingkungan misalnya, penegak
hukum perlu mempertimbangkan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan
pelestarian lingkungan, serta hak-hak masyarakat lokal.

Dalam penerapan prinsip ini, seorang hakim di dalam peradilan, harus
mempertimbangkan berbagai aspek dalam menjatuhkan putusan, seperti latar
belakang pelaku, dampak pada korban, serta dampak sosial yang lebih luas. Ini
memastikan bahwa putusan yang diambil tidak hanya adil menurut hukum, tetapi juga
adil secara moral dan sosial.

Persoalannya, kadang-kadang, hukum yang ada mungkin tidak sepenuhnya
mencerminkan nilai-nilai sosial yang berkembang, sehingga menimbulkan
ketegangan antara penerapan hukum dan keadilan substantif. Demikian pula adanya
penafsiran yang berbeda atas prinsip keseimbangan oleh aparat penegak hukum dapat
menyebabkan inkonsistensi dalam penerapan hukum.

Prinsip keseimbangan ini telah diakomodir dalam berbagai peraturan perundang-
undangan di Indonesia. Keseimbangan antara hak individu dan kepentingan publik
sering kali menjadi dasar dalam merumuskan dan menerapkan hukum. Misalnya,
KUHP Indonesia mempertimbangkan asas-asas keseimbangan dalam menetapkan
hukuman, sehingga hukuman yang diberikan harus sesuai dengan tingkat kejahatan
dan mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan. Selain
itu dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menekankan
menekankan pentingnya keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab
terhadap masyarakat, yang harus dipertimbangkan dalam setiap tindakan penegakan
hukum.*’

Prinsip keseimbangan dalam penegakan hukum adalah elemen penting untuk
memastikan bahwa hukum tidak hanya diterapkan secara kaku, tetapi juga dengan
mempertimbangkan konteks sosial, moral, dan kemanusiaan. Dengan menerapkan
prinsip ini, penegakan hukum diharapkan bisa menjadi lebih adil, efektif, dan relevan
dengan kebutuhan masyarakat. Ini juga memastikan bahwa penegakan hukum tidak
hanya menjadi alat untuk menghukum, tetapi juga untuk memperbaiki, melindungi,
dan memelihara keharmonisan sosial.

47 Lihat Undang-Undang (UU) No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal
2 yang menegaskan bahwa: “Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi
hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada
dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi
peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta
keadilan.”
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5. Prinsip Independensi Peradilan

Penegakan hukum harus didasari oleh prinsip independensi peradilan, yaitu
prinsip yang menjamin bahwa peradilan beroperasi secara bebas dari pengaruh,
tekanan, atau campur tangan pihak mana pun, baik dari pemerintah, kelompok
kepentingan, maupun individu. Badan peradilan memiliki tugas untuk memutuskan
perkara secara adil dan tidak memihak, berdasarkan fakta yang ada dan sesuai dengan
undang-undang. Keputusan harus diambil tanpa adanya paksaan, pengaruh, bujukan,
tekanan, ancaman, atau campur tangan yang tidak semestinya, baik secara langsung
maupun tidak langsung, dari pihak mana pun atau dengan alasan apa pun.*®

Ketika masyarakat melihat bahwa peradilan beroperasi secara independen,
kepercayaan terhadap sistem hukum dan keadilan meningkat. Prinsip ini merupakan
fondasi utama untuk menjaga keadilan dan integritas dalam proses hukum.

Independensi peradilan berarti bahwa hakim dan pengadilan harus bebas dari
tekanan atau pengaruh eksternal saat menjalankan tugas mereka. Keputusan yang
diambil harus berdasarkan hukum, bukti yang ada, dan keyakinan hakim, tanpa
campur tangan dari pihak luar.

Peradilan sebagai gerbang utama dari penegakan hukum harus memastikan
bahwa semua pihak mendapatkan perlakuan yang adil di depan hukum, tanpa adanya
favoritisme atau diskriminasi. Peradilan yang independen adalah benteng terakhir
untuk melindungi hak-hak individu dari tindakan sewenang-wenang.

Prinsip independensi peradilan adalah pilar utama dalam penegakan hukum yang
adil dan efektif. Dengan menjaga independensi ini, peradilan dapat berfungsi sebagai
pelindung hak-hak individu, penegak keadilan, dan penjaga demokrasi. Tanpa
independensi, sistem hukum kehilangan integritasnya, dan masyarakat kehilangan
kepercayaan pada keadilan yang diberikan oleh pengadilan.

Untuk menyelenggarakan peradilan yang tidak berpihak tentunya bisa dimulai
dari proses pengangkatan, penugasan, dan pemberhentian hakim. Prosesnya harus
dilakukan secara transparan dan tanpa intervensi politik, untuk memastikan bahwa
hakim tetap independent. Setelah menjadi hakim, maka mereka harus diberikan
kebebasan penuh dalam menilai kasus berdasarkan fakta dan hukum, tanpa tekanan
dari pemerintah, partai politik, atau kelompok kepentingan. Kemudian setelah
membuat atau memberikan sebuah putusan atas sebuah kasus, maka hakim harus
dilindungi dari ancaman, tekanan, atau upaya intimidasi yang bisa mempengaruhi
keputusan mereka.

Adapun prinsip kemerdekaan Peradilan ini telah diakomodir di dalam berbagai
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya di
dalam konstitusi Indonesia, independensi peradilan dijamin oleh konstitusi. UUD
1945, misalnya, menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman bersifat merdeka dan tidak
boleh dipengaruhi oleh kekuasaan lain. Selain itu Undang-Undang No. 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga turut memperkuat prinsip independensi
peradilan di Indonesia, memastikan bahwa hakim menjalankan tugasnya tanpa
intervensi dari pihak manapun.

48 Ohcr, Prinsip Dasar tentang Kemandirian Peradilan,
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/basic-principles-
independence-judiciary, diakses tanggal 26 Agustus 2024
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Dalam prakteknya prinsip independensi peradilan ini seringkali mendapatkan
intervensi dari berbagai pihak termasuk tekanan dari pemerintah atau kelompok
bisnis yang kuat bisa mengancam independensi peradilan. Demikian pula korupsi
dalam sistem peradilan merupakan tantangan yang harus dicegah dan diberantas,
karena dapat merusak independensi hakim dalam mengambil keputusan yang adil.

6. Prinsip Kemanusiaan

Penegakan hukum harus didasari oleh prinsip kemanusiaan, yang menekankan
pentingnya memperlakukan setiap individu dengan rasa hormat, martabat, dan
keadilan. Prinsip ini menggarisbawahi bahwa hukum tidak hanya bertujuan untuk
menegakkan aturan, tetapi juga untuk melindungi dan menghormati hak-hak asasi
manusia, serta mempertimbangkan aspek-aspek kemanusiaan dalam setiap proses
hukum.

Prinsip kemanusiaan adalah landasan moral yang menegaskan bahwa hukum
harus diterapkan dengan mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, seperti
keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ini berarti setiap
tindakan penegakan hukum harus dilakukan dengan memperhatikan dampaknya
terhadap martabat dan hak individu.

Prinsip kemanusiaan akan memastikan bahwa hak-hak dasar setiap individu
dihormati dan dilindungi dalam setiap tahapan proses hukum. Penegakan hukum
dihindarkan dari tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan atau
merendahkan martabat manusia, dengan menempatkan kemanusiaan sebagai dasar.
Dengan prinsip kemanusiaan, hukum tidak hanya dilihat dari sisi formalitas, tetapi
juga dari perspektif keadilan substantif yang memperhatikan konteks sosial dan
kebutuhan kemanusiaan.

Prinsip kemanusiaan adalah dasar penting dalam penegakan hukum yang
berkeadilan. Dengan mendasarkan penegakan hukum pada prinsip ini, hukum dapat
berfungsi sebagai pelindung hak asasi manusia dan penjaga martabat setiap individu,
serta memastikan bahwa keadilan tidak hanya tercapai secara hukum, tetapi juga
secara moral dan kemanusiaan. Fungsi protektif hukum harus diwujudkan dalam
realitas sosial. Penghormatan terhadap kemanusiaan bangsa perlu direalisasikan
dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.*®

Penerapannya di lapangan adalah aparat penegak hukum harus memastikan
bahwa hak-hak tersangka atau terdakwa dihormati selama proses penyelidikan dan
penyidikan, seperti hak untuk tidak disiksa, hak untuk mendapatkan bantuan hukum,
dan hak untuk diperlakukan dengan adil. Sedangkan hakim harus mempertimbangkan
aspek kemanusiaan dalam setiap putusan, termasuk kondisi sosial-ekonomi, latar
belakang pelaku, dan dampak putusan terhadap masa depan individu yang diadili.
Dari sisi hukuman yang dijatuhkan, harus seimbang, adil, dan tidak melanggar
prinsip-prinsip kemanusiaan, seperti larangan hukuman yang kejam atau tidak
manusiawi.

49 Artidjo Alkostar, Hukum untuk Kemanusiaan,
https://antikorupsi.org/id/article/hukum-untuk-kemanusiaan, diakses tanggal 26 Agustus
2024
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Persoalannya, terkadang, penegakan hukum yang ketat untuk tujuan keamanan
bisa bertentangan dengan prinsip kemanusiaan, misalnya dalam penanganan kasus
terorisme. Dengan demikian Penegakan hukum harus mampu mengatasi stigma dan
diskriminasi yang bisa merugikan kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat.

Prinsip kemanusian ini juga sudah diakomodir dalam peraturan perundang-
undangan di Indonesia, yang mana konstitusi dan peraturan perundang-undangan kita
telah menjadikan prinsip kemanusiaan sebagai salah satu pilar dalam konstitusi dan
undang-undang mereka. Misalnya, UUD 1945 mengakui hak asasi manusia sebagai
hak fundamental yang harus dihormati oleh semua pihak. Selain itu Undang-Undang
(UU) No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga telah menegaskan
pentingnya penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia dalam semua aspek
kehidupan, termasuk dalam penegakan hukum.

E. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat menentukan
efektivitas dan keadilannya. Faktor-faktor ini saling terkait dan berkontribusi pada
bagaimana hukum ditegakkan dalam suatu masyarakat. Efektivitas penegakan hukum
bergantung pada bagaimana faktor-faktor tersebut dikelola dan diintegrasikan dalam
sistem hukum.

Para ahli hukum, salah satunya Lawrence M. Friedman, yang dikutip dalam buku
karya Sirajudin, Zulkarnain, dan Sugianto berjudul Komisi Pengawas Penegak
Hukum: Mampukah Membawa Perubahan, menyatakan bahwa ada tiga faktor utama
yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah:>
1. Faktor Substansi Hukum

Hukum merujuk pada aturan, norma, dan pola perilaku nyata yang ada dalam

sistem hukum. Substansi juga mencakup produk-produk hukum yang dihasilkan

oleh orang-orang yang berada dalam sistem tersebut, termasuk keputusan yang
mereka keluarkan dan aturan baru yang mereka susun. Selain itu, substansi juga
mencakup living law (hukum yang hidup), yang tidak hanya terbatas pada
ketentuan yang tertulis dalam kitab undang-undang, tetapi juga mencakup hukum
yang diterapkan dan diakui dalam praktik sehari-hari oleh masyarakat.

2. Faktor Struktural

Faktor struktural adalah elemen-elemen dalam sistem hukum yang memberikan

bentuk dan batasan terhadap keseluruhan sistem. Contoh struktur dalam sistem

hukum di Indonesia termasuk institusi-institusi penegak hukum seperti

Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, serta aspek-aspek struktural lainnya

seperti jumlah dan jenis pengadilan, serta yurisdiksinya. Struktur hukum ini dapat

diibaratkan sebagai "foto diam™ yang memberikan gambaran tetap dan
terorganisir tentang bagaimana sistem hukum dioperasikan.
3. Faktor kultural

Faktor ini berkaitan dengan sikap, kepercayaan, nilai, pemikiran, dan harapan

manusia dalam sistem hukum. Kultur hukum mencerminkan suasana pikiran

50 Sirajudin, Zulkaranain dan Sugianto, Komisi Pengawas Penegak Hukum
Mampukah Membawa Perubahan, (Malang: Malang Coruption Watch dan YAPPIKA, 2007)
h. 25-26.
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sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau
disalahgunakan. Tanpa dukungan kultur hukum yang kuat, hukum menjadi tidak
berdaya, seperti ikan mati yang terkapar di keranjang, bukan seperti ikan yang
berenang bebas di lautan. Dengan kata lain, hukum hanya dapat berfungsi secara
efektif jika didukung oleh budaya hukum yang hidup dan berkembang di
masyarakat.
Sedangkan menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto, SH., MA. dalam bukunya yang
berjudul Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum ada 5 (lima) faktor
yang mempengaruhi proses penegakan hukum sebagai berikut:

1. Faktor Hukum Itu Sendiri (Substansi Hukum) atau Undang-Undang

Faktor hukum itu sendiri, atau sering disebut sebagai substansi hukum, memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap penegakan hukum. Substansi hukum mencakup
peraturan, undang-undang, dan ketentuan lain yang menjadi dasar penegakan hukum.
Menurut Lawrence Meir Friedman, substansi hukum adalah adalah output dari sistem
hukum, yang berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik
oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.

Secara keseluruhan, kualitas, relevansi, dan konsistensi dari hukum itu sendiri
adalah kunci dalam memastikan penegakan hukum yang adil dan efektif. Tanpa
substansi hukum yang baik, penegakan hukum dapat menjadi tidak efektif,
diskriminatif, atau bahkan tidak mungkin dilakukan dengan benar.

Hukum yang jelas dan tidak ambigu memudahkan penegak hukum dalam
menginterpretasikan dan menerapkannya. Sebaliknya, peraturan yang samar atau
tidak konsisten dapat menyebabkan kebingungan dan penafsiran yang berbeda-beda,
sehingga menghambat penegakan hukum yang efektif. Jika aturan hukum terlalu
kompleks atau tidak terstruktur dengan baik, ini dapat menimbulkan kebingungan di
antara penegak hukum dan pihak yang diatur. Ketidakpastian ini dapat menyebabkan
ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum, serta memberikan celah bagi
pelanggaran hukum yang sulit untuk dikenakan sanksi.

Selain itu hukum yang relevan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat
cenderung lebih diterima dan dipatuhi. Jika hukum tidak sesuai atau usang,
penegakan hukum bisa menjadi sulit karena masyarakat mungkin tidak
menganggapnya relevan. Hukum yang ketinggalan zaman atau tidak lagi relevan
dengan kondisi saat ini dapat menjadi hambatan dalam penegakan hukum. Perubahan
sosial dan teknologi yang cepat membutuhkan hukum yang adaptif dan mampu
mengakomodasi perkembangan baru.>

51 Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.
(Jakarta: Rajawali Pers, 2012). h. 20.

52 CSA Teddy Lesmana, Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem
Hukum Dalam Perspektif IImu Sosial, https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-
lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/, diakses tanggal 28
Agustus 2024

% Agus Riyanto, Penegakan Hukum Masalahnya, apa?, https:/business-
law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/, diakses tanggal 28 Agustus
2024
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Substansi dari hukum yang berlaku harus memberikan kepastian kepada
masyarakat mengenai apa yang legal dan ilegal. Kepastian hukum memungkinkan
masyarakat untuk merencanakan tindakannya dengan memahami konsekuensi
hukum dari perbuatannya. Meskipun kepastian hukum penting, hukum juga harus
memiliki fleksibilitas untuk menangani berbagai situasi yang unik dan tidak terduga.
Hukum yang terlalu kaku dapat menghalangi penerapan keadilan yang substansial,
sementara hukum yang terlalu fleksibel dapat menyebabkan inkonsistensi dan
ketidakpastian.

Sanksi yang jelas dan tegas dalam substansi hukum memberikan panduan yang
kuat bagi penegak hukum dalam menjatuhkan hukuman. Sanksi yang terlalu ringan
mungkin tidak cukup untuk mencegah pelanggaran, sementara sanksi yang terlalu
berat tanpa pertimbangan yang adil dapat dianggap tidak adil dan melemahkan
kepercayaan terhadap sistem hukum.

Prinsip proporsionalitas juga harus menjadi ruh dari hukum dan substansinya.
Hukuman yang dijatuhkan harus sesuai dengan tingkat keseriusan pelanggaran.
Substansi hukum yang mengatur hukuman harus adil dan seimbang, sehingga tidak
ada penyalahgunaan wewenang oleh penegak hukum.

Demikian pula, hukum harus selaras dengan prinsip kemanusian. Hukum yang
melanggar atau tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia akan sulit
ditegakkan secara efektif, terutama dalam masyarakat yang menghargai hak-hak
individu. Substansi hukum harus melindungi hak-hak fundamental dan tidak boleh
diskriminatif. Hukum harus tidak hanya adil secara prosedural, tetapi juga substantif.
Artinya, hasil dari penerapan hukum harus mencerminkan keadilan sosial yang
sebenarnya, bukan hanya mengikuti prosedur yang kaku.

Dan yang tak kalah pentingnya, hukum atau substansi hukumnya harus selaras
antara satu denga yang lain. Substansi hukum harus konsisten dan koheren, di mana
tidak ada konflik antara undang-undang yang satu dengan yang lain. Hal tersebut
akan memudahkan penegakan hukum. Ketidakkonsistenan antara berbagai peraturan
dapat menyebabkan kebingungan dan menghambat penegakan hukum yang efektif.
Dengan demikian penyusunan hukum wajib memperhatikan hierarki hukum dan
harmonisasi antara aturan-aturan yang ada, baik di tingkat nasional maupun
internasional, akan meningkatkan kepastian hukum dan memperkuat penegakan
hukum. Substansi hukum yang dirancang dengan baik akan mendukung penegakan
hukum yang efektif dan adil, sedangkan substansi hukum yang lemah atau cacat dapat
menjadi penghalang utama dalam mencapai keadilan dan ketertiban dalam
masyarakat.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum adalah salah satu elemen paling penting yang
mempengaruhi penegakan hukum secara keseluruhan. Penegak hukum, seperti polisi,
jaksa, hakim, dan aparat lainnya, adalah pihak yang bertanggung jawab langsung atas
penerapan hukum dalam praktik.

Faktor penegak hukum memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan
bahwa hukum dapat ditegakkan dengan baik. Jika penegak hukum berfungsi dengan
optimal, penegakan hukum akan berjalan lebih lancar, adil, dan efektif, sehingga
dapat menciptakan rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem
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hukum. Sebaliknya, jika penegak hukum gagal memenuhi standar profesional dan
etika, penegakan hukum dapat terganggu, yang berujung pada ketidakpercayaan dan
ketidakadilan dalam masyarakat.>*

Penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh faktor penegak hukum. Penegak
hukum yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang baik tentang hukum akan
lebih mampu menegakkan hukum secara efektif. Pelatihan yang memadai dan
pendidikan berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa penegak hukum
selalu up-to-date dengan perkembangan hukum dan teknik penegakan hukum. Agar
penegakan hukum berjalan baik, penegak hukum wajib mampu menafsirkan hukum
dengan benar dan menerapkannya secara tepat sesuai dengan konteks kasus yang
dihadapi. Ketidakmampuan dalam menginterpretasikan hukum bisa menyebabkan
ketidakadilan atau ketidakefisienan dalam penegakan hukum.

Aparat penegak hukum juga harus bebas dari korupsi. integritas adalah fondasi
dari penegakan hukum yang adil. Penegak hukum yang korup bisa menyalahgunakan
wewenangnya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, yang merusak
kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Standar etika profesi juga harus
dipatuhi oleh aparat penegak hukum dengan menjalankan tugasnya dengan jujur, adil,
dan transparan. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan
secara tidak memihak.

Independensi aparat penegak hukum juga sangat mempengaruhi performa
penegakan hukum di Indonesia. Harapan bahwa penegakan hukum dapat berjalan
sesuai aturan yang berlaku bisa berjalan bilamana penegak hukum bebas dari
pengaruh atau tekanan eksternal, baik dari pihak politik, ekonomi, maupun sosial,
sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya dengan objektivitas. Intervensi dari
pihak luar dapat menghambat keadilan dan menciptakan bias dalam penegakan
hukum. Hakim dan jaksa, misalnya, harus memiliki kebebasan dalam mengambil
keputusan berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku, tanpa adanya campur tangan
dari pihak yang tidak berwenang.

Selain itu, kepemimpinan yang efektif dalam institusi penegak hukum sangat
penting untuk mengarahkan dan memotivasi anggota untuk bekerja secara profesional
dan efisien. Pemimpin yang memiliki visi dan kemampuan manajerial yang baik akan
menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk penegakan hukum yang efektif.

Penegak hukum harus bertanggung jawab atas tindakan mereka, dan ada
mekanisme yang efektif untuk menangani pelanggaran atau penyalahgunaan
wewenang.Untuk mendapatkan sumber daya aparat penegak hukum yang jujur dan
baik tentunya tidak mudah. Kesejahteraan ekonomi penegak hukum perlu
diperhatikan. Gaji yang memadai dan kondisi kerja yang baik dapat mengurangi
godaan untuk melakukan korupsi dan meningkatkan moral serta produktivitas
penegak hukum. Demikian pula, kondisi psikologis dan kesehatan dari aparat
penegak hukum perlu dijaga.

% Muhammad Riswan, Dilema Penegak Hukum: Peran Penting Penegak Hukum
dalam Mewujudkan Keadilan, https://law.uad.ac.id/dilema-penegak-hukum-peran-penting-
penegakan-hukum-untuk-mewujudkan-keadilan/, diakses tanggal 28 Agustus 2024
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Penegak hukum sering kali menghadapi situasi stres dan berbahaya. Dukungan
psikologis dan kesehatan yang memadai sangat penting untuk menjaga kesehatan
mental dan fisik mereka, yang pada gilirannya akan mempengaruhi kemampuan
mereka dalam menjalankan tugas.

Hubungan yang baik antara penegak hukum dan masyarakat dapat meningkatkan
efektivitas penegakan hukum. Kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum
mendorong kerjasama dan dukungan yang lebih besar dalam penegakan hukum,
seperti dalam pelaporan kejahatan dan pemberian kesaksian.

Penegak hukum harus responsif terhadap kebutuhan dan kekhawatiran
masyarakat. Ini termasuk menangani kejahatan dengan cepat dan memberikan
perlindungan yang memadai kepada warga.

Adapun aparat penegak hukum yang membantu dan mengurus faktor-faktor
penegakan hukum supaya maksud dan tujuan dari hukum sendiri dapat berjalan
dengan lancar dan adil adalah sebagai Polisi, Hakim, Jaksa dan Advokat.®®

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Sarana adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan segala sesuatu yang
diperlukan atau digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam
konteks umum, sarana mencakup berbagai jenis alat, fasilitas, peralatan, dan sumber
daya yang mendukung pelaksanaan suatu aktivitas atau proses. Contoh: sarana
transportasi seperti mobil dan kereta api, sarana pendidikan seperti buku dan ruang
kelas, dan sarana komunikasi seperti telepon dan komputer.

Dalam bisnis atau organisasi, sarana adalah aset atau fasilitas yang mendukung
kegiatan operasional, produksi, atau pelayanan. Ini meliputi peralatan, teknologi,
infrastruktur, dan sumber daya manusia yang diperlukan untuk mencapai tujuan
bisnis. Contoh: sarana bisnis termasuk mesin produksi, ruang kantor, perangkat
teknologi informasi, dan sistem manajemen kualitas

Dalam penegakan hukum, sarana merujuk pada peralatan, fasilitas, dan dukungan
administratif yang diperlukan untuk melaksanakan tugas penegakan hukum secara
efektif. Ini termasuk peralatan penyelidikan, fasilitas penyimpanan barang bukti,
sistem informasi, dan anggaran.

Contoh sarana dalam penegakan hukum bisa mencakup alat penyelidikan

forensik, perangkat lunak manajemen kasus, kendaraan operasional untuk patroli, dan
fasilitas pelatihan untuk aparat penegak hukum. Secara umum, sarana berfungsi untuk
mempermudah, mempercepat, dan meningkatkan efisiensi dalam mencapai hasil atau
tujuan tertentu. Tanpa sarana yang memadai, banyak aktivitas atau proses mungkin
menjadi tidak efektif atau tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

Faktor sarana yang dapat mempengaruhi penegakan hukum mencakup berbagai
elemen terkait fasilitas, peralatan, dan dukungan administratif yang diperlukan untuk
melaksanakan tugas penegakan hukum secara efektif. Memperbaiki dan mengelola

55 Bambang Poernomo. Hukum Acara Pidana Indonesia. (Yogyakarta: Amarta Buku
1988). hal 25
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faktor-faktor sarana ini secara efektif dapat meningkatkan kemampuan lembaga
penegak hukum dalam menjalankan tugas mereka, memastikan proses hukum yang
adil dan efisien, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum

Faktor sarana yang dapat mempengaruhi penegakan hukum mencakup berbagai
elemen terkait fasilitas, peralatan, dan dukungan administratif yang diperlukan untuk
melaksanakan tugas penegakan hukum secara efektif.

Ketersediaan peralatan penyelidikan yang modern, seperti perangkat forensik dan
alat pengumpulan bukti, mempengaruhi kualitas dan kecepatan penyidikan. Sistem
informasi yang canggih dan terintegrasi, seperti sistem manajemen kasus, database
kejahatan, dan perangkat lunak analisis data, membantu dalam pengelolaan kasus dan
pertukaran informasi antar lembaga.

Demikian pula kondisi dan kelengkapan fasilitas kantor, seperti ruang kerja yang
memadai, ruang rapat, dan fasilitas komunikasi, akan sangat mempengaruhi
produktivitas dan efisiensi kerja. Fasilitas penyimpanan barang bukti yang aman dan
teratur penting untuk menjaga integritas dan keamanan barang bukti selama proses
hukum.

Yang lebih penting lagi, adalah perlunya anggaran yang cukup. Anggaran ini
diperlukan untuk memenuhi kebutuhan operasional, termasuk pengadaan peralatan,
pelatihan personil, dan pemeliharaan fasilitas. Alokasi anggaran yang efektif dan
tepat sasaran, termasuk untuk kebutuhan prioritas seperti teknologi dan pelatihan,
berpengaruh pada kemampuan lembaga penegak hukum.

Selanjutnya pelatihan yang berkualitas dan relevan untuk aparat penegak hukum
penting untuk memastikan mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan terbaru
dalam penegakan hukum.Program pendidikan berkelanjutan membantu aparat
penegak hukum untuk terus memperbarui keterampilan dan pengetahuan mereka
sesuai dengan perkembangan hukum dan teknologi.

Untuk operasional dilapangan, infrastruktur juga sangat berpengaruh terhadap
kualitas penegakan hukum. Infrastruktur pendukung seperti kendaraan operasional,
laboratorium forensik, dan pusat data memainkan peran penting dalam operasional
sehari-hari. Aksesibilitas ke lokasi kejadian, serta kemudahan transportasi dan
komunikasi, mempengaruhi kecepatan dan efektivitas respon terhadap kejahatan.

Adapun untuk melancarkan proses penegakan hukum, prosedur administratif
yang efisien dan tidak birokratis juga mempengaruhi kecepatan dan kelancaran proses
penegakan hukum. Sistem manajemen yang efektif membantu dalam pelacakan dan
pengelolaan kasus dari awal hingga akhir.

Dan terakhir agar penegakan hukum bisa mendapatkan hasil yang maksimal,
diperlukan dukungan dari lembaga lain, baik dalam bentuk kerjasama maupun
pertukaran informasi, dapat memperkuat kapasitas penegakan hukum. Selain itu
diperlukan partisipasi dan dukungan dari masyarakat, termasuk pelaporan kejahatan
dan kerjasama dalam investigasi, berpengaruh pada efektivitas penegakan.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat adalah istilah yang merujuk pada sekumpulan individu yang hidup
bersama dalam suatu wilayah tertentu, berinteraksi satu sama lain, dan memiliki
struktur sosial serta norma yang membentuk pola hubungan dan kehidupan bersama
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mereka. Masyarakat dapat dipandang dari berbagai perspektif, tergantung pada
konteksnya.

Secara umum, masyarakat dapat diartikan sebagai kelompok individu yang hidup
bersama dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, sambil mengikuti
tatanan kehidupan, norma, dan adat istiadat yang berlaku dalam lingkungan mereka.
Istilah "masyarakat" dalam bahasa Inggris adalah "society," yang berasal dari kata
Latin "societas," yang berarti "kawan." Dalam bahasa Arab, istilah yang digunakan
adalah "musyarak."

Pengertian masyarakat dalam konteks luas mencakup seluruh hubungan hidup
bersama tanpa mengacu pada batasan lingkungan, bangsa, dan sebagainya.
Sebaliknya, pengertian masyarakat dalam konteks sempit merujuk pada kelompok
individu yang dibatasi oleh golongan, bangsa, wilayah, atau Kkriteria lainnya. Selain
itu, masyarakat juga bisa didefinisikan sebagai kelompok orang yang terorganisir
dengan tujuan yang sama. Secara sederhana, masyarakat adalah sekumpulan manusia
yang berinteraksi atau bergaul dengan kepentingan yang serupa. Pembentukan
masyarakat terjadi karena manusia menggunakan perasaan, pikiran, dan keinginan
mereka untuk memberikan respons terhadap lingkungan mereka.%®

Faktor masyarakat memainkan peran yang sangat penting dalam penegakan
hukum. Secara keseluruhan, peran aktif masyarakat dalam memahami, mematuhi,
dan mendukung sistem hukum sangat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum.
Tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat, penegakan hukum bisa menjadi kurang
efektif dan menghadapi banyak tantangan.

Penegakan hukum dan masyarakat merupakan suatu hal yang tidak bisa
dipisahkan satu sama lainnya. Penegakan hukum tersebut berlangsung di dalam suatu
tatanan sosial yang disebut dengan masyarakat. Pameo bangsa romawi yang
mengungkapkan bahwa ubi societas ibi iu telah mendeskripsikan betapa eratnya
antara hukum dan masyarakat.

Hukum yang dijadikan pijakan utama dan sebagai bagian dari subsistem
kemasyarakatan sejatinya tidak dapat dipungkiri dari interaksi masyarakat di mana
tempat hukum itu diterapkan. Dalam hal ini, tentunya hukum akan selalu
menyesuaikan diri dengan interaksi masyarakat karena seringkali perkembangan
masyarakat berjalan selangkah lebih dahulu daripada perkembangan hukum itu
sendiri. Satjipto Rahardjo®” bahkan mengungkapkan bahwa het recht hintk achter de
feiten yang berarti bahwa hukum itu akan berjalan tertatih-tatih mengikuti kenyataan
di dalam masyarakat.

Tertatihnya hukum dalam mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat dapat
dipahami dengan dua argumentasi, yang pertama, hukum sejatinya hanyalah produk
dari nilai, kepentingan, dan keinginan masyarakat pada waktu itu sehingga dalam
kurun waktu tertentu sangatlah mungkin apabila terjadi pergeseran nilai, kepentingan,
dan keinginan masyarakat. Kedua, hukum sebagai the guardian of morality yang
mempunyai makna bahwa hukum berkewajiban untuk mendasarkan dirinya terhadap

% Donny Prasetyo dan Irwansyah, “Memahami Masyarakat Dan Perspektifnya”,
dalam Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (Tangerang Selatan: Dinasti, 2019) Vol.
1, No. 1, h. 163
57 Eko Listiyani, Filsafat Hukum Pancasila: Kajian Hukum, Politik, Dan Hak Asasi Manusia
(Bantul: CV Megalitera, 2020)
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moralitas dan nilai-nilai di masyarakat. Akan tetapi, moralitas hanyalah nilai-nilai
universal yang bersifat abstrak dan memerlukan penyesuaian dengan kondisi sosial
di masyarakat.

Berdasarkan bentuknya masyarakat dapat dibedakan menjadi dua tingkat
kedalaman yang berbeda. Pertama, masyarakat yang langsung dan spontan.
Sedangkan yang kedua, adalah masyarakat yang telah terorganisir. Masyarakat yang
dinilai lebih kreatif baik secara pemikiran maupun pola tingkah laku dianggap dengan
pola masyarakat yang spontan sedangkan masyarakat yang terorganisir memiliki pola
pikir yang baku dan banyak perencanaan yang disengaja® .

Penegakan hukum bersumber dari masyarakat yang mempunyai tujuan untuk
mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut
tertentu masyarakat dapat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Pada khususnya
Masyarakat Indonesia mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum.

Tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang hukum sangat
mempengaruhi penegakan hukum. Masyarakat yang sadar akan hak dan kewajiban
hukum cenderung lebih patuh dan berperan aktif dalam melaporkan pelanggaran
hukum. Kepatuhan masyarakat terhadap hukum dapat mempermudah penegakan
hukum. Masyarakat yang mematuhi aturan cenderung mendukung upaya penegakan
hukum, sedangkan ketidakpatuhan dapat menambah tantangan bagi aparat penegak
hukum.

Selain itu budaya dan nilai sosial berpengaruh besar terhadap implementasi
penegakan hukum. Budaya dan nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat
mempengaruhi sikap terhadap hukum. Misalnya, masyarakat yang menghargai
keadilan dan integritas cenderung mendukung penegakan hukum dengan cara yang
lebih efektif.

Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan seperti pemantauan dan pelaporan
kejahatan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Program seperti pos
keamanan lingkungan (PKL) atau sistem pelaporan berbasis masyarakat merupakan
contoh kontribusi aktif masyarakat.

Demikian pula media massa dan media sosial mempengaruhi opini publik
mengenai hukum dan penegakannya. Berita atau laporan yang mempengaruhi
persepsi masyarakat tentang keadilan atau ketidakadilan dapat berdampak pada
kepercayaan dan dukungan terhadap sistem hukum.

Adanya hubungan yang baik antara masyarakat dan penegak hukum, seperti
polisi dan jaksa, juga dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Kerjasama
ini termasuk komunikasi yang terbuka, pelatihan, dan pendidikan hukum untuk
masyarakat.

Yang lebih penting lagi adalah adanya ketersediaan akses ke sistem peradilan dan
bantuan hukum. Hal tersebut juga berpengaruh pada penegakan hukum. Masyarakat
yang memiliki akses yang baik ke sistem peradilan lebih mungkin untuk mencari
keadilan dan mendukung penegakan hukum.

58 Alvin S Johnson, Sosiologi Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004) h. 194
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5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan adalah suatu konsep yang mencakup keseluruhan sistem nilai,
norma, kepercayaan, adat istiadat, bahasa, seni, dan pengetahuan yang dimiliki dan
diwariskan oleh suatu kelompok masyarakat. Kebudayaan mencerminkan cara hidup
masyarakat dan mempengaruhi bagaimana individu berinteraksi dan beradaptasi
dalam lingkungan mereka,

Memahami kebudayaan melibatkan eksplorasi bagaimana berbagai elemen
kehidupan manusia diorganisasikan, diteruskan, dan dipertahankan dalam konteks
sosial dan historis. Kebudayaan merupakan aspek fundamental dari identitas
kelompok dan memainkan peran penting dalam membentuk pola perilaku serta
hubungan sosial dalam masyarakat.

Kebudayaan adalah hasil dari cipta, karsa, dan rasa manusia yang diwariskan dari
generasi ke generasi. Kebudayaan merupakan cara hidup yang dimiliki bersama dan
berkembang dalam suatu masyarakat. Kata kebudayaan berasal dari bahasa
Sansekerta, yaitu buddhayah yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau
akal). Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut culture, yang berasal dari kata Latin
colere, yaitu mengolah atau mengerjakan.

Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, Mohammad Hatta, mengemukakan
bahwa kebudayaan adalah hasil karya hidup suatu bangsa. Dalam buku "Sejarah &
Kebudayaan Islam Periode Klasik (Abad VII1-XII M)" yang ditulis oleh Faisal Ismail,
dijelaskan bahwa Hatta, yang merupakan seorang sarjana Muslim, memasukkan
agama sebagai elemen kebudayaan.

Hatta berpendapat bahwa agama memberikan kebahagiaan dalam hidup manusia,
dan rasa bahagia ini yang membuatnya menganggap agama sebagai bagian integral
dari kebudayaan. Pandangan ini disampaikan oleh Hatta dalam Kongres Kebudayaan
Pertama yang diadakan pada tahun 1948 di Magelang.>®

Koentjaraningrat, mendefinisikan kebudayaan sebagai totalitas dari perilaku
makhluk hidup, khususnya manusia, serta hasil yang diperoleh melalui berbagai
proses pembelajaran dan yang terorganisir secara sistematis dalam kehidupan sosial.
Sedangkan Parsudi Suparlan memahami kebudayaan sebagai pengetahuan manusia
sebagai ciri makhluk sosial yang dapat digunakan untuk dapat memahami dan
menginterpretasikan berbagai hal di lingkungan, sehingga menciptakan sebuah
pengalaman. Menurut Parsudi Suparlan, kebudayaan juga merupakan sebuah
landasan serta acuan seseorang dalam bertingkah laku.®

Kebudayaan memainkan peran penting dalam penegakan hukum. Hubungan
antara kebudayaan dan penegakan hukum sangat kompleks dan saling
mempengaruhi. Memahami konteks budaya sangat penting untuk mengembangkan
sistem hukum yang efektif dan adil,

Kebudayaan dapat membentuk pandangan masyarakat terhadap hukum, baik
dalam hal kepatuhan maupun penerimaan terhadap sistem hukum. Misalnya,

59 Kristina, 5 Pengertian Kebudayaan Menurut Para
Ahli, https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5725690/5-pengertian-kebudayaan-menurut-
para-ahli, diakses tanggal 1 September 2026

80 Umam, Pengertian Kebudayaan: Ciri, Fungsi, Jenis dan Unsur,
https://gramedia.com/literasi/kebudayaan/, diakses tanggal 1 September 2024
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masyarakat yang menganggap hukum sebagai bagian integral dari kehidupan sehari-
hari cenderung lebih patuh terhadap hukum.

Norma dan nilai budaya juga dapat mempengaruhi definisi kejahatan dan
pelanggaran. Apa yang dianggap sebagai tindakan kriminal atau melanggar hukum
dalam satu budaya mungkin tidak dianggap demikian dalam budaya lain. Misalnya,
tindakan korupsi atau pelanggaran hak asasi manusia mungkin dipandang berbeda di
berbagai negara tergantung pada norma budaya setempat.

Selain itu kebudayaan mempengaruhi cara hukum ditegakkan dan diterima. Di
beberapa budaya, pendekatan restorative justice (keadilan restoratif) lebih umum,
sementara di budaya lain pendekatan retributive justice (keadilan retributif) mungkin
lebih dominan.

Kebudayaan juga berpengaruh untuk dapat menentukan peran dan kewenangan
institusi hukum, seperti polisi, pengadilan, dan lembaga penegak hukum lainnya.
Dalam beberapa budaya, lembaga hukum mungkin dianggap sebagai otoritas yang
tidak dapat diragukan, sementara di tempat lain ada kecenderungan untuk lebih
skeptis terhadap lembaga-lembaga tersebut. Dalam proses pengambilan Keputusan
dalam sistem hukum, kebudayaan juga mengambil peran yang signifikan. Misalnya,
sistem hukum di negara-negara dengan budaya kolektivis mungkin melibatkan
keputusan yang lebih berorientasi pada konsensus, sementara sistem di negara-negara
individualis mungkin lebih menekankan pada keputusan individu.

Kebudayaan menentukan hak dan kewajiban sosial, yang pada gilirannya
mempengaruhi bagaimana hukum diterapkan dan diinterpretasikan. Misalnya, hak-
hak perempuan atau minoritas mungkin diterima secara berbeda tergantung pada
norma budaya yang berlaku.

Dalam konteks penegakan hukum, pelatihan dan pendidikan bagi aparat penegak
hukum juga dipengaruhi oleh kebudayaan. Pemahaman tentang norma-norma dan
nilai-nilai budaya lokal penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum
dilakukan dengan cara yang sesuai dan efektif.

Friedman dalam tulisannya menyatakan bahwa terdapat tiga unsur penting yang
membentuk sistem hukum. Secara spesifik, pertama substansi hukum (legal
substance), struktur hukum (legal structure), dan budaya hukum (Legal Culture).
Budaya hukum dalam hal ini mempunyai peranan penting dalam penegakan hukum.

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar terhadap interaksi masyarakat
yang dapat mempengaruhi hukum. Masyarakat mempunyai kebutuhan dalam bidang
materiil dan spiritual. Untuk memenuhi kebutuhannya sebagian besar dipenuhi
kebudayaan yang berkembang dalam interaksi masyarakat itu sendiri. Tapi
kemampuan manusia sangat terbatas, dengan demikian kemampuan kebudayaan
yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas dalam memenuhi segala kebutuhan 6!

Secara keseluruhan, kebudayaan membentuk cara pandang masyarakat terhadap
hukum dan bagaimana hukum diterapkan serta ditegakkan. Oleh karena itu,
memahami konteks budaya adalah kunci untuk menciptakan dan menerapkan sistem
hukum yang adil dan efektif.

61 Soerjono Soekanto. Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar. ((Jakarta:Rajawali Persada,
2006) h. 178



BAB 111
PENEGAKAN HUKUM PERSPEKTIF AL-QUR’AN

Al-Quran dan penegakan hukum" adalah topik yang luas dan sangat relevan
dalam konteks hukum Islam (syariah) serta penerapannya dalam kehidupan sehari-
hari. Dalam ajaran Islam, Al-Quran adalah sumber utama hukum, yang diikuti oleh
Hadis Nabi Muhammad SAW. Secara umum, Al-Quran menyediakan panduan etis
dan moral yang membentuk dasar hukum Islam, dengan tujuan menegakkan keadilan,
melindungi hak asasi manusia, dan menciptakan tatanan sosial yang harmonis.

Penegakan hukum dalam Al-Quran berkaitan erat dengan konsep keadilan (“adl),
kebenaran (haqq), dan aturan hidup yang diatur oleh syariah (hukum Islam). Dalam
Islam, hukum tidak hanya berfungsi untuk menjaga keteraturan sosial, tetapi juga
bertujuan untuk mencapai keadilan yang berdasarkan pada nilai-nilai moral dan
ketuhanan yang diwahyukan oleh Allah SWT. Al-Quran memberikan pedoman
bagaimana hukum seharusnya ditegakkan dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu
individu maupun masyarakat.

Penegakan hukum menurut Al-Quran adalah upaya menjaga keadilan,
kesejahteraan, dan kedamaian dalam masyarakat. Al-Quran menetapkan prinsip-
prinsip hukum yang bersifat universal, termasuk keadilan, kepastian hukum,
kemaslahatan umum, dan kebebasan individu, yang semuanya harus diterapkan
dengan penuh pertimbangan etika dan akhlak. Dengan demikian, hukum dalam Islam
bukan hanya sekadar mekanisme untuk menghukum pelanggar, tetapi juga sarana
untuk mewujudkan keadilan sosial dan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.

A. Ayat-Ayat Penegakan Hukum dalam Al-Quran

Penegakan hukum secara sederhana berarti menerapkan hukum yang telah
ditetapkan atau diberlakukan dalam suatu sistem masyarakat atau negara. Ini
mencakup proses memastikan bahwa aturan-aturan hukum yang ada ditaati oleh
setiap individu dan kelompok, serta mengambil tindakan hukum terhadap
pelanggaran yang terjadi.

Istilah “hukum” sendiri secara etimologis, berarti menolak atau mencegah.5
Istilah “hukum” berakar kata dari tiga huruf yaitu @ & C vyang terkumpul dalam

kata esé yang memiliki makna Q-\A yang artinya mencegah atau menghentikan
dengan tujuan memperbaiki. Istilah ini, diantaranya digunakan untuk penamaan tali
kekang dengan kata 42! Al 4aSa sehingga dikatakan 43aSa dan 43 | all CaaSa
yang artinya adalah saya memasang tali kekang padanya. Begitu pula dengan ucapan

4045 CveSa(saya mengikatkan tali kekang pada perahu itu).

Selain mengekang, eS; juga bisa bermakna menghukumi atau hukum, seperti
pada kata ¢ & b »Sall (menghukumi sesuatu) diucapkan ketika kamu memutuskan
bahwa ia seperti itu atau bukan seperti itu, baik disertai dengan memaksakan
keputusan tersebut pada orang lain maupun tidak. Allah berfirman:

%2 Ibnu Manzhur, Lisan al- Arab, (Kairo: Dar al- Mishriyyah, tt), Juz. 15, h. 31.
43
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“Sesungguhnya Allah menyuruhmu untuk menyampaikan amanah kepada yang
berhak menerimanya. Dan apabila kamu memutuskan perkara di antara manusia,
hendaklah kamu memutuskan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan nasihat

yang terbaik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”
(Q.S An-Nisa ayat 58).

Demikian pula makna hukum juga bisa tergambarkan dari firman Allah dalam Surat
Al-Maidah ayat 50 sebagai berikut:

L R P 2. 0% o _ T4 Ao was PR
G891 p 58 LGS ) (e GRad] a5 G ga Aalala]) asae

"Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih
baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin? ”

Kata hukum juga bermakna hikmah (kebijaksanaan). Hal tersebut karena kata
hukum memiliki akar kata yang sama dengan kata hikmah, yang mengarah kepada
makna kebijaksanaan. Dalam banyak ayat Al-Qur'an, hikmah dikaitkan dengan
pengetahuan dan pemahaman yang benar tentang realitas kehidupan dan perintah
Allah. Oleh karena itu, hukum yang sejati dalam pandangan Islam adalah hukum yang
ditegakkan berdasarkan kebijaksanaan, di mana keadilan, kasih sayang, dan moralitas
menjadi landasan utamanya. Contoh hubungan antara hukum dan hikmah dapat
ditemukan dalam ayat Al-Qur'an. %

Istilah "al-hukm" menurut al-Jurjani (W 392 H)% memiliki dua makna penting.
Pertama, “wadh’'u al-sya’l fi maudhi’ih" yang berarti meletakkan sesuatu pada
tempatnya, yang menunjukkan makna keadilan dan keteraturan. Dalam konteks ini,
"al-hukm" mengacu pada penempatan sesuatu sesuai dengan kedudukannya yang
benar, baik secara logis, moral, maupun hukum. Ini menunjukkan pentingnya konteks
dan proporsi yang tepat dalam penilaian atau pengaturan sesuatu.

Makna kedua adalah "isnad amrin ila akhorin ijaban aw salbiyyan", yang berarti
menyandarkan suatu perkara kepada yang lain, baik secara positif maupun negatif.
Ini menunjukkan bahwa "al-hukm" juga melibatkan proses atribusi, di mana sesuatu
dianggap benar atau salah, sesuai atau tidak sesuai, dengan menghubungkannya pada
suatu standar atau kriteria. Dalam pengertian ini, al-hukm melibatkan proses
penetapan nilai, keputusan, atau penilaian yang menyandarkan pada fakta-fakta atau
kaidah tertentu.

Adapun menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Ushulul Figh, hukum berarti
khithab Allah yang berkaitan dengan pekerjaan orang-orang mukallaf baik berupa

83 Ar-Raghib Al-Ashfahani, 4 Mufradat fi Gharibil Qur’an, Terj. Ahmad Zaini Dahlan,
Depok, Pustaka Khazanah Fawa' id, 2017) Cet. 1, h. 547-548.
8 Al-Jurjani, Kitab al-Ta 'rifat (Libanon: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah), h. 92.
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tuntutan, pilihan atau Wadh’i.%® Jadi secara ushul figh, hukum dapat diartikan sebagai
wahyu atau petunjuk yang diberikan oleh Allah kepada makhluk-Nya, terutama
manusia, yang berhubungan dengan tindakan dan kewajiban orang-orang yang diberi
beban hukum.

Tuntutan (Igtida'), yang mana hukum ini mencakup perintah atau larangan yang
bersifat tegas dari Allah. Perintah dapat berupa kewajiban yang harus dilaksanakan
(wajib) atau anjuran yang dianjurkan tetapi tidak diwajibkan (mandub). Sementara
larangan dapat berupa sesuatu yang harus dijauhi dan tidak boleh dilakukan (haram)
atau sesuatu yang sebaiknya dihindari namun tidak ada konsekuensi berat jika
dilanggar (makruh). Contoh dari tuntutan ini adalah perintah untuk shalat lima waktu
dan larangan untuk berbuat zina.

Hukum juga memberikan pilihan (takhyiri) yang memberikan kebebasan kepada
mukallaf untuk memilih antara melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu
tindakan, tanpa adanya tuntutan tegas. Tindakan ini bersifat mubah, di mana Allah
tidak memberikan sanksi atau ganjaran khusus untuk pelaksanaannya. Misalnya,
dalam urusan duniawi seperti makan dan minum, manusia diberikan kebebasan untuk
memilih berbagai bentuk makanan dan minuman yang halal.

Selain itu hukum yang menetapkan syarat, sebab, atau penghalang ketentuan-
ketentuan tertentu (al-Wadh'i) yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan
atau transaksi dalam pandangan syariat. Misalnya, pernikahan adalah sebab yang
menghalalkan hubungan antara suami dan istri, sementara adanya haid menjadi
penghalang untuk melakukan shalat atau puasa. Ketentuan ini juga mencakup syarat-
syarat sah dalam ibadah dan muamalah, seperti syarat dalam jual beli atau syarat
sahnya shalat.

Dalam pandangan ushul figih, hukum tidak hanya bersifat perintah dan larangan,
akan tetapi juga mencakup aturan-aturan yang mengatur kehidupan sosial, politik,
ekonomi, dan spiritual umat Islam. Hukum Allah meliputi setiap aspek kehidupan,
mulai dari hubungan pribadi antara manusia dan Tuhannya hingga hubungan manusia
dengan sesama.

Klasifikasi ini menunjukkan bahwa hukum dalam Islam memiliki sifat yang
menyeluruh, di mana setiap tindakan manusia dinilai dalam kerangka hukum syariat.
Ketaatan kepada hukum Allah bukan hanya sekadar formalitas, tetapi bagian integral
dari kehidupan seorang Muslim yang bertujuan mencapai ridha Allah dan
kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Berikut tabulasi kata hukum dan bentuk turunannya dalam Al-Quran:®

T L (4 PR TS
Al-Mu'min 48 JEG) 10850 Gl O3

O pSA D3 A () el

2aadl

5 Wahbah Az-Zuhaili, Ushulul Figh Al-Islam, (Damaskus: Darul Figr, 2005), juz 1, h. 46
66 Zadah Faydhullah Al-Husayni, “Fathurrahman Ii Thalibil Ayatil Qur’an” (Bandung:
Penerbit diponegoro, 1986.) h. 111-113
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Dari tabulasi ayat-ayat yang berakar kata yang sama dari kata hukum
sebagaimana disebutkan diatas, Kata "hukmu (i&4) dalam Al-Qur'an memang
memiliki berbagai dimensi makna dan pemahaman yang berbeda tergantung pada
konteks penggunaannya. Makna ini mencakup aspek teologis, sosiologis dan

psikologi.

1. Hukum Berdimensi Ketuhanan (Theologis)
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Dimensi ketuhanan dalam hukum Al-Qur'an berakar pada keyakinan bahwa Allah
adalah satu-satunya hakim tertinggi. Dalam teologi Islam, hanya Allah yang memiliki
otoritas mutlak untuk menetapkan apa yang benar dan salah, serta mengatur
kehidupan manusia. Segala hukum yang diturunkan melalui wahyu adalah cerminan
dari kehendak-Nya yang sempurna, sehingga tidak ada otoritas lain yang dapat
menandingi hukum-Nya.5’

Allah berfirman: "bU \Y\ \‘5} 235 \Y‘ \ A \Y\ (,,S;j\ u\ " (Yusuf 12:40), yang
berarti: "Hukum itu hanyalah milik AIIah Dia telah memerintahkan agar kamu tidak
menyembah selain Dia."®Ayat ini menunjukkan bahwa hukum Allah adalah satu-
satunya hukum yang harus diikuti oleh umat manusia, dan ini terkait erat dengan
konsep ketuhanan. Allah memerintahkan manusia untuk hanya menyembah-Nya dan
mematuhi hukum-Nya, karena Dia adalah pencipta dan pengatur segala sesuatu. Oleh
karena itu, mengikuti hukum Allah adalah bagian dari ketaatan teologis kepada-Nya.

Dalam konteks ini, kedaulatan hukum Allah tidak hanya berlaku pada urusan
ibadah dan spiritual, tetapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan manusia,
termasuk ekonomi, politik, dan hubungan sosial. Setiap bentuk hukum yang
diterapkan di masyarakat harus selaras dengan prinsip-prinsip hukum yang ditetapkan
oleh Allah.

Ayat ini juga menekankan bahwa hukum Allah adalah manifestasi dari
kebijaksanaan dan pengetahuan-Nya yang tidak terbatas. Karena Allah adalah Maha
Mengetahui, hukum-hukum yang Dia tetapkan tentu mencakup segala kebaikan dan
keadilan yang tidak dapat dihasilkan oleh hukum manusia. Hal ini menunjukkan
bahwa hukum Allah selalu adil dan penuh hikmah, meskipun terkadang manusia
mungkin tidak sepenuhnya memahami kebijaksanaan di balik ketetapan-Nya.

Selain itu, hukum Allah bukan hanya untuk mengatur kehidupan dunia, tetapi juga
untuk membawa manusia kepada kebahagiaan dan keselamatan di akhirat. Oleh
karena itu, mengikuti hukum Allah merupakan bentuk pengakuan akan
kebijaksanaan-Nya yang sempurna, dan juga sebagal bentuk penghambaan sejati.

Dengan demikian, ayat "U \2“ Um \2“ )A\ 4»“ \Y\ (,SQ\ )" menegaskan
prinsip fundamental bahwa hukum hanya milik Allah, dan manusia diperintahkan
untuk hanya menyembah dan mengikuti-Nya. Ini menunjukkan kedaulatan mutlak
Allah dalam menetapkan hukum, yang merupakan manifestasi kebijaksanaan,
keadilan, dan pengetahuan-Nya. Hukum Allah dalam hal ini, berfungsi sebagai
penuntun hidup bagi umat manusia, baik dalam urusan dunia maupun akhirat, dan
mengikuti hukum ini merupakan bentuk ibadah serta jalan menuju keselamatan yang
abadi.

Dimensi ketuhanan dari hukum dalam Al-Qur'an juga mencerminkan sifat-sifat
Allah yang mulia. Setiap hukum yang Allah turunkan mengandung hikmah, keadilan,
dan kasih sayang, yang merupakan sifat-sifat utama dari Allah. Hukum-hukum ini

7 Ernawati, Wawasan Al-Qur’an Tentang Hukum, dalam Lex Jurnalica, (Jakarta:
Universitas Esa Unggul 2016) Vol. 13 No. 2 h. 140
8 Surat Yusuf Ayat 40 | Tafsirg.com di akses pada tanggal 04 November 2024, pukul
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tidak hanya dibuat untuk mengatur kehidupan sosial, tetapi juga untuk menunjukkan
kepada manusia bagaimana sifat-sifat Allah bgrqperasi dalam kehidupan mereka.®®
Allah berfirman: "Sa LA-\lC 015 al u\ " (An-Nisa 4:11), yang berarti:
"Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."™® Ayat ini
menjelaskan bahwa hukum-hukum vyang ditetapkan Allah mencerminkan
kebijaksanaan dan ilmu-Nya yang sempurna. Sebagai contoh, hukum tentang waris,
zakat, dan hubungan antar individu dirancang dengan kebijaksanaan Ilahi untuk
menciptakan keadilan yang seimbang. Manusia harus memahami bahwa mengikuti
hukum Allah adalah mengakui dan menghormati sifat-sifat Allah yang mulia.

Ayat asa Lle K u\ menegaskan dua sifat penting Allah: Maha
Mengetahui dan Maha Bijaksana. Allah mengetahui segala sesuatu tanpa batas, baik
yang terlihat maupun yang tersembunyi, dan segala keputusan serta hukum-Nya
selalu penuh dengan kebijaksanaan. Dengan kesadaran akan sifat-sifat ini, manusia
diajarkan untuk berserah diri, tunduk pada hukum-hukum Allah, dan selalu meyakini
bahwa apa pun yang terjadi dalam hidup adalah bagian dari kebijaksanaan-Nya yang
sempurna.

2. Hukum Berdimensi Psikologis

Ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang berbicara tentang "hukm™ (hukum) menegaskan
bahwa hukum dalam Islam tidak hanya mencakup aspek lahiriah atau formalitas
hukum semata, tetapi juga harus memiliki dimensi psikologis. Dimensi psikologis
dalam hukum Islam menekankan keadilan, kejujuran, ketulusan niat, dan kesadaran
moral yang melibatkan hubungan spiritual antara manusia dengan Allah.” Berikut
beberapa ayat yang menekankan pentingnya dimensi ruhani dalam hukum:
Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 58:

& o G0 A58 1315 Ll ) Y 1535 esfu A G
‘J“"“”L"—“""“Uls \U\A\APS.LUU\.ALH \u\ddﬂ\_\\#

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara
manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi
pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha
Mendengar lagi Maha Melihat." (QS. An-Nisa: 58)"2

8 Ernawati, Wawasan Al-Qur’an Tentang Hukum, dalam Lex Jurnalica, (Jakarta :
Universitas Esa Unggul 2016) Vol. 13 No. 2 h. 141

0 Surat An-Nisa' Ayat 11: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU
Online di akses pada tanggal 04 November 2024 pukul 22:12

71 Firdaus, Analisis Kedudukan Hukum Dalam Al-Qur’an (Suatu Analisis Keadilan
dan Kemanusian dalam Jurnal Hukum Diktum, (Makassar : Universitas Islam Negeri (UIN)
Alauddin, 2012) Volume 10, Nomor 2 h. 135
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Ayat ini berisi perintah Allah kepada manusia untuk: menunaikan amanat kepada

yang berhak menerimanya. Amanat bisa bermakna luas, baik berupa tanggung jawab,
kepercayaan, ataupun harta yang harus dikembalikan kepada pemiliknya. Ayat ini
juga merupakan perintah untuk menetapkan hukum dengan adil saat memutuskan
perkara di antara manusia. Keadilan menjadi prinsip utama dalam penegakan hukum,
tanpa memandang status, latar belakang, atau hubungan personal.
Ayat ini juga menegaskan bahwa keadilan dalam menetapkan hukum adalah perintah
dari Allah, dan ini bukan hanya sekadar formalitas atau teknis, tetapi mengandung
dimensi moral dan ruhani. Seorang hakim atau penguasa harus mempertimbangkan
nilai-nilai keadilan yang lebih luas, melibatkan kejujuran dan kesadaran akan
pengawasan Allah.

Selain itu Allah juga berfirman dalam Surah Al-Maidah Ayat 44

d\}m\wmupﬂ\@éﬁj@gL@sb\ﬂmu}\u
;\;@_uu;\ytsﬂmu_,sw\M\m)umjumJn)
e,5345,5 5 Sl Bad UL 1 8 Y 5 5A 5 Gl ) 345 Y
UJ)S&\PALJJJJUA”‘JJJ‘LAA

"Sesungguhnya Kami telah menurunkan Taurat, di dalamnya (ada) petunjuk dan
cahaya (yang menerangi), yang dengan Kitab itu diputuskan perkara orang-orang
Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim
mereka dan pendeta-pendeta mereka, karena mereka diperintahkan untuk
memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Maka
janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepada-Ku. Dan janganlah
kamu menjual ayat-ayat-Ku untuk harga yang sedikit. Barang siapa yang tidak
memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-
orang yang kafir." (QS. Al-Maidah: 44).”

Dalam ayat ini, penekanan pada takwa dan takut kepada Allah menjadi aspek
ruhani dalam menegakkan hukum. Para hakim diperintahkan untuk tidak hanya
menetapkan hukum secara lahiriah berdasarkan aturan, tetapi juga harus memiliki
rasa takut kepada Allah, menyadari tanggung jawab mereka di hadapan-Nya. Ini
menunjukkan bahwa hukum harus ditetapkan dengan integritas ruhani dengan
pendekatan psikologis.

3. Hukum Berdimensi Sosiologis

Kata "hukum" dalam Al-Quran memiliki beberapa makna tergantung pada
konteksnya. Dalam dimensi sosial, hukm sering kali berkaitan dengan keadilan,
kebijaksanaan, dan penegakan hukum yang adil dalam masyarakat.”

73 Surat Al-Ma'idah Avyat 44: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU
Online di akses pada tanggal 04 November 2024 pukul 22:12
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Dalam Al-Quran, kata hukum yang bermakna sosial sering kali mengacu pada
keadilan, penegakan hukum, dan keputusan dalam masyarakat. Ini mencakup aturan-
aturan yang mengatur hubungan antar individu dan kelompok dalam masyarakat,
dengan tujuan menegakkan keadilan dan menciptakan keharmonisan sosial sesuai
dengan ajaran Allah. Hukm berfungsi sebagai pedoman untuk menciptakan struktur
sosial yang adil, berdasarkan prinsip-prinsip llahi yang menjaga keseimbangan dan
keadilan dalam masyarakat Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 50:

G585 o 38 L&A ) (e Gl (a5 () 52 Al A R4S

“Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Dan szapakah yvang lebih baik
daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin?"

Dalam konteks sosial, ayat ini menekankan bahwa penerapan hukum Allah adalah
kewajiban bagi masyarakat yang ingin mencapai keadilan dan kesejahteraan. Ini
berarti bahwa keputusan sosial, hukum, dan regulasi harus sesuai dengan prinsip-
prinsip llahi untuk memastikan kebenaran dan keadilan dalam masyarakat. Menolak
hukum Ilahi dalam konteks sosial berarti mengabaikan prinsip-prinsip keadilan,
kesejahteraan, dan hak-hak manusia yang ditetapkan oleh Allah. Ini dapat mengarah
pada ketidakadilan, penindasan, dan ketidakpuasan dalam masyarakat
Selain itu Allah juga berfirman dalam surat Al- Anblya ayat 78:

usjwsj\ﬁ;uwa\up\ ULAS";;A\ULAJ“}AJJ\AJ

Ol aga8Al

“Dan (ingatlah kisah) Daud dan Sulaiman, ketika keduanya memberikan keputusan
mengenai tanaman yang dirusak oleh kambing-kambing suatu kaum; dan Kami
menyaksikan keputusan mereka itu.”

Ayat ini memberikan contoh konkret bagaimana pemimpin seharusnya bertindak
dalam kapasitas mereka sebagai pengadil dalam masyarakat. Kepemimpinan yang
adil dan bijaksana menjadi model bagi masyarakat untuk mengikuti dan menghargai
keputusan-keputusan yang diambil.

Daud dan Sulaiman, sebagai hakim, memberikan keputusan yang adil berdasarkan
keadaan dan bukti yang ada. Ini menunjukkan bagaimana keadilan harus diterapkan
dalam penyelesaian sengketa sosial, dan bagaimana keputusan yang bijaksana dapat
meredakan konflik dan mencapai solusi yang adil.

Putusan yang adil membantu menjaga keseimbangan sosial dan meminimalisir
ketidakpuasan yang dapat mengarah pada konflik sosial. Ini menunjukkan bahwa
hukum sosial harus memikirkan keseimbangan antara hak dan kewajiban untuk
memastikan keadilan sosial.

B. Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum Dalam Al-Qur’an

Prinsip-prinsip penegakan hukum dalam Al-Qur'an mencakup berbagai aspek
keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab yang merupakan pedoman untuk
menegakkan aturan yang adil dalam kehidupan bermasyarakat. Secara keseluruhan,
prinsip-prinsip penegakan hukum dalam Al-Qur'an bertujuan untuk mewujudkan
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keseimbangan antara keadilan, belas kasih, dan perlindungan terhadap hak-hak
individu serta masyarakat.”

1. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan dalam penegakan hukum menurut Al-Qur'an adalah fondasi
utama dari sistem hukum Islam, yang mencakup berbagai aspek untuk memastikan
bahwa keadilan ditegakkan tanpa diskriminasi, prasangka, atau ketidakadilan.

Prinsip keadilan dalam Al-Qur'an menekankan bahwa hukum harus ditegakkan
secara benar, jujur, dan tanpa diskriminasi. Penegakan hukum yang adil juga harus
mempertimbangkan keseimbangan antara hukuman yang setimpal dan pemaafan,
serta selalu menghormati hak-hak individu, termasuk hak untuk hidup dan kebebasan
beragama. Keadilan ini adalah bentuk nyata dari takwa kepada Allah dan harus
menjadi landasan dalam semua aspek kehidupan, baik individu maupun masyarakat.

Keadilan merupakan landasan moral yang kokoh bagi perkembangan setiap
peradaban sepanjang sejarah. Sebaliknya, ketidakadilan selalu menjadi ancaman bagi
keberlangsungan suatu bangsa dan masyarakat. Oleh karena itu, kemanusiaan yang
beradab hanya dapat terwujud melalui keadilan, dan hanya dengan menjadi manusia
yang adil, suatu masyarakat dapat menopang peradaban.”

Maulana Abul A'la Maududi (W 1979 M) menegaskan bahwa setiap manusia
memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum. Oleh karena itu, dalam negara
Islam, semua pegawai, mulai dari yang paling senior hingga yang paling junior,
memiliki posisi yang sama di mata hukum. Tidak ada seorang pun di antara mereka
yang bisa mengklaim kebal dari hukum.”’

Al-Qur'an sangat menekankan pentingnya keadilan dalam penegakan hukum.
Keadilan harus diberikan kepada semua orang tanpa memandang status sosial, agama,
atau afiliasi Iamnya Allah berfirman: .

wu\?’“;zséu\j Lela QJ\ EAVAY] 1535 & &0k a0l &)
|3 Gl R A1 &) oy 28 Uy ) &) Jhally 152885 3

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di
antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah
Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (QS. An-Nisa' 4:58)

Allah memerintahkan untuk menetapkan hukum di antara manusia dengan adil.
Ini berarti, dalam pengambilan keputusan hukum, harus ada kejujuran, kebenaran,

5 Zamakhsyari Abdul Majid,” Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum Dalam Perspektif
Al-Qur’an (Studi Dengan Pendekatan Tafsir Maudlu’i) dalam Jurnal Al Marhalah: Jurnal
Pendidikan Islam (Bekasi: Sekolah Tinggi Tarbiyah Al Marhalah Al Ulya, 2017), vol. 1, No.
2,h.23

6 Nurcholis Madjid, Islam dan Keindonesiaan, (Bandung: Mizan. 1998), Cet. XI, h.
57-58.

" Maulana Abul A’la Maududi, Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam (Human Rights
In Islam), Terj. Bambang Iriana Djayaatmadja (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 37
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dan objektivitas. Tidak boleh ada bias atau keberpihakan terhadap satu pihak
berdasarkan kekayaan, status, atau kekuasaan.

Keadilan dalam penegakan hukum berarti keputusan hukum harus didasarkan
pada kebenaran, fakta, dan tanpa tekanan eksternal. Ini juga melarang
penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang untuk kepentingan pribadi. Selain itu
Allah juga berfirman dalam surat al-Maidah ayat 42:

j\ RNY eSalﬁ djclé u\ﬁ Q&hﬂ UJS\S\ L_MSH u}c\.a.u:

UJ.LMA\ ’f“\u\ mu“’“esau

"Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak
memakan yang haram. Jika mereka datang kepadamu (untuk meminta keputusan),
maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka atau berpalinglah dari mereka.
Jika engkau berpaling dari mereka, mereka tidak akan membahayakanmu sedikit
pun. Tetapi jika engkau memutuskan (perkara mereka), maka putuskanlah di antara
mereka dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil."

Dalam Al-Qur'an, istilah al-'Adl sendiri memiliki beberapa makna. Pertama, al-
'Adl bermakna 'sama,’ seperti yang terdapat dalam surah an-Nisa ayat 3, 58, dan 129,
yang merujuk pada kesetaraan dalam pemenuhan hak-hak. Kedua, al-'Adl berarti
'seimbang,’ seperti yang disebutkan dalam surah al-Infithar ayat 7. Ketiga, al-'AdlI
bermakna memberikan perhatian dan memenuhi hak-hak setiap individu. Keempat,
al-'Adl dinisbahkan kepada Allah Swt. ®

Selain itu, istilah lain yang digunakan Al-Qur'an untuk menyatakan keadilan
adalah al-Qist. Awalnya, al-Qist berarti pembagian secara adil dan sering dikaitkan
dengan timbangan. Istilah ini, beserta turunannya, umumnya merujuk pada keadilan,
khususnya terkait pemenuhan hak seseorang secara proporsional. Dari 25 Kali
penyebutan kata al-Qist, hanya dua ayat yang memiliki konotasi negatif, yaitu terkait
'kecurangan' dan 'kekufuran' (Qs. al-Jinn: 14 dan 15), yang menggambarkan adanya
golongan jin yang beriman kepada Allah dan golongan yang curang dan
menyimpang.’®

Kata ‘adl dan gisth merupakan dua istilah dalam bahasa Arab yang memiliki
kemiripan makna, yaitu keadilan, dan sering kali digunakan secara bersamaan dalam
berbagai ungkapan. Meski keduanya mengandung konsep keadilan, terdapat
perbedaan halus dalam penggunaannya.

‘Adl secara umum merujuk pada keadilan dalam arti yang lebih luas dan abstrak,
sering kali berkaitan dengan tatanan moral, etika, atau hukum. Kata ini mencakup
aspek keadilan yang bersifat universal, yang mungkin tidak selalu dapat diukur atau
dirasakan secara langsung oleh pancaindra, seperti konsep keadilan dalam
pengambilan keputusan hukum, pembagian hak, atau dalam hal spiritual.

8 M. Quraish Shihab. Wawasan Al-Qur’an; Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai
Persoalan Umat. (Bandung: Penerbit Mizan,1998)

7 M. Quraish Shihab, Ensiklopedi al-Qur’an: Kajian Kosakata, (Jakarta: Lentera
Hati, 2007)
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Di sisi lain, gisth lebih sering digunakan dalam konteks keadilan yang bersifat
lebih konkret dan dapat diukur, terutama yang berkaitan dengan pembagian yang
proporsional dan sesuai dengan hak-hak yang dimiliki seseorang. Qisth juga sering
dihubungkan dengan hal-hal yang dapat diindera, seperti timbangan atau pembagian
materi secara adil, yang dapat dilihat atau dirasakan hasilnya oleh individu yang
terlibat.

Meskipun keduanya memiliki nuansa yang sedikit berbeda, baik ‘adl maupun
gisth sama-sama mengacu pada prinsip dasar keadilan dalam Islam, yakni pemenuhan
hak-hak dan kewajiban dengan cara yang seimbang dan adil. Al-Qur'an menggunakan
kedua istilah ini untuk menekankan pentingnya menjalankan keadilan dalam berbagai
aspek kehidupan, baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi, baik dalam hubungan
antar manusia maupun antara manusia dengan Allah.

Meskipun prinsip keadilan juga dianut dalam peraturan perundang-undangan
sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, namun keadilan yang dipahami
dan diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan lebih berorientasi
kearah pemahaman Barat. Hal tersebut karena pada prinsipnya hukum positif negara
Indonesia menganut sistem civil law. Sistem Civil Law adalah bermula dari daratan
Eropa dan didasarkan pada hukum Romawi dengan ciri-ciri Civil Law paling utama
ditandai sistem kodifikasi dari prinsip-prinsip hukum yang utama.®

Sementara ada perbedaan konsep keadilan antara konsep keadilan dalam Al-
Qur’an dengan keadilan dalam perspektif Barat.

Konsep ‘adl dalam Al-Qur'an berakar pada hubungan vertikal antara manusia dan
Allah (Tuhan) serta hubungan horizontal antara sesama manusia. ‘4d/ adalah sifat
Allah yang sempurna dan menjadi prinsip utama dalam kehidupan sosial, moral, dan
spiritual. Keadilan dalam Islam mencakup keseluruhan kehidupan, baik di dunia
maupun akhirat, dan berorientasi pada tujuan yang lebih besar, yaitu keseimbangan,
kebajikan, dan penegakan hukum sesuai dengan kehendak Allah. Oleh karena itu,
‘adl tidak hanya mencakup keadilan sosial, tetapi juga keadilan dalam pengabdian
kepada Tuhan dan dalam tatanan moral.

Dalam perspektif Barat, konsep keadilan (justice) lebih sering dikaitkan dengan
hukum dan sistem politik yang bersifat sekuler. Meskipun ada berbagai teori keadilan
di Barat, seperti keadilan distributif, retributif, atau utilitarian, konsep ini biasanya
fokus pada kesetaraan, kebebasan individu, dan hak-hak manusia dalam tatanan
masyarakat tanpa melibatkan dimensi spiritual atau religius. Nilai keadilan di Barat
sering kali dipengaruhi oleh pemikiran liberal yang memisahkan urusan agama dari
urusan negara dan hukum.®

Selain itu Adl dalam Al-Qur'an memiliki cakupan yang lebih luas dari sekadar
aturan hukum. la mencakup keseimbangan moral, sosial, dan personal, termasuk
hubungan individu dengan keluarganya, masyarakat, dan Tuhan. Dalam Islam,

8 Bernadetha Aurelia Oktavira, Mengenal Perbedaan Civil Law dan Common Law,
https://www.hukumonline.com/berita/a/civil-law-legal-system-1t621f35d762707/,  diakses
tanggal 1 Oktober 2024

8 M. Taufig Rahman, “Keadilan Sosial Dalam Pemikiran Barat dan Islam (Studi
Komparatif atas Pemikiran John Rawls dan Sayyid Qutb)” skripsi pada UIN SUNAN
GUNUNG JATI, 2012, h. 4
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seseorang tidak bisa disebut adil jika ia hanya memenuhi keadilan dalam hukum,
tetapi melanggar nilai-nilai moral atau agama lainnya. Misalnya, berbuat baik kepada
orang tua, berlaku adil kepada istri, atau tidak berlaku curang dalam bisnis adalah
bagian dari keadilan yang diperintahkan oleh Allah.

Sedangkan keadilan dalam perspektif Barat sering kali lebih terfokus pada aturan
dan penegakan hukum. Keadilan dipandang sebagai prinsip yang berkaitan dengan
penegakan aturan yang adil, prosedur hukum yang sah, dan penghargaan terhadap
hak-hak individu. Meski ada aspek moral dalam teori keadilan Barat, seperti dalam
filsafat etika, tetapi sistem hukum sekuler cenderung menekankan legalitas daripada
moralitas dalam pengertian spiritual atau religius.

Perbedaan lainnya dari konsep keadilan menurut perspektif al-Qur’an dan
perpektif Barat adalah bahwa konsep ‘adl dalam Al-Quran tidak hanya
mempertimbangkan individu, tetapi juga kesejahteraan masyarakat dan hubungan
dengan keluarga, tetangga, dan umat secara luas. Keadilan dalam Islam sering kali
menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif,
serta tanggung jawab sosial. Pemenuhan hak individu tidak boleh mengorbankan hak-
hak orang lain atau merusak keharmonisan sosial.

Sedangkan keadilan dalam pemikiran Barat®? cenderung lebih individualistis.
Pemikiran liberal Barat, khususnya dalam tradisi politik dan hukum, mengutamakan
hak-hak individu sebagai dasar keadilan. Fokus utama adalah memastikan kebebasan,
otonomi, dan hak-hak individu tanpa terlalu banyak mengorbankan kepentingan
pribadi demi kesejahteraan kolektif, meskipun ada teori-teori keadilan sosial yang
menekankan redistribusi dan kesetaraan.

Dalam hal orientasi atau tujuan yang hendak dicapai oleh keadilan juga berbeda
antara perspektif Al-Qur’an dan Barat, yang mana keadilan dalam Al-Qur'an bukan
hanya bertujuan untuk mencapai harmoni duniawi, tetapi juga untuk mencapai
keridhaan Allah dan keselamatan di akhirat. Oleh karena itu, ‘ad/ dalam Islam selalu
berorientasi pada tujuan akhir kehidupan, yaitu kehidupan yang seimbang di dunia
dan di akhirat, yang memenuhi perintah Allah dan memberikan keadilan kepada
seluruh makhluk.

Sementara dalam pandangan Barat, tujuan keadilan lebih banyak terkait dengan
kebahagiaan, harmoni sosial, dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia
dalam kehidupan duniawi. Pemikiran ini berfokus pada pembentukan masyarakat
yang adil melalui sistem hukum yang efektif dan kebijakan yang mempromosikan
kesetaraan dan kebebasan

Keadilan dalam Islam juga mengakui peran penting dari pengampunan
(maghfirah) di samping hukuman yang adil. Dalam hukum Islam, keadilan tidak
selalu berarti hukuman, tetapi juga mempertimbangkan pengampunan jika itu
membawa kebaikan yang lebih besar. Ini mencerminkan keseimbangan antara
keadilan dan kasih sayang (rahmah) yang menjadi karakteristik dari Allah.

Sedangkan dalam tradisi Barat, keadilan lebih sering dilihat sebagai penegakan
hukuman yang setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan (retributive justice).

8 M. Taufig Rahman, Keadilan Sosial Dalam Pemikiran Barat dan Islam « (Studi
Komparatif atas Pemikiran John Rawls dan Sayyid Qutb)” skripsi pada UIN SUNAN
GUNUNG JATI, 2012, h. 5
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Pengampunan, meskipun ada dalam sistem hukum, sering dipisahkan dari konsep
keadilan itu sendiri dan lebih dilihat sebagai hak prerogatif individu atau sistem
hukum tertentu.

Secara keseluruhan, perbedaan utama antara konsep ‘adl dalam Al-Qur'an dan
justice dalam perspektif Barat terletak pada dimensi spiritual, cakupan moral, serta
keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial. ‘AdI dalam Islam lebih
luas dan integral, menghubungkan aspek duniawi dan ukhrawi, sementara keadilan
dalam tradisi Barat sering kali terfokus pada dimensi hukum dan sekuler.

2. Prinsip Legalitas

Prinsip legalitas dalam penegakan hukum dalam Al-Qur'an mencakup aspek-
aspek penting yang menjamin keadilan, kejelasan, dan keadaban dalam penerapan
hukum. Prinsip ini memastikan bahwa hukum diterapkan dengan adil, transparan, dan
sesuai dengan pedoman ilahi .

Prinsip legalitas dalam Al-Qur'an mencakup kejelasan hukum, larangan
pemberlakuan hukum secara retroaktif, keadilan dalam penerapan, proporsionalitas
hukuman, serta hak pembelaan diri. Al-Qur'an menekankan bahwa hukum harus
ditegakkan secara adil dan manusia hanya bisa dihukum setelah mereka diberi
pemahaman yang jelas tentang hukum tersebut.

Allah ber{eran dalam Surat Al-Baqoroh ayat 213:
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“Manusia itu adalah umat yang satu. (Setelah timbul perselisinan) maka Allah
mengutus para nabi sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan
Dia menurunkan bersama mereka Kitab dengan benar, untuk memberi keputusan di
antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih
tentang Kitab itu melainkan orang-orang yang telah diberi Kitab, setelah datang
kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas, karena kedengkian di antara
mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman
kepada kebenaran tentang apa yang mereka perselisinkan itu dengan izin-Nya. Allah
memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus."#

8 Zamakhsyari Abdul Majid,” Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum Dalam Perspektif
Al-Qur’an (Studi Dengan Pendekatan Tafsir Maudlu’i) dalam Jurnal Al Marhalah: Jurnal
Pendidikan Islam (Bekasi: Sekolah Tinggi Tarbiyah Al Marhalah Al Ulya, 2017), vol. 1, No.
2,h.23

8 Surat Al-Bagarah Ayat 213: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran
NU Online di akses pada tanggal 04 November 2024 pukul 22:12
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Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menurunkan kitab bersama para nabi "dengan
kebenaran™ (bil-haqqg) untuk memutuskan perkara yang diperselisihkan di antara
manusia. Ini menunjukkan bahwa Allah adalah sumber utama hukum dan keadilan,
dan setiap keputusan hukum yang adil harus berdasarkan wahyu-Nya. Dalam konteks
prinsip legalitas, hal ini menunjukkan bahwa hukum harus bersumber dari otoritas
yang sah, dalam hal ini Allah, melalui kitab suci yang berfungsi sebagai pedoman
hukum.®

Ayat ini menegaskan bahwa manusia berbeda pendapat setelah mereka menerima
keterangan-keterangan yang jelas dari Allah. Ini menunjukkan bahwa manusia diberi
aturan yang jelas untuk diikuti, dan setiap keputusan atau hukum yang menyimpang
dari ketentuan wahyu dianggap sebagai bentuk penyimpangan. Prinsip legalitas
dalam konteks ini mengajarkan bahwa tidak boleh ada tindakan hukum atau hukuman
tanpa adanya aturan yang jelas sebelumnya (berdasarkan wahyu), sebuah prinsip
yang dikenal dalam hukum modern sebagai nulla poena sine lege (tidak ada hukuman
tanpa undang-undang).

Selain itu Allgh luga berfirman dalam surat Al- Maldah ayat 48

Uaigh s oSl (pe 4330 (i Wl Bhiad (5l ol o) Wil 5
dﬂ\wdcbm?&c\ﬁ\é\ﬁjdﬂ\d}\m”’c'éSAlAﬂ\ﬂE:
oS3 h\ju\eﬁg B8 315 alglay de 5a i s (K
(,sue. (,s,éf‘m\g\ il Al 1 ARG 285 s &5l

"Dan Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad)
dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan
sebagai pemelihara atas kitab-kitab itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut
apa yang Allah turunkan dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan
meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara
kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki,
niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu
terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah
berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu
diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu."

Avyat ini menyatakan bahwa Nabi Muhammad diperintahkan untuk memutuskan
perkara berdasarkan apa yang telah Allah turunkan, vyaitu Al-Qur'an. Ini
menunjukkan bahwa hukum yang sah dalam Islam harus bersumber dari wahyu,
bukan dari keinginan atau nafsu manusia. Dalam konteks prinsip legalitas, hukum
harus berasal dari sumber yang memiliki otoritas yang sah, dan dalam Islam, otoritas

8Firdaus Analisis Kedudukan Hukum dalam Al-Qur’an (Suatu Analisis Keadilan
dan Kemanusian dalam Jurnal Hukum Diktum, (Makassar : Universitas Islam Negeri (UIN)
Alauddin, 2012) Volume 10, Nomor 2 h. 135

8 Surat Al-Ma'idah Ayat 48: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap |
Quran NU Online di akses pada tanggal 04 November 2024 pukul 22:12
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tertinggi adalah Allah, yang menurunkan wahyu-Nya melalui Al-Qur'an. Ini berarti
bahwa setiap tindakan hukum harus didasarkan pada undang-undang atau peraturan
yang jelas yang berasal dari otoritas yang diakui, dalam hal ini wahyu Allah.

Ayat ini mengingatkan bahwa dalam penegakan hukum, seseorang tidak boleh
mengikuti hawa nafsu manusia. Keputusan hukum harus objektif dan didasarkan pada
kebenaran, bukan pada preferensi pribadi, tekanan sosial, atau kepentingan kelompok
tertentu. Dalam konteks prinsip legalitas, ini mencerminkan due process of law atau
proses hukum yang adil, di mana keadilan diterapkan tanpa adanya bias atau
kepentingan pribadi. Dalam praktik hukum, prinsip ini memastikan bahwa penegakan
hukum dilakukan secara adil dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan individu atau
kelompok yang berpotensi menyimpang dari aturan yang benar.

Meskipun prinsip legalitas juga telah dianut dalam peraturan perundang-undangan
di Indonesia, namun Asas legalitas dalam Al-Quran didasarkan pada hukum yang
telah diturunkan oleh Allah, dan segala keputusan hukum harus sesuai dengan
ketetapan-Nya. Ini menjadikan hukum dalam perspektif Al-Quran bersifat transenden
karena bersumber dari Tuhan yang Maha Adil dan Maha Mengetahui.

Sementara prinsip legalitas yang diimplementasikan dalam negara kita untuk saat
ini masih belum menganut asas legalitas sebagaimana Al-Quran kehendaki secara
utuh dan hanya didasarkan pada undang-undang yang dibuat oleh manusia (positive
law). Hukum bersumber dari konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan
perjanjian antar individu atau negara. Sistem hukum Barat berkembang melalui
lembaga legislatif yang menyusun aturan hukum berdasarkan konsensus dan
kebutuhan masyarakat. Hukum bersifat secular dan rasional, artinya hukum dibuat
oleh manusia melalui proses demokratis atau pemilihan perwakilan rakyat, serta dapat
diubah sesuai perkembangan zaman.

3. Prinsip Akuntabilitas atau Pertanggungjawaban

Prinsip pertanggungjawaban dalam penegakan hukum dalam Al-Qur'an
berlandaskan pada nilai keadilan dan kejujuran. Setiap individu, terutama yang
berperan dalam penegakan hukum, bertanggung jawab atas tindakan mereka di dunia
dan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Penegak hukum harus bertindak
adil sesuai dengan kemampuannya dan bertanggung jawab atas keputusannya. 87

Allah SWT berfirman dalam Surat Shod ayat 26: ;88 uﬁ “\3453 L—U”A U JJ\J &
u.ml\ u\w\d.u.mucdlmﬁd}gj\@u‘ﬁj@dbwu\ol;;uuaJY\
L_\Lu;j\ \}uutummu\dcééj&\dmucujl‘ﬁ

"Wahal Daud sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu khalifah (penguasa)
di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan benar (adil)

87 Zamakhsyari Abdul Majid,” Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum Dalam Perspektif
Al-Qur’an (Studi Dengan Pendekatan Tafsir Maudlu’i) dalam Jurnal Al Marhalah: Jurnal
Pendidikan Islam (Bekasi: Sekolah Tinggi Tarbiyah Al Marhalah Al Ulya, 2017), vol. 1, No.
2,h. 30

8 Surat Shad Ayat 26 Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir | Baca di TafsirWeb di akses
pada tanggal 04 November 2024 pukul 22:12
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dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari
jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat
azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan."

Dalam ayat ini, prinsip pertanggungjawaban hukum sangat jelas ditekankan.
Penegak hukum, termasuk para pemimpin seperti Nabi Daud, diingatkan untuk
menjalankan tugas mereka dengan keadilan dan tidak mengikuti hawa nafsu. Jika
mereka menyimpang dari kebenaran, mereka akan menghadapi hukuman berat, baik
di dunia maupun di akhirat. Ayat ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban hukum
bukan hanya di hadapan manusia, tetapi lebih penting lagi di hadapan Allah, yang
akan menghisab setiap keputusan dan tindakan yang diambil.Ayat ini mengingatkan
kita bahwa kehidupan di dunia bukanlah akhir. Akan ada hari perhitungan (Yaumul
Hisab) di mana setiap perbuatan manusia, termasuk bagaimana seorang pemimpin
atau hakim menegakkan keadilan, akan diperhitungkan. Ini menekankan pentingnya
pertanggungjawaban di hadapan Allah.8®

Ayat ini menegaskan bahwa seorang pemimpin, terutama yang diberi wewenang
untuk menetapkan hukum, harus selalu berpegang pada kebenaran dan keadilan. Dia
harus menjaga agar hawa nafsu tidak memengaruhi keputusan-keputusannya.
Keadilan yang benar hanya bisa ditegakkan jika seseorang mematuhi perintah Allah
dan selalu mengingat hari perhitungan di akhirat, di mana setiap keputusan dan
perbuatan akan diperhitungkan.

Setiap penegak hukum harus menjauhkan diri dari sikap subjektif atau bias yang
didorong oleh hawa nafsu. Jika seorang penegak hukum tidak menjalankan hukum
berdasarkan kebenaran, mereka tidak hanya melakukan ketidakadilan terhadap
manusia, tetapi juga mengkhianati amanah yang diberikan Allah.

Penegak hukum tidak hanya bertanggung jawab kepada manusia, tetapi juga
kepada Allah. Di dunia ini, tindakan mereka mungkin tidak selalu dihukum secara
langsung, tetapi di akhirat mereka akan dimintai pertanggungjawaban penuh atas
setiap keputusan yang mereka ambil, terutama jika keputusan itu menimbulkan
ketidakadilan.

Allah SWT juga berfirman dalam Surat Al-Maidah ayat 49:

UA’—’U‘:‘J)M"U\?AJJ;\J?A"\)A\@'“YJ"M\ d).a\tu””’}s&\'b
u\j a@.\).mua:_'uMu Ay G e 55 Geten) B O
O sinld Wl Ge 1 5580
artinya:"Dan hakimilah di antara mereka dengan apa yang telah diturunkan Allah,
dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka, dan berhati-hatilah mereka agar
tidak menyesatkanmu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika

mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menginginkan untuk
menimpakan kepada mereka sebagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya banyak

8 Rossy anggi rachmayanti, “Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Pada Kisah Nabi
Dawud AS. (Analisis Kitab Al-Ibriz Juz 23 Qs. Shod Ayat 17-26)”, skripsi pada Universitas
Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto,2021 h. 55
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di antara manusia itu adalah orang-orang fasik."®

Ayat ini memberikan dasar yang kuat untuk memahami pertanggungjawaban
hukum dalam konteks Islam. Penegak hukum diharuskan untuk menjunjung tinggi
hukum Allah dalam setiap keputusan yang diambil, menahan diri dari hawa nafsu,
serta tetap waspada terhadap pengaruh luar yang dapat menyesatkan. Mereka harus
menyadari bahwa setiap keputusan akan dipertanggungjawabkan, baik di dunia
maupun di akhirat, dan bahwa ketidakadilan atau penyimpangan dari kebenaran akan
berakibat pada konsekuensi serius. Prinsip-prinsip ini harus menjadi pedoman bagi
setiap penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya.

Dengan demikian Pertanggungjawaban hukum dalam konsep Al-Quran sangat
terkait dengan konsep amanah (kepercayaan) yang diberikan oleh Allah. Penegak
hukum dan pemimpin diharapkan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran sesuai
dengan wahyu Allah. Dalam konteks ini, pertanggungjawaban tidak hanya bersifat
horizontal (antar manusia) tetapi juga vertikal (kepada Allah). Setiap keputusan dan
tindakan akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat.

Pertanggungjawaban tidak hanya dilaksanakan di dunia, tetapi juga
pertanggungjawaban kepada Allah di akhirat. Penegakan hukum dianggap sebagai
tugas suci yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Penegak hukum
harus menegakkan keadilan tanpa memihak dan harus menyadari bahwa tindakan
mereka akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.

Hal ini tentunya agak berbeda dengan pemahaman prinsip pertanggungjawaban
yang diinternalisasikan ke dalam peraturan perundang-undangan negara kita. Prinsip
pertanggungjawaban dalam sistem hukum positif negara kita hanya bersifat
pertanggungjawaban duniawi. Prinsip pertanggungjawaban penegak hukum diukur
melalui kepatuhan terhadap prosedur hukum dan prinsip-prinsip keadilan. Jika ada
pelanggaran terhadap hukum, ada sanksi yang ditetapkan, baik administratif maupun
pidana.

4. Prinsip Tauhid atau Akidah

Prinsip ini adalah prinsip yang paling utama dan penting dalam mengarahkan
seluruh proses kehidupan manusia.®* Keesaan Allah merupakan pilar utama dan dasar
dalam ajaran Islam. Islam mengajarkan bahwa hanya ada satu Tuhan bagi seluruh
umat manusia, bahkan untuk seluruh makhluk dan alam semesta, yaitu Allah SWT.
Prinsip ini telah menjadi bagian dari perjalanan kerasulan yang sangat panjang,
dimulai sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW, melalui 25 rasul yang
diutus oleh Allah kepada umat manusia.%

% Surat Al-Ma'idah Ayat 49 | Tafsirg.com di akses pada tanggal 04 November 2024
pukul 22:12

“Bva Sumasniar, “Tauhid dalam Pemikiran Ismail Raji Al-Farugi dan
Implementasinya dalam Humanisme Islam”, skripsi pada UIN RADEN FATAH Palembang,
2020, h. 60

9 Muhammad Tahir Azhary, Hukum Islam dalam Era Pasca Modernis, Pidato
Pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Indonesia,
23 Juli 1994 di Balai Sidang Kampus Ul Depok Jakarta.
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Sebesar apapun kebaikan yang dilakukan oleh seseorang atau seorang hamba, jika
tidak didasari oleh prinsip tauhid atau akidah yang benar, atau jika perbuatan tersebut
ditujukan kepada selain Allah, maka perbuatan itu dianggap tidak memiliki nilai.
Oleh karena itu, prinsip tauhid merupakan dasar utama dari semua prinsip yang ada
dalam Islam.%

Prinsip tauhid atau akidah dalam penegakan hukum dalam Al-Qur'an berperan
sebagai landasan utama dalam menetapkan keadilan dan kebenaran. Tauhid, sebagai
keyakinan kepada keesaan Allah, memberikan panduan bahwa segala hukum dan
keputusan harus berdasarkan aturan dan petunjuk Allah, bukan atas dasar hawa nafsu
atau kepentingan manusia. Prinsip tauhid menegaskan bahwa penegakan hukum
dalam Islam tidak hanya bertujuan mencapai keadilan di dunia, tetapi juga sebagai
bentuk ketaatan kepada Allah yang mahaesa dan mahakuasa.

Prinsip ini mengarahkan manusia untuk selalu merujuk pada Allah sebagai satu-
satunya sumber hukum yang mutlak. Setiap keputusan hukum yang diambil oleh
manusia harus sesuai dengan wahyu Allah, bebas dari hawa nafsu, dan didasarkan
pada keadilan. Selain itu, para penegak hukum harus sadar bahwa setiap tindakan
mereka akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah, baik di dunia maupun
di akhirat. Penegakan hukum yang sesuai dengan prinsip tauhid tidak hanya
menciptakan keadilan di dunia, tetapi juga memastikan kesejahteraan ukhrawi yang
lebih besar.

Allah Swt berfirman dalam Surat Al-Maidah ayat 44 sebagai berikut:

\jzmum\wm\@gs; J;sjdsis@c\ ﬂ\u}\u
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“Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya (ada) petunjuk
dan cahaya. Dengan kitab itu, para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi
keputusan hukum untuk orang-orang Yahudi, begitu juga para ulama mereka dan
pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan untuk memelihara
sebagian dari kitab Allah dan mereka menjadi saksi atasnya. Karena itu, janganlah
kalian takut kepada manusia, tetapi takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kalian
menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barangsiapa tidak memutuskan
perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang
kafir.”

Ayat yang Anda sampaikan (QS. Al-Maidah: 44) menekankan prinsip tauhid atau
akidah dalam penegakan hukum. Prinsip tauhid dalam penegakan hukum
mengajarkan bahwa rasa takut atau ketundukan hanya boleh diarahkan kepada Allah,
bukan kepada manusia. Dalam konteks hukum, keputusan harus dibuat berdasarkan
perintah Allah, bukan karena tekanan dari orang lain atau kekuasaan duniawi.

% A. Salman Maggalatung, Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum, Keadilan dan HAM,
Dimensi Keislaman dan Keindonesiaan, (Makasar: Focus Grahamedia, 2014) Cet. 2, h. 40-
41
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Ayat ini menegaskan bahwa tidak menegakkan hukum berdasarkan apa yang
Allah turunkan merupakan bentuk kekafiran, karena tidak menghormati ketuhanan
dan keesaan Allah dalam menetapkan hukum. Selain itu ayat ini dengan tegas telah
menggarisbawahi bahwa penegakan hukum harus didasarkan pada prinsip tauhid,
yaitu keyakinan kepada keesaan Allah dan ketundukan penuh kepada perintah-Nya.
Hukum yang ditegakkan harus berasal dari wahyu-Nya, tanpa dipengaruhi oleh hawa
nafsu, tekanan manusia, atau kepentingan duniawi.

C. Penafsiran Ayat-Ayat Penegakan Hukum Dalam Al-Qur’an

Pada masa Rasulullah saw, proses penegakan hukum melalui peradilan
berlangsung dengan sangat sederhana. Jika seseorang menghadapi suatu masalah, ia
bisa langsung menemui Rasulullah untuk meminta keputusan tanpa harus menunggu
waktu atau mencari tempat tertentu. Meskipun sederhana, proses peradilan yang
dilakukan olenh Nabi Muhammad saw tetap mengandung syarat-syarat penting.
Ketika terjadi sengketa antara dua pihak yang mengklaim kebenaran, keputusan tidak
boleh diambil sebelum hakim mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak.
Setelah mendengarkan keterangan tersebut, juga diwajibkan adanya bukti yang
disertakan oleh pihak yang melaporkan, serta sumpah dari pihak yang dilaporkan.

Pada masa Rasulullah saw, kedua pihak yang bersengketa dapat bebas
mengemukakan pendapat mereka di hadapan Nabi, sehingga masing-masing pihak
bisa mendengar apa yang disampaikan oleh lawannya. Alat bukti yang digunakan
dalam proses peradilan meliputi pengakuan, saksi, sumpah, firasat, dan lainnya.

Mengenai waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perkara, prosesnya
berjalan cepat, dari keputusan hingga eksekusi dilaksanakan langsung tanpa
penundaan. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa hadits, seperti ketika Nabi
memutuskan sengketa antara Ka’ab ibn Malik dan Ibn Abi Hadrad terkait utang. Nabi
memutuskan agar Ka’ab mengambil setengah dari utangnya dan merelakan sisanya,
lalu segera memerintahkan Ka’ab untuk melaksanakan keputusan tersebut. Proses
peradilan pada masa Rasulullah saw biasanya dilakukan di masjid, namun juga
pernah diadakan di lapangan, saat perjalanan, dan di teras rumah. Proses peradilan
pada masa itu pun masih sangat sederhana dalam hal prosedur.®

Rasulullah saw selalu menjadikan wahyu Allah sebagai landasan utama dalam
memutuskan dan menetapkan perkara hukum. Setiap keputusan yang diambilnya
selalu merujuk pada petunjuk ilahi yang diturunkan melalui al-Qur'an, yang berfungsi
sebagai pedoman utama dalam penegakan keadilan dan kebenaran.®® Keberpihakan
Rasulullah terhadap keadilan tercermin dalam setiap tindakannya sebagai pemimpin
dan hakim, dimana beliau tidak hanya mengandalkan wahyu tetapi juga membuat
berbagai ketetapan yang menjadi panduan bagi para gadhi (hakim) yang bertugas
setelahnya.

Untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan ditegakkan dengan benar
dalam proses peradilan, Rasulullah saw menetapkan empat perangkat hukum yang
menjadi rujukan bagi para hakim dalam memberikan hak kepada pihak-pihak yang

% Abdul Manan, Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan (Jakarta: Kencana,
2010), Cet. 2, h. 78.

% Alaidin Koto, Sejarah Peradilan Islam (Jakarta: PT. RajaGrafindo Pers, 2016), h.,
39-40
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terlibat dalam perselisinan. Dalam banyak kasus, Rasulullah saw menekankan
pentingnya bukti yang jelas, pengakuan, sumpah, dan kesaksian yang valid serta
penolakan untuk bersumpah sebagai dasar pengambilan keputusan hukum.
Pedoman ini dibuat untuk menghindari kesalahan dalam keputusan, serta untuk
memastikan bahwa setiap individu yang memiliki hak, mendapatkan keadilan yang
seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan Allah swt.
Dengan demikian, Rasulullah saw tidak hanya memimpin sebagai utusan Allah,
tetapi juga sebagai seorang hakim yang arif dan bijaksana, menjunjung tinggi nilai-
nilai moral dan etika dalam setiap proses penegakan hukum yang
dilakukan.Penegakan hukum yang dilakukan secara konsisten oleh Nabi yang
kredibel dengan berlandaskan Al-Qur’an telah meningkatkan kepercayaan
masyarakat terhadap pemerintah dibawah kendali Nabi pada saat itu.

Berikut beberapa ayat-ayat penegakan hukum di dalam Al-Qur’an berikut
penafsirannya:

1. Surat Al-Maidah ayat 44

|salid (all & 52l L 2825 9585 53 e Lo T W G)
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“Sungguh, Kami yang menurunkan Kitab Taurat; di dalamnya (ada) petunjuk dan
cahaya. Yang dengan Kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi
putusan atas perkara orang Yahudi, demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta
mereka, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka
menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia,
(tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayat-Ku dengan harga
murah. Barangsiapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka
mereka itulah orang-orang kafir. ”

Tafsir Mufrodat:

Cysa 3l Orang-orang alim yang ahli ibadah®’
_‘)L\;\J\ Orang-orang vyang alim. Penamaan demikian dikarenakan

pengaruh ilmu mereka yang tetap ada di hati masyarakat serta
pengaruh perbuatan baik mereka yang diikuti.®

%\hg_:; Terkadang dikatakan untuk menunjukan saksi dan orang yang
menyaksikan sesuatu. Mujahid berkata: Maknanya adalah orang-
orang yang dapat bersaksi (baik) untuk kalian. Sedangkan sebagian

% Abu Bakar Jabir Al-Jaza’iri, Minhajul Muslimin, Terj. Andi Subarkah (Surakarta:
Insan Kamil, 2009). h. 906

9 Ahmad Mushthafa Al- Maraghi, Tafsir Al-Maraghi, Terjemahan (Semarang:CV
Toha Putra, 1993), Jilid 6, Cet. 2, h. 93

% Ar Raghib Al Ashfahani, Kamus Al-Qur’an, Terj. Ahmad Zaini Dahlan (Depok:
Pustaka Khazanah Fawa' id, 2017), Cet. 1, h. 452
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ahli tafsir berkata: Maknanya adalah orang-orang yang dianggap
hadir (ada) meskipun mereka tidak ada.*

(huda) dalam bahasa Arab berarti petunjuk atau pembimbing.
¢ Dalam konteks agama Islam, "Auda" merujuk pada petunjuk dari
Allah SWT yang mengarahkan manusia menuju jalan yang benar
dan lurus, yaitu keimanan dan ketaatan kepada Allah. Kata ini
sering muncul dalam Al-Qur'an untuk menggambarkan fungsi
wahyu atau ajaran Ilahi sebagai panduan hidup bagi manusia agar

tidak tersesat dan mencapai keselamatan di dunia dan akhirat.

3 ): 5 (wa nar) dalam bahasa Arab berarti *dan cahaya* atau dan
z penerang. Dalam konteks Islam, "nar" digunakan untuk

menggambarkan cahaya yang membawa pencerahan atau petunjuk
dari Allah SWT, yang menyinari jalan kehidupan manusia agar
mereka dapat melihat dengan jelas mana yang benar dan mana
yang salah. Cahaya ini bisa merujuk pada iman, Al-Qur'an, atau
bahkan hidayah dari Allah yang menerangi hati dan pikiran. Dalam
Al-Qur'an, "nar" sering dihubungkan dengan kebenaran dan
kebijaksanaan llahi
] s 'y | Dalam bahasa Arab berarti "mereka telah menyerah™ atau "mereka
telah berserah diri.” Kata ini yang berkaitan dengan perdamaian,
penyerahan diri, atau kepatuhan. Dalam konteks Islam, sering kali
merujuk kepada tindakan seseorang atau sekelompok orang yang
telah berserah diri dan tunduk kepada Allah, yaitu menerima Islam
sebagai agama dan jalan hidup mereka. Makna ini menunjukkan
aspek ketundukan atau kepatuhan dalam keimanan kepada Allah,
yang menjadi inti dari konsep "Islam" itu sendiri, yang berarti
"penyerahan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah."
djj 1< Dalam bahasa Arab berarti "Kitab Allah", ini merujuk pada wahyu
-t yang diturunkan oleh Allah kepada umat manusia sebagai
pedoman hidup. Kitab Allah yang dimaksud terutama adalah Al-
Qur'an bagi umat Islam, yang dipercaya sebagai firman Allah yang
diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk dan
bimbingan untuk mencapai kehidupan yang benar dan taat kepada-
Nya. Selain Al-Qur'an, Kitab Allah juga mencakup kitab-kitab
sebelumnya seperti Taurat, Zabur, dan Injil yang juga diturunkan
kepada para nabi terdahulu untuk menyampaikan pesan Allah pada
umat mereka.
278 Berasal dari bahasa Arab, biasanya dari akar kata (khasyah), yang
artinya adalah takut atau takut disertai rasa hormat. Ini sering
digunakan dalam konteks agama untuk menggambarkan rasa takut
atau kagum kepada Allah yang diiringi penghormatan dan
kerendahan hati. Dalam Al-Qur'an, istilah ini sering
menggambarkan perasaan hati yang penuh rasa takut karena

% Ar Raghib Al Ashfahani, Kamus Al-Qur’an, Terj. Ahmad Zaini Dahlan (Depok:
Pustaka Khazanah Fawa' id, 2017), Cet. 1 h. 415
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kebesaran dan kekuasaan Allah, namun diiringi dengan cinta dan

penghormatan, bukan sekadar ketakutan biasa.

C) F %8 & "S’\’ Kata (Al-Kafirun) dalam bahasa Arab berarti "orang-orang yang
- kafir" atau "orang-orang yang tidak percaya." Istilah ini sering

digunakan dalam konteks agama Islam untuk merujuk kepada

mereka yang menolak atau tidak mengakui ajaran Allah dan Nabi

Muhammad

Ayat ini diturunkan bersamaan dengan surat Al-Maidah ayat 41 dan 42, yang
terkait dengan peristiwa di mana kaum Yahudi menghukum seorang pezina dari
kalangan mereka dengan cara mencambuk dan menghitamkan wajahnya dengan
arang. Mereka telah menyimpang dari hukum Taurat yang sebenarnya mewajibkan
hukuman rajam bagi pezina yang sudah menikah. Penyimpangan ini terjadi karena
banyaknya kasus perzinaan yang melibatkan orang-orang kaya dan terhormat di
antara mereka. Rasulullah merasa prihatin dengan situasi tersebut, hingga akhirnya
Allah menurunkan ayat-ayat ini sebagai petunjuk.1%

Diceritakan bahwa ketika seorang pezina dari kalangan mereka dihukum, mereka
tidak menerapkan hukuman yang sebenarnya diatur dalam Taurat, yaitu rajam
(hukuman lempar batu) bagi pezina yang sudah menikah. Sebaliknya, mereka
memilih hukuman yang lebih ringan, yakni mencambuk pelaku dan menghitamkan
wajahnya dengan arang. Hal ini mereka lakukan terutama untuk melindungi orang-
orang kaya dan terhormat yang sering kali terlibat dalam perzinaan.

Penyimpangan ini mencerminkan kemerosotan moral di kalangan mereka, di
mana hukum Allah yang adil diabaikan demi melindungi kepentingan orang-orang
berpengaruh. Rasulullah, yang mengetahui keadaan tersebut, merasa sedih dan
prihatin dengan ketidakadilan ini. 1a melihat bagaimana kaum Yahudi tidak lagi setia
pada kitab suci mereka sendiri, bahkan dalam masalah yang sepenting penegakan
hukum.

Atas dasar kondisi ini, Allah menurunkan beberapa ayat dalam surat Al-Maidah,
termasuk ayat 41, 42, dan 44. Ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa Taurat telah
diturunkan oleh Allah sebagai kitab yang mengandung petunjuk dan cahaya, serta
memberikan arahan yang jelas bagi para nabi, ulama, dan pemuka agama untuk
menegakkan hukum dengan benar. Allah mengingatkan bahwa mereka yang
bertanggung jawab untuk menjaga kitab-Nya harus menjadi saksi atas kebenarannya
dan menjalankan hukum sesuai dengan apa yang Allah turunkan, tanpa merasa takut
kepada manusia atau menukar ayat-ayat-Nya dengan keuntungan duniawi yang
sepele.

Dalam tafsir Adhwa 'ul Bayan, Syaikh Asy-Syangithi (W 1393 H) menerangkan
bahwa dalam ayat ,

elags ale 15885 ) A ha [PAEEESA L, Allah memberitahukan bahwa
para pendeta dan rahib itu diminta untuik memelihara kitab Allah, yakni yang
dititipkan kepada mereka dan minta untuk menjaganya. Allah SWT tidak

100 Muchlis M. Hanafi (ed.), Asbabun-Nuzul, Kronologi dan Sebab Turun Wahyu
Al-Qur’an (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur’an Balitbang dan Diklat Kementerian Agama
RI, 2015), Cet. 2, h. 2019
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menjelaskan disini apakah mereka melaksanakan perintah itu atau tidak, namun
dalam ayat lain dijelaskan bahwa mereka tidak melaksanakan perintah tersebut dan
justru merubah dan menggantinya secara sengaja.*

Teungku Muhammad Hasbi Assyidigi (W 1975) menjelaskan bahwa yang
dimaksud Rabbani dan ahbar dalam ayat ini adalah keturunan Harun yang saleh dan
mereka hidup pada masa tidak ada nabi. Hal itu terjadi karena nabi-nabi telah
mengambil janji dari mereka bahwa mereka akan berlaku saleh 102 .

Mengenai ayat: UJJQSS\ e-% ‘J:UJG A d)—*\ LA-’ esé-\ el (A3, Teungku

Muhammad menjelaskan, menukil kata Ikrimah: “orang yang tidak menghukumi
sesuatu dengan apa yang diturunkan oleh Allah dihukumi sebagai orang kafir, jika
orang itu mengkufuri dengan hati dan membantah dengan lisannya. Adapun orang
yang mengetahui hukum Allah dengan hatinya dan mengakui dengan lisannya, tetapi
dia menjalankan hukum yang bertentangan dengan ketentuan Allah, maka dia hanya
dipandang telah meninggalkan hukum Allah, tidak dipandang telah kafir. Dan dia
tidak termasuk dalam ayat ini.'%

Sayyid Qutb (W 1966 M) menjelaskan mengenai ayat tersebut, bahwa pernyataan
dalam ayat tersebut adalah pernyataan umum sebagaimana dikandung dalam lafal
“man” siapa saja sebagai isim syarat dan jumlah setelahnya, yang menunjukkan
keberlakuannya melampui batas-batas lingkungan dan kondisi masa, dan tempat.
Hukumnya berlaku umum atas semua orang yang tidak memutuskan perkara dengan
apa yang diturunkan Allah pada generasi kapan pun dan dari bangsa manapun. Orang
yang menolak untuk menerapkan hukum Allah ini dihukum kafir karena telah
menolak uluhiyyah dan hak Istimewa Allah untuk menetapkan syariat dan hukum.%
Mereka telah mengklaim kedaulatan Allah untuk menetapkan hukum bagi hamba-
hambanya sehingga pantas apabila dihukum kafir.

Sedangkan M. Quraish Shihab dalam tafsirnya menjelaskan bahwa yang
dimaksud dengan kata an-nabiyyun (para nabi) adalah Nabi Muhammad SAW.
Meskipun Annabiyyun berbentuk jamak, namun penggunaan bentuk jamak tersebut
dalam rangka pengagungan kepada Nabi Muhammad SAW. Selain itu Quraish shihab
sepakat terhadap pemahaman kata Rabbaniyun sebagai para mujtahid dan al-Ahbar
sebagai ulama-ulama, meskipun belum sampai tingkatan mujtahid.%

Adapun terkait dengan penutup ayat 44 dari Surat Al-Maidah, M. Quraish Shihab
menjabarkan lebih lanjut bahwa ayat tersebut dapat dipahami sebagai sebuah
kecaman keras terhadap mereka yang menetapkan hukum yang bertentangandengan
hukum-hukum Allah. Hasanain Makhluf yang juga pernah menjabat sebagai mufti
Mesir mengomentari penggalan ayat ini yang pada prinsipnya menjelaskan perbedaan

101 Asy-Syanqithi, Tafsir Adhwa’ul Bayan, Tafsir Al-Qur’an dengan Al-Qur’an,
Terj. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Jilid 2, Cet. 1, h.141

102 Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nuur,
(Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), Jilid 2, Cet. 2, h. 1087

103 Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nuur,
Jilid 2, h.1088

104 sayyid Quthb, Tafsir Fi Zhilalili Qur’an, dibawah Naungan Al-Qur’an,
Terjemahan (Jakarta: Gema Insani, 2004) h. 236-237

105 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an,
(Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol. 3, Cet. 2, h.104
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ulama tafsir dalam memahami ayat ini dan ayat setelahnya. Ayat pertama (ayat 44)
ditujukan kepada orang-orang Muslim yang kedua (ayat 45) ditujukan kepada orang
Yahudi dan yang ketiga (ayat 47), dimaksudkan kepada orang-orang Nashrani.
Meskipun demikian, menurutnya sifat kafir yang disandangkan kepada orang
beriman dapat dipahami hanya sebagai sebuah kecaman yang amat keras dan tidak
dapat diartikan dalam arti kekufuran yang menyebabkan keluarnya mereka dari
agama. Di sisi lain, jika non- muslim dinilai fasik atau zalim,maka maksudnya adalah
pelampauan batas dalam kekufuran.1%

Ibnul Ambari (W 577 H) menafsirkan bahwa orang (Islam) yang tidak berhukum
dengan hukum yang Allah turunkan, berarti telah melakukan perbuatan yang
menyerupai perbuatan orang-orang kafir, karenanya ia telah menyerupai mereka.**’
Adapun Ibnu Abbas RA dan muridnya Ikrimah berpendapat mengenai Surat Al-
Maidah ayat 44 bahwa ayat tersebut turun bagi siapapun yang mengingkari hukum
Allah. Sedangkan orang vyang tidak mengingkarinya meskipun tidak
melaksanakannya, maka ia bukan orang yang dimaksudkan oleh ayat ini. %

Surat Al-Maidah ayat 45

w )‘,ﬂe

5 ':--:I__Ii:-‘d aJ\AS }@A pL x| d.‘u.aq uAS ua\.».a& C});j\j u.u.d\_\ :}:.d\) ud‘}[\.}

PRt

'"'wwqg}umd}\uesgg

“Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa
nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga
dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang
sama). Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa
baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang
diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.”

Tafsir Mufrodat:
5‘,1_,_‘@ Artinya pembalasan. Yang dimaksud dengan pembalasan ialah
pembalasan yang dikenakan kepada orang lain yang melakukan
pembunuhan dengan cara dibunuh juga. Hukuman tersebut
dijatuhkan oleh hakim melalui proses pengadilan. Namun kalau
keluarga yang terbunuh tersebut memaafkan si pembunuh, maka
hukuman gisas tidak berlaku lagi dan sebagai gantinya si pembunuh
harus membayar diyat sebanyak 100 ekor unta atau seharganya.'%°

106 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran,
(Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol. 3, h. 106

107 Muhammad bin Umar ar-Razi, Mafatihul Ghaib, (Beirut, Darul Fikr: 1401 H/1981
M), cetakan pertama, juz Xll, h. 7

108 Muhammad bin Umar ar-Razi, Mafatihul Ghaib, h. 7

109 Rahmat Taufiq Hidayat, Khazanah Istilah Al-Qur’an, (Bandung: Mizan, 1996),
Cet. VI, h. 113.
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34

Bentuk jamak dari kata z > (jurh) yang artinya “luka”.*'°Luka yang
dimaksud disini adalah segala bentuk luka dan harus dibalas sesuai
dengan luka yang dialami si penderita

>
.

3 HlS

Secara umum kaffarah artinya penutup satu kesalahan atau dosa.
Dalam kajian hukum atau tiga macam kaffarah: (i) kaffarah sumpah;
(i) kaffarah zihar; (iii) kaffarah puasa. Kesemua kaffarah tersebut
dilakukan dengan berpuasa atau memberi makan fakir miskin.
Adapun yang dimaksud kaffarah dalam konteks ayat ini adalah
sebagai penebus kematian, luka yang diderita seseorang akibat
perbuatannya dengan cara menerima perlakuan yang sama.

P

1’."«5 -~
—J

Dalam bahasa Arab berarti "Dan Kami telah menulis" atau "Dan
Kami telah menentukan." Biasanya, ini merujuk pada penetapan
ketentuan atau hukum oleh Allah.

)

- ~'.’“

"Jiwa" atau "diri.” Istilah ini sering merujuk pada aspek psikologis,
emosional, dan identitas seseorang. dalam konteks yang lebih luas,
dan juga dapat menggambarkan keadaan mental dan spiritual
individu.

gl

(Al-‘ayn) dalam bahasa Arab memiliki beberapa arti, tergantung
pada konteksnya. Secara umum, arti dari al-‘ayn adalah "mata.”
Selain itu, dalam konteks yang lebih luas dapat berarti "sumber air"
atau "mata air." Kata ini memiliki makna yang penting dalam bahasa
Arab dan sering digunakan dalam berbagai ungkapan dan istilah.

(Wal-anfa) dalam konteks Surah Al-Maidah ayat 45 merujuk pada
perintah untuk menetapkan hukum. Dalam ayat tersebut, Allah
memerintahkan kepada umat Muslim untuk menjalankan hukum
balasan terhadap orang yang melakukan pelanggaran, termasuk
menghukum dengan "gisas" (balas dendam yang setimpal) atau
tebusan yang adil.

Wal-udzhun dalam bahasa Arab berarti "dan telinga." Kata ini
merupakan bentuk jamak dari "o3" (udzhun), yang berarti telinga.
Dalam banyak konteks, telinga sering kali diasosiasikan dengan
pendengaran dan komunikasi.

Kata (wa al-sinn) berarti "dan (untuk) gigi." Ayat ini berbicara
tentang hukum-hukum yang diberikan kepada Bani Israel, termasuk
hukum tentang pembalasan dan hukuman. Berikut adalah konteks
dari ayat tersebut: "Dan Kami tetapkan bagi mereka di dalamnya:
'Hukum Qisas (pembalasan) berupa jiwa dengan jiwa, dan mata
dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, dan gigi
dengan gigi, dan (luka) yang sama (dari) luka." (QS. Al-Maidah: 45)
Avyat ini menekankan prinsip keadilan dalam sistem hukum Islam,
di mana hukuman harus setimpal dengan kesalahan yang dilakukan

Kata (tashaddaga) dalam bahasa Arab berarti "memberikan
sedekah" atau "beramal." Dalam konteks agama Islam, ini merujuk

110 Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdhar, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia,
(Yogyakarta: Yayasan Al-Maksum Pondok Pesantren Krapyak, 1996), cet. 1, h. 665.
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pada tindakan memberi kepada orang yang membutuhkan sebagai
bentuk kepedulian dan kebaikan.

Diturunkan ayat ini berkenaan dengan adanya seorang Yahudi yang melakukan
pembunuhan terhadap seseorang yang lain. Kemudian mereka meminta fatwa kepada
Rasulullah SAW tentang hukum pembunuhan tersebut. Mereka akan menerima
ketetapan Rasulullah SAW apabila beliau menetapkan hukum diyat (denda). Kalau
memberikan fatwa hukum gishas, mereka tidak ada akan mentaatinya.''! Sehingga
kemudian Allah menurunkan ayat 41-45 surat Al-Maidah sebagai respon atas
perilaku orang Yahudi tersebut yang menunjukkan ketegasan hukum Allah untuk
menegakkan keadilan.

Abu Daud (W 889 M) meriwayatkan dengan sanad yang perawinya adalah
perawi ash Shahih dari Ibnu Abbas yang pada prinsipnya mengatakan bahwa orang
Yahudi selalu tidak adil dalam menerapkan hukum diantara kaum Yahudi tersebut.
Mereka menerapkan hukum yang tidak sama antara golongan Yahudi yang lebih
terhormat dengan golongan Yahudi lainnya. Ketika bani Quraizhah membunuh
seorang dari bani Nadhir, maka bani Quraizhah akan dikenakan hukuman dibunuh
atas perbuatannya tersebut. Hal tersebut tidak terjadi sebaliknya, bilamana ada
seorang dari bani Nadhir yang membunuh seseroang dari bani Quraizhah, maka
karena bani Nadhir dianggap lebih mulia dibandingkan bani Quraizhah, seseroang
dari bani Nadhir tersebut cukup dihukum dengan denda 100 wasak kurma. Ketika
mereka mendatangani Nabi untuk meminta fatwa, maka turunlah ayat: “Dan jika
kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara) itu di antara mereka
dengan adil.”*?

Perintah pelaksanaan hukum gishas-dalam Sejarah-sebetulnya telah pernah
diberlakukan kepada umat Yahudi. Hal ini sebagaimana termaktub dalam kitab
Taurat (kitab keluaran) pasal 21:

“Tetapi jikalau ada bahaya kematian besertanya, maka seharusnya jiwa diganti
jiwa. Mata diganti mata, gigi diganti gigi, tangan diganti tangan, kaki diganti kaki.
Keturunan diganti keturunan, luka diganti luka, bincut diganti bincut.!*3

Meskipun sudah ada ketentuan sebelumnya mengenai hukum Qishas didalam
kitab suci taurat, namun kaum Yahudi ini berusaha menyelisihi ketentuan dalam kitab
sucinya karena mereka tetap memberlakukan perbedaan atas dasar strata sosial dalam
menerapkan hukum. Golongan Yahudi yang lebih mulia stratanya akan mendapatkan
keringanan hukuman dibandingkan dengan golongan Yahudi yang lebih rendah
kedudukannya. Bahkan untuk menjustifikasi perilakunya tersebut mereka juga
meminta fatwa kepada Nabi, yang kemudian Allah menegaskan melalui ayat-Nya
agar nabi memberlakukan keadilan dalam penerapan hukum.

11 A Mudjab Mahali, Asbanun Nuzul: Studi Pendalaman Al Qur’an, (Jakarta: PT
Rajagrafindo Persada, 2002), Cet.1, h.321.

112 Shaikh Mugpbil bin Hadi al-Wadi’1, Shahih Asbabun Nuzul, Seleksi Hadis-Hadits
Shahih, Sebab Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur’an, Terj. Imanuddin Kamil, (Jakarta: Pustaka as-
Sunnah, 2007) Cet. 1, h. 200.

13Ahmad Mushthafa Al- Maraghi, Tafsir Al-Maraghi, Terjemahan (Semarang:CV
Toha Putra, 1993), h. 231
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Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah, bahwa ayat ini menekankan
bahwa ketetapan hukum di atas ditetapkan kepada bani Isra’il sebagaimana dalam
syariah Kkitab Taurat. Hal ini untuk menyatakan bahwa prinsip-prinsip yang
ditetapkan oleh Al-Qur’an adalah serupa dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan
Allah kepada umat-umat sebelumnya, sehingga diharapkan bahwa prinsip-prinsip
tersebut dapat diterima dan dilaksanakan oleh semua umat termasuk umat Islam.4

Namun demikian tidak sama persis dengan bunyi redaksi Taurat diatas, redaksi
ayat al-Qur’an yang ditafsirkan ini hanya memberikan beberapa contoh, yakni
disamping nyawa adalah anggota badan yang terdapat di bagian kepala manusia,
mata, hidung dan gigi. Bagian-bagian tersebut dijadikan contoh karena biasanya
dalam upaya membunuh-terutama dimasa lampau-seseorang mengarahkan
pedangnya pada bagian leher seseorang, dan Ketika itu tidak jarang mata, hidung dan
gigi merupakan sasaran yang terkena pukulan atau tebasan pedang. Meskipun
demikian dalam ayat ini, Allah juga menekankan bahwa langkah “memaafkan” dalam
konteks gishas ini hendaknya harus dilakukan dengan keikhlasan sebagaimana
perbuatan Sodakoh, yang akan menjadi pelebur dosa bagi pelakunya.

Ayat ini menurut M Quraish Shihab hanya berbicara tentang tindak kriminal yang
disengaja, tidak yang berbentuk keliru atau tidak sengaja. Ini karena konteks kecaman
terhadap Bani Isra’il adalah dalam konteks perbuatan kriminal yang disengaja.'®

Penutup ayat ini,” Barang siapa tidak memutuskan (perkara) menurut apa yang
diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim,” mengesankan
bahwa anjuran memberikan maaf bukan berarti melecehkan hukum gishash, karena
hukum ini mengandung tujuan yang sangat agung, antara lain mencegah siapapun
untuk melakukan penganiayaan dan mengobati hati yang teraniaya dari keluarga
korban. Sehingga bila hukum ini dilecehkan, maka akan terjadi kezaliman.

Menurut Ibnu Katsir (W 1373), ayat 45 Surat Al-Maidah ini termasuk cercaan
dan celaan terhadap orang-orang Yahudi karena pelanggaran mereka terhadap hukum
taurat yang menerapkan hukum Qishas. Orang-orang Yahudi ini juga menyalahi
hukum rajam terhadap pezina muhshan, mereka menggantinya dengan apa yang
mereka istilahkan dengan cambuk, pencorengan muka (dengan arang), dan
dipertontonkan kepada khalayak ramai.''®

Sementara Hamka (W1981 M) dalam tafsirnya mengartikan kalimat Rabbani,
dengan pendeta-pendeta. Arti yang asal dari Rabbani ialah orang-orang yang telah
mendalam rasa ketuhanannya, telah menyediakan diri untuk Tuhan semata-mata.
Sedangkan kalimat Ahbar, diartikan orang alim.

Maka pendeta-pendeta dan orang-orang alim Bani Israilpun meneruskan
memegang amanat yang diamanatkan Rasul-rasul, bilarnana Rasul-rasul dan Nabi-
nabi itu tidak ada lagi, supaya merekapun meneruskan pimpinan terhadap Bani Israil
menurut Hukum Taurat, jangan dirubah-rubah. "Dan adalah mereka itu menjadi saksi
atasnya."Yaitu bahwa orang tua-tua Bani Israil yang hidup di zaman Rasulullah s.a.w.

114 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an,
(Jakarta: Lentera Hati, 2002), Cet. 2, h.106-107

115 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an,
(Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 108

116 Abdillah bin Muhammad bin abdirrahman bin Ishak Ali Assyiikh, Tafsir lonu
Katsir (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’l, 2007), Cet. 5, h. 94-95
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menjadi saksi atas kebenaran hal itu, tidak dapat mereka memungkirinya, karena
memang demikianlah halnya.**’

Allah berfirman. ujelu\ eA d-\jjlﬁ ) d}" \-AJ eSA-J (J (R, artinya:
“Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah,
mereka itu adalah orang-orang yang zhalim.” Dari Thawus dan ‘Atha’, keduanya
mengatakan:”Kezhaliman yang tidak sampai kepada kekufuran.”®

Dalam tafsir Fi Zhilalil Qur’an, yang ditulis oleh Sayyid Qutb (W 1966 M),
dijelaskan lebih lanjut bahwa hukum-hukum gishas ini juga tetap diberlakukan dalam
syariat kaum muslimin, yang dating untuk menjadi syariat bagi manusia hingga akhir
zaman, meskipun hanya berlaku di negara Islam, yang memberlakukannya secara
tulen. Karena pemerintah Islam tidak dapat memberlakukannya di luar batas-batas
Darul Islam, (Negara Islam) Dan sehubungan dengan penutup ayat tersebut yaitu

ayat: u;—«”aj\ aﬁ d-ﬁj\ﬁ ) dj:\ B eSA-\ (J (A3, menurut Sayyid Qutub (W

1966 M), ungkapan ini  bersifat umum, tidak ada mukhashis yang
mengkhususkannya. Tetapi, disini dipergunakan sifat baru yaitu “zalim”. Sifat baru
ini merupakan tambahan bagi sifat lain bagi orang yang tidak mau memutuskan
perkara dengan apa yang diturunkan Allah. Maka orang yang tidak memutuskan
perkara dengan apa yang diturunkan Allah, maka akan disifati kafir karena menafikan
kuulihiyyah nya Allah dan disifati dengan zalim karena telah menzalimi diri sendiri
dengan mengaku memiliki hak membuat syariat dan hukum buat manusia.*®

Dalam konteks Indonesia sendiri dalam memaknai Ayat 45 dari Surat Al-Maidah
tersebut, terutama pada kalimat penutupnya, Hamka, dalam tafsir Al-Azhar,
menjabarkan bahwa Indonesia, secara hukum dapat dikatakan bahwa selain menjadi
sebuah Negara Kesatuan, negara ini juga didirikan atas persetujuan berbagai
golongan besar dalam negeri pada bulan Juli 1945, yang dikenal sebagai Piagam
Jakarta. Golongan-golongan tersebut terdiri dari Islam, Nasionalis, dan Kristen. Para
pemimpin yang mengadakan perjanjian ini memenuhi syarat-syarat yang cukup untuk
disebut sebagai "Ahlul Halli wal 'Aqdi.” Isi dari perjanjian tersebut adalah untuk
membentuk sebuah negara di mana semua golongan dijamin kebebasan dalam
menjalankan kepercayaan masing-masing; bahkan sempat ditegaskan bahwa umat
Islam harus dapat menjalankan syariat agamanya.

Oleh karena itu, negara ini didirikan berdasarkan kesepakatan bersama atau
'‘Uqud, yang diperintahkan kepada orang-orang beriman untuk disempurnakan.
Menurut awal Surat al-Maidah, perjanjian ini wajib dijaga dan dissmpurnakan karena
perjanjian ini tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula mengharamkan yang
halal. Bahkan, jika bukan karena adanya Piagam Jakarta ini, kemerdekaan yang kita
raih sekarang mungkin tidak akan tercapai.'?

C. Surat Al-Maidah ayat 47-48

117 Hamka, Tafsir Al-Azhar, (Singapura: Pustaka Nasional, 1978), h. 1745

118 Apdillah bin Muhammad bin Abdirrahman bin Ishak Ali Assyikh, Tafsir lbnu
Katsir, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’l, 2007), Jilid 3, h.98

119 Sayyid Quthub, Tafsir Fi Zhilalil Qur an, dibawah Naungan Al-Qur’an, (Jakarta:
Gema Insani, 2004) Terj. h. 237-239

120 Hamka, Tafsir Al-Azhar, jilid 3, (Singapura: Pustaka Nasional Pte. Ltd.), h. 1751
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Ayat 47: "Dan hendaklah AhI| |nd| memutuskan perkara menurut apa yang
diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa
yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik."

Ayat 48: "Dan Kami telah menurunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Qur'an) dengan
kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjadi pengawas
terhadapnya; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan,
dan janganlah kamu mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran
yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, Kami berikan
aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu
dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap
pemberian-Nya kepadamu. Maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan.
Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitakan-Nya kepadamu
apa yang telah kamu perselisihkan itu."

Ayat 49: Hendaklah engkau memutuskan (urusan) di antara mereka menurut aturan
yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka.
Waspadailah mereka agar mereka tidak dapat memperdayakan engkau untuk
meninggalkan sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka
berpaling (dari hukum vyang telah diturunkan Allah), ketahuilah bahwa
sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan
sebagian dosa-dosa mereka. Sesungguhnya banyak dari manusia adalah orang-
orang yang fasik.

Ayat 50: Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki? (Hukum) siapakah yang
lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang meyakini (agamanya)?*

Tafsir Mufradat:

Ac Secara bahasa ‘\-f—_)-*i merupakan bentuk mufrad (Tunggal)

yang jamaknya adalah &\ P yang dalam banyak kamus

121 Surat Al-Ma'idah Ayat 41 - 50 dengan Tafsir dan Terjemahannya * Ibn Othman
di akses pada tanggal 04 November 2024 pukul 22:12
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Bahasa diberi makna yang sama dengan 4c i yaitu “jalan
menuju sumber air.” Dalam konteks ini berarti jalan menuju
kebenaran.

Di dalam ayat tersebut kata e Hh maknanya dapat merujuk
pada dua hal: Pertama; kepada jalan yang ditundukkan oleh
Allah SWT (sunnatullah) bagi manusia yang mana jalan
tersebut dijaga untuk menjaga kepentingan hamba-hamba dan
untuk membantu proses pembangunan negeri. Kedua, kepada
jalan agama (syariat), Allah menjadikan agama sebagai solusi
untuk menjaga manusia dari syariat-syariat yang berbeda dan
dari syariat-syariat yang dihapus ketentuannya. Hal ini
diisyaratkan melalui firman Allah.?
SR @l (al-fasiqan) dalam bahasa Arab berarti "para pelanggar" atau
. "orang-orang yang melakukan dosa." Istilah ini sering
digunakan dalam konteks religius untuk merujuk kepada
orang-orang yang tidak mematuhi perintah Allah atau yang
melanggar hukum-hukum agama. Dalam Al-Qur'an, istilah
ini jJuga mengacu pada mereka yang tidak taat dan berperilaku
secara tidak benar.
G n",'g A (muhaiminan) dalam bahasa Arab berarti "yang mengawasi"
- atau "yang mengontrol.” Istilah ini sering digunakan dalam
konteks yang menunjukkan kekuasaan atau otoritas, seperti
dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang menyatakan bahwa Allah
adalah Maha Mengawasi atas segala sesuatu. Dalam konteks
ini, "Gags" menggambarkan sifat Allah sebagai yang
mengetahui dan mengawasi segala hal yang terjadi di alam
semesta.
[EQFEN (Minhaja) dalam bahasa Arab memiliki arti "metodologi” atau
i "pendekatan". Istilah ini sering digunakan untuk merujuk
pada suatu cara atau metode dalam melakukan sesuatu, baik
itu dalam pendidikan, penelitian, atau bidang lain. Dalam
konteks tertentu, "minhaja" bisa merujuk pada rencana atau
strategi yang sistematis dalam mencapai tujuan tertentu.
i,b_\;j\ | ;éf'; \& | Arti dari ayat ini adalah "Maka berlomba-lombalah kalian
- g dalam kebaikan." Frasa ini mengajak umat untuk bersaing
dalam melakukan amal baik dan perbuatan yang positif,
menunjukkan pentingnya keutamaan dan keaktifan dalam
berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari.
éjg )h\ 3 dan waspadalah terhadap mereka" atau "dan hati-hatilah
terhadap mereka." Kata ini berasal dari akar kata yang berarti
"menghindari” atau "berhati-hati,"” dan sering digunakan
dalam konteks peringatan atau nasihat untuk berhati-hati

122 Ar Raghib Al Ashfahani, Kamus Al-Qur’an, Terj. Ahmad Zaini Dahlan (Depok:
Pustaka Khazanah Fawa' id, 2017), Cet. 1, h.364
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terhadap seseorang atau sesuatu yang mungkin berbahaya
atau merugikan. Dalam konteks yang lebih luas, frasa ini
mungkin digunakan untuk memperingatkan seseorang
tentang potensi bahaya yang berasal dari orang lain, seperti
penipuan, pengkhianatan, atau perilaku buruk. Biasanya, frasa
ini ditemukan dalam teks-teks religius atau sastra yang
memberikan peringatan moral

Kata " dalam bahasa Arab berasal dari kata dasar "¢ 4"
(fatan) yang berarti "menjebak" atau "memikat". Dalam
konteks ini, " dapat diartikan sebagai "dia (atau sesuatu)
memikatmu" atau "dia (atau sesuatu) menjebakmu". Ini
biasanya digunakan untuk merujuk pada situasi di mana
seseorang terpesona atau terpengaruh oleh sesuatu dengan
cara yang kuat.

(vustbahum) dalam bahasa Arab berarti "akan menimpa
mereka" atau "akan mengenai mereka." Kata ini berasal dari
akar kata "= s <" yang berarti "menimpa" atau "mengenai."

Dalam bahasa Arab berarti "dosa-dosa mereka." Kata ini
berasal dari akar kata "< 3" (dzamba), yang berarti "dosa."
Dalam konteks ini, akhiran "-&" (hum) merujuk pada
"mereka." Jadi, " 43" secara keseluruhan dapat diartikan
sebagai "dosa-dosa mereka" atau ‘"kesalahan-kesalahan
mereka

(Al-jahilivah) dalam bahasa Arab berarti "zaman kebodohan"
atau "masa jahiliyah.” Istilah ini sering digunakan untuk
merujuk pada periode sebelum kedatangan Islam di Jazirah
Arab, ketika masyarakat dianggap tidak memiliki
pengetahuan tentang ajaran agama yang benar dan terlibat
dalam praktik-praktik yang dianggap tidak sesuai dengan
prinsip-prinsip Islam. Masa jahiliyah juga sering kali
dikaitkan dengan kebudayaan yang dipenuhi dengan
ketidakadilan, penyembahan berhala, dan praktik-praktik
buruk lainnya.

" kiab hibel" uata "kiabret" itrareb barA asahab malad "ss
Kata ini sering digunakan untuk menyatakan pujian atau
kualitas yang tinggi dalam suatu hal. Dalam konteks yang
lebih luas, "lzo«" juga bisa berarti "melakukan sesuatu
dengan baik™ atau "berbuat baik."

(vuuginiin) dalam bahasa Arab berasal dari akar kata ¢» 3
(gin) yang berarti "yakin™ atau "percaya.” Dalam konteks ini,
"0 35 3" dapat diterjemahkan sebagai "mereka yakin™ atau
"mereka percaya dengan keyakinan." Kata ini sering
digunakan dalam teks-teks religius untuk menggambarkan
keyakinan yang kuat terhadap suatu ajaran atau kebenaran.
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Ayat ini diturunkan (ayat 49-50) berkaitan dengan Ketika Ka’ab Bin Isaid
mengajak Abdullah Bin Shuria dan Syasy Bin Qais pergi menghadap Rasulullah
SAW, untuk mencoba memalingkan Rasulullah dari agamanya dengan berkata: “Hai
Muhammad!”, engkau tahu bahwa kami pendeta-pendeta Yahudi, pembesar dan
tokoh mereka. Jika kami jadi pengikutmu, pasti kaum Yahudi akan mengikuti jejak
kami dan mereka tidak akan menyalahi kehendak kami. Kebetulan antara kami dan
mereka ada percekcokan, dan kami mengharapkan engkau mengadilinya dan
memenangkan kami dalam perkara ini, pasti kami akan beriman kepadamu.
Rasulullah SAW menolak permintaan mereka, dan turunlah ayat tersebut diatas (QS
49-50) untuk mengingatkan Rasulullah untuk tetap berpegang pada hukum Allah dan
berhati-hati terhadap kaum Yahudi.'®

Ayat 47 Surat Al-Maidah dan ayat yang sebelumnya memberikan kejelasan yang
nyata sekali, bahwa di dalam kekuasaan Islam, orang-orang Dzimmi Yahudi dan
Nasrani diperintankan menjalankan hukum menurut kitab mereka. Padahal isi
Hukum Tuhan dalam semua kitab suci, baik Taurat dan Injil, sampai kepada al-Quran
dasarnya ialah satu, yaitu Hukum Tuhan. Di zaman hidupnya Almasih, oleh karena
kekuasaan adalah pada bangsa Romawi dan kaum Yahudi dalam jajahan belumlah
boleh dapat menjalankan Hukum Tuhan dari Taurat dengan iegas. Beliau hanya
berkata: "Berikanlah hak Allah kepada Allah dan hak Kaisar kepada Kaisar.

Oleh karena itu, kita dapat memahami bahwa berdasarkan ayat-ayat ini, Islam
memberikan jaminan yang jelas kepada pemeluk Yahudi dan Nasrani. Jika mereka
tidak ingin masuk Islam, sebagai Ahlul Kitab, mereka tetap diizinkan untuk memeluk
agama dan mengikuti kitab suci mereka. Mereka dianggap sebagai Dzimmi, yaitu
orang-orang yang berada di bawah perlindungan pemerintahan dan kekuasaan Islam.
Namun, mereka diwajibkan untuk benar-benar menjalankan hukum asli yang
terkandung dalam Taurat dan Injil. Ayat-ayat ini tidak bermaksud menyatakan bahwa
kaum Yahudi dan Nasrani boleh menerapkan hukum mereka dengan bebas.
Sebaliknya, mereka diharuskan menjalankan hukum dari kitab suci mereka di bawah
naungan pemerintahan Islam.*?*

Adapun terkait dengan ayatf%i'\j:%\ t\l' N 5 Gl d)-\\ L A }S;\ ub
\“ }M\els\ﬁ\jl'“uUdﬂ\tm\d}\uuauLpd}.ﬁﬁdu\eh‘)h\j
ujﬂw-ﬂ u&‘—m BERBYS u\j a@—')—’ﬁ Gt XE a@—'—’-m-* u\ Hamka memandang

bahwaAl-Quran menetapkan syariat yang baru, namun tetap mempertahankan
prinsip-prinsip akidah yang lama. Oleh karena itu, jalankanlah hukum berdasarkan
Al-Quran tanpa keraguan. Jangan mengikuti hawa nafsu mereka, karena mereka pun
tidak segan-segan meninggalkan Taurat dan berpindah kepada hukum Al-Quran jika
sesuai dengan keinginan mereka. Jangan biarkan diri tergoyahkan dari kebenaran,
tetapi tegakkanlah keadilan dengan tegas. Syariat dalam Al-Qur’an lebih lengkap dari
sebelumnya. Pokok asal sudah lengkap, dan mana yang belum tertulis disempurnakan
dengan ijtihad dan giyas, menyesuaikan yang furu’ dengan yang Ashal.!?®

123 Qomaruddin Shaleh, Asbabun Nuzul, (Bandung:CV. Diponegoro, 1994), cet. 16,
h. 185-186

124 Hamka, Tafsir Al-Azhar, Jilid 3, h. 1748.

125 Hamka, Tafsir Al-Azhar, Jilid 3, h. 1754-1755.
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Menurut M Quraish Shihab, barang siapa yang tidak memutuskan perkara sesuai
dengan apa yang diturunkan Allah, sementara hukum tersebut belum dibatalkan, dan
mereka melakukannya karena dorongan keyakinan duniawi, maka mereka termasuk
orang-orang fasik. Fasik berarti mereka yang membangkang perintah Allah dan
keluar dari ketentuan agama. 2

D. Kontekstualisasi Ayat-Ayat Penegakan Hukum

Penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang menekankan pentingnya menegakkan
hukum berdasarkan wahyu Allah, dan konsekuensi yang diterima apabila tidak
menegakan hukum berdasarkan apa yang diturunkan Allah, sering kali menjadi bahan
kajian dalam berbagai diskusi keagamaan dan politik, termasuk di Indonesia.
Sebagian kalangan memahami ayat-ayat ini sebagai landasan untuk memperjuangkan
penerapan syariat Islam secara menyeluruh dalam kehidupan bernegara. Hal ini
memicu pemikiran tentang perlunya mengubah bentuk negara Indonesia menjadi
negara Islam atau Khilafah,

Khilafah dipandang sebagai sistem pemerintahan yang sesuai dengan tuntunan
Al-Quran dan Sunnah. Penerapan sistem khilafah di Indonesia diharapkan mampu
menerapkan hukum-hukum Allah secara adil dan komprehensif, sebagaimana yang
diatur dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Pemikiran ini didorong oleh
keyakinan bahwa syariat Islam tidak hanya mengatur urusan ibadah dan akhlak, tetapi
juga aspek hukum, politik, ekonomi, dan sosial secara keseluruhan. Dengan
demikian, negara seharusnya menjadi alat untuk menegakkan hukum-hukum Allah
dan mewujudkan keadilan yang sejati bagi seluruh warganya, sebagaimana yang
diamanatkan dalam teks-teks suci.

Para pendukung ide Khilafah di Indonesia sering kali merujuk pada penafsiran
ayat-ayat penegakan hukum dalam Al-Quran sebagai justifikasi teologis untuk
perubahan ini. Mereka berpendapat bahwa sistem pemerintahan yang ada saat ini,
yaitu negara bangsa yang berbasis demokrasi sekuler, tidak mampu sepenuhnya
merealisasikan tujuan-tujuan syariat (magashid syariah). Mereka beranggapan bahwa
demokrasi terlalu memberi ruang bagi hawa nafsu manusia, dengan mengutamakan
suara mayoritas, meskipun hal tersebut mungkin bertentangan dengan nilai-nilai
agama.

Dalam wacana ini, Indonesia dipandang sebagai negara dengan mayoritas
Muslim, yang seharusnya lebih dekat dengan penerapan syariat Islam dalam berbagai
aspek kehidupan, termasuk politik dan pemerintahan. Ideologi ini berusaha
menggabungkan pandangan bahwa penerapan hukum Islam akan membawa
kemaslahatan bagi seluruh umat, tidak hanya bagi Muslim, tetapi juga bagi warga
negara non-Muslim yang dilindungi sebagai Ahlul Kitab atau Dzimmi, sebagaimana
yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran.

Namun apakah penegakan syariat Islam sebagaimana yang dikehendaki Allah
dalam ayat-ayat penegakan hukum yang termaktub dalam Al-Qur’an yang sebagian
diantaranya telah dibahas di atas dimaksudkan untuk dapat diterapkan secara
tekstual?. Selain itu, apakah dalam konteks negara Indonesia, penegakan hukum

126M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an,
h. 110.
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sesuai kehendak Allah sebagaimana dalam ayat-ayat penegakan hukum tersebut tidak
mungkin dapat diterapkan melainkan dengan mengubah negara Indonesia menjadi
negara Islam? Menurut hemat penulis ayat-ayat dalam surat Al-Maidah (44-50), perlu
dilakukan pendekatan kontekstual didalam memahaminya dan tidak hanya
melakukan penafsiran dengan pendekatan tekstual saja.

Abdullah Saeed (W 1988)'%" dalam bukunya menjelaskan tentang salah satu
pendekatan dalam menafsirkan Al-Qur'an, yaitu pendekatan kontekstual. Pendekatan
ini tidak hanya fokus pada makna ajaran Al-Qur'an di era modern, tetapi juga
menyoroti keluasan kandungan Al-Qur'an dengan menekankan relevansinya terhadap
masa Kini. Tafsir kontekstual hadir untuk melengkapi tafsir tekstual yang masih
dominan saat ini, serta berupaya memberikan solusi atas persoalan yang tidak bisa
diselesaikan secara tuntas oleh tafsir tekstual. Pendekatan ini sebenarnya memiliki
akar yang kuat dalam tradisi Islam, sehingga tidak perlu diragukan atau dianggap
tidak Islami. Tafsir kontekstual juga memiliki metode yang sah dalam menafsirkan
Al-Qur'an. Pendekatan ini  menunjukkan kesadaran akan pentingnya
mempertimbangkan faktor sosial, lingkungan, budaya, dan politik dalam proses
penafsiran Al-Qur'an.?®

Dengan demikian apabila kita melakukan pendekatan kontekstual dalam
penafsiran ayat-ayat 44-50 dalam surat Al-Maidah maka kita harus memahami
asbabun nuzul dari ayat-ayat tersebut. Sebagaimana telah dijelaskan dalam
pembahasan di atas bahwa asbabun nuzul dari ayat-ayat tersebut adalah berkenaan
dengan perilaku Yahudi yang tidak menegakan hukum berdasarkan prinsip keadilan.
Kaum Yahudi tersebut bahkan berani mengabaikan ketentuan hukum yang ada dalam
kitab taurat agar mereka bisa menghindarkan golongan yang mulia dari hukuman
sebagaimana yang ada di Taurat. Sebaliknya terhadap golongan kaum yahudi yang
dianggap lebih rendah stratanya mereka justru menerapkan hukum sebagaimana yang
telah diatur dalam kitab Taurat. Ketidakadilan ini yang menurut persepsi penulis
menjadi latar belakang diturunkan ayat-ayat dalam surat Al-maidah tentang
penegakan hukum tersebut. Selain tentunya (dalam sebuah penafsiran) bahwa Allah
hendak menegaskan bahwa syariat yang dibawa nabi, merupakan keberlanjutan atas
syariat-syariat yang telah ada sebelumnya. Selain itu dalam suatu riwayat juga telah
diceritakan bahwa sebab diturunkan ayat ini berkaitan dengan upaya kaum yahudi
yang mencoba mempengaruhi ketegasan dan keadilan nabi dalam memutuskan
sengketa diantara mereka dengan menjanjikan ketundukan mereka kepada nabi
apabila Nabi dapat memutuskan sengketa sesuai dengan harapan mereka.?

Berdasarkan pemahaman konteks ayat-ayat tersebut diturunkan, menurut hemat
penulis, bahwa ayat-ayat tersebut lebih menekankan bahwa penegakan hukum harus
dilandasi dengan keadilan. Selain itu penegakan hukum harus memperhatikan
hukum-hukum yang telah ada dan diterapkan sebelumnya. Sehingga bisa dipahami
kalau dalam firmannya tersebut Allah SWT menegaskan bahwa barang Siapa tidak

127 Abdullah Saeed, Al-Qur’an Abad 21: Tafsir Kontekstual, Terj. Ervan Nurtawab
(Bandung: Penerbit Mizan, 2016) h. 11

128 Abdullah Saeed, Al-Qur’an Abad 21: Tafsir Kontekstual, Terj. Ervan Nurtawab
(Bandung: Penerbit Mizan, 2016) h. 12

129 Dahlan, M. Zaka alfarizi (ed), Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya
Ayat-Ayat Al-Qur’an, Edisi Kedua, h. 194-197
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menegakkan hukum berdasarkan apa yang telah diturunkan (disyariatkan) Allah,
maka akan menjadi kafir, dzalim atau fasik. Lafadz “barang siapa” disini meskipun
diturunkan dalam konteks persoalan kaum yahudi, tentunya dimaksudkan kepada
siapapun termasuk umat yahudi, muslim atau nashrani.

Namun demikian, apablla lebih dlcermatl dalam ayat ayat tersebut Allah lebih

memilih kalimat u}d-u\ e-“ ‘J-dj\ﬁ ) d)—" S 555-' ej (<3 <%, dibandingkan

misalnya “barang siapa tidak menegakkan hukum gisas secara SpeSIfIk tetapi

_ o~ =

menggantinya secara umum dengan kallmatd”\ d )4\ LA-’ , ini tentunya membuka
ruang bagi umat islam untuk menafsirkan secara luas. Penafswan terhadap apa yang
dimaksudkan dengan syariat, ketentuan hukum yang ada di dalam Al-Qur’an ini
tentunya melahirkan berbagai perbedaan pendapat. Ada yang memahami secara
tekstual dan ada juga yang memahami secara kontekstual.

Apabila al J _}3\ LA-‘ hanya dipahami secara tekstual, maka Al-Qur’an tidak akan
dapat menjadi sumber hukum yang sempurna yang selalu benar dan bisa
diaplikasikan di setiap zaman dan tempat. Hal tersebut karena ayat-ayat yang
berbicara tentang hukum dalam Al-Qur’an tidak banyak. Ada yang menyebutkan 500
ayat, ada juga yang menyebutnya 200 ayat. Kemudian ada yang menyatakan hanya
150 ayat.Pendapat kedua, ini adalah pandangan mayoritas ulama. Disebutkan bahwa
ayat-ayat hukum pada Alquran tidak terbatas pada angka. Untuk itu setiap ayat Al-
Qur’an dapat menyimpulkan aturan tertentu.!*Bandingkan dengan peraturan yang
ada di Indonesia yang berjumlah ratusan ribu pasal di ribuan peraturan, itupun selalu
dilakukan perubahan untuk dapat menyesuaikan dengan perkembangan situasi dan
kondisi di lapangan.

Selain itu, Al-Qur’an lebih banyak menjelaskan hukum secara global, sedangkan
yang dijelaskan secara terperinci hanya sedikit seperti hukum waris, tata cara dan
hitungan dalam thalag, mahram (orang yang haram untuk dinikahi), tata cara li’an
(saling melaknat) antara suami dan istri, dan penetapan hukuman dalam kasus pidana
hudud.**'Untuk itu Hadis muncul sebagai penjelas Al-Qur’an, itupun jauh dari cukup
untuk mengatur persoalan manusia, apabila hanya dilakukan pendekatan secara
tekstual.

Dengan demikian aturan-aturan hudud seperti aturan potong tangan, aturan rajam
aturan qisas, harus diterapkan secara kontekstual. Menurut hemat penulis,
berdasarkan penafsiran kontekstual, maka sepanjang hukum yang diterapkan dalam
sebuah negara sepanjang ketentuan-ketentuan yang diatur tersebut memenuhi
prinsip-prinsip yang dianut dalam Al-Qur’an, misalnya mengenai prinsip keadilan,
prinsip legalitas, prinsip akuntabilitas maupun prinsip akidah, seharusnya sudah
memenuhi penafsiran

130 Nasih Nashrullah, Berapa Jumlah Ayat-ayat Hukum dalam Alquran?,
https://islamdigest-republika-co-id.webpkgcache.com/doc/-
[slislamdigest.republika.co.id/berita/qp70yu320/berapa-jumlah-ayatayat-hukum-dalam-
alquran, diakses tanggal 9 Oktober 2024

131 Septi Aji Fitra Jaya, Al-Qur’an Dan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam, dalam
Jurnal Indo-Islamika, Vol. 9, No. 2, h. 210
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) dj-"\ 1-4-* dan yang menerapkan demikian tidak lantas dapat dihukumi kafir,
dzalim atau fasik.

Qisas atau rajam atau potong tangan adalah hukuman yang digunakan Allah
untuk dapat diterapkan oleh umat Islam pada saat itu, karena memang hukuman
tersebut sudah ada sebelumnya namun tidak diterapkan dan bahkan tidak menjunjung
prinsip keadilan. Hukuman tersebut juga untuk menunjukkan bahwa hukum yang
diterapkan saat itu adalah berasal dari hukum sebelumnya yang ada di Kitab Taurat
sehingga akan mudah dipatuhi dan dipahami secara sosiologis, karena hukum
tersebut digali dari masyarakat tersebut.

Dalam konteks Indonesia, seharusnya untuk memenuhi ayat-ayat 45-50 (surat Al-
Maidah) tidak perlu harus merubah negara menjadi negara Islam dan kemudian
menerapkan ketentuan syariat islam dengan penafsiran tekstual, akan tetapi cukup
dengan memasukkan prinsip-prinsip Al-Qur’an dalam ketentuan penegakan hukum
dan mengambil ketentuan hukum tersebut dari nilai-nilai sosial budaya yang
berkembang didalam masyarakat Indonesia.

Hal ini sesuai dengan Hamka (meskipun tidak sepenuhnya) dalam menafsirkan
dan memahami ayat-ayat penegakan hukum tersebut. Menurutnya dalam keadaan
ideal, umat Islam diwajibkan menerapkan hukum-hukum Allah secara total, dan ini
hanya bisa tercapai dalam sebuah negara Islam. Negara Islam dianggap sebagai satu-
satunya tempat di mana hukum Allah dapat diterapkan sepenuhnya. Namun, dalam
keadaan tidak ideal, seperti di negara Indonesia yang berbasis Pancasila dan UUD
1945, umat Islam tidak dituntut untuk menerapkan hukum Allah secara maksimal
karena keterbatasan kondisi. Allah tidak membebani hamba-Nya melebihi
kemampuannya.

Meskipun demikian, umat Islam Indonesia tetap dituntut untuk menerapkan
"spirit" atau magashid hukum Islam, meskipun tidak secara formal. Magashid ini
mencakup prinsip-prinsip seperti menghalalkan yang baik, mengharamkan yang
buruk, serta mengambil manfaat dan menolak mudarat. Hamka menilai bahwa
meskipun negara Indonesia belum ideal untuk menerapkan hukum Allah sepenuhnya,
bentuk negara saat ini tetap yang terbaik untuk menjaga persatuan bangsa. Oleh
karena itu, Hamka menerima bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
karena tidak bertentangan dengan magashid hukum Islam.**2

Dengan demikian, penerapan hukum syariah Islam bukan hanya ditandai dengan
penerapan hukum-hukum yang secara terperinci dijelaskan dalam Al-Qur’an atau al-
hadis seperti gisas, rajam, potong tangan, tapi lebih pada penerapan prinsip-prinsip
dari penegakan hukum Islam dalam ketentuan-ketentuan tersebut. Misalnya apakah
hukuman penjara sebagai ganti dari hukuman rajam atau gishas sesuai Islam?,
menurut pendapat penulis, hukuman tersebut sesuai syariat islam, apabila dalam
hukum tersebut telah terkandung prinsip-prinsip penegakan hukum sebagaimana
diajarkan dalam Al-Qur’an seperti prinsip keadilan, legalitas, akuntabilitas, akidah
dan juga hukum tersebut diambil dan dibentuk dari sosial budaya yang berkembang
dalam masyarakat kita. Wallahu A’lam bisshawab.

132 Munawir, “Tafsir Indonesia Tentang Penerapan Hukum Allah: Studi Pribumisasi
HAMKA terhadap QS. Al-Ma’idah: 44, 45, dan 47 dalam Tafsir Al-Azhar”, dalam Jurnal
Nun, Vol. 4, No.1, 2018, h.104-105
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BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan
Penegakan hukum di Indonesia perlu ditingkatkan dengan mengintegrasikan

nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an, yang menawarkan pedoman
komprehensif untuk keadilan, kemanusiaan, dan etika. Meskipun terdapat tantangan
dalam pemahaman dan penguasaan bahasa Arab, penting bagi masyarakat untuk
mendalami ajaran Al-Qur'an, terutama dalam konteks penegakan hukum dan
keadilan. Dengan memperkuat pemahaman ini, diharapkan masyarakat dapat
menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam secara lebih baik, sehingga menciptakan
sistem hukum yang lebih adil dan harmonis, sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan
oleh Islam.

Hukum dalam Perspektif Al-Qur’an dapat dipahami sebagai hukum yang
berdimensi teologis, psikologis dan sosiologis. Hukum berdimensi ketuhanan
berfokus pada keyakinan bahwa Allah adalah hakim tertinggi dengan otoritas mutlak
dalam menentukan yang benar dan salah. Hukum Allah, yang diturunkan melalui
wahyu, mencerminkan kehendak-Nya yang sempurna dan tidak dapat ditandingi oleh
otoritas manapun, sebagaimana tercantum dalam Surah Yusuf (12:40) yang
menyatakan bahwa hukum hanya milik Allah.

Hukum berdimensi psikologis, sebagaimana ditegaskan dalam ayat-ayat Al-
Qur'an, menekankan pentingnya keadilan yang tidak hanya bersifat lahiriah, tetapi
juga mencakup dimensi moral dan ruhani. Dalam Surah An-Nisa (58), Allah
memerintahkan untuk menunaikan amanat dengan keadilan dan menetapkan hukum
dengan adil, yang mengandung nilai kejujuran, kesadaran moral, dan pengawasan
Allah. Ini menunjukkan bahwa penegakan hukum harus berlandaskan prinsip
keadilan yang lebih luas, yang melibatkan integritas pribadi dan kesadaran akan
tanggung jawab di hadapan Allah.

Sedangkan hukum berdimensi sosiologis, maka hukum berkaitan dengan
keadilan, kebijaksanaan, dan penegakan hukum yang adil dalam masyarakat. Hukum
dalam konteks sosial bertujuan untuk menciptakan keharmonisan dan keseimbangan
sosial berdasarkan prinsip-prinsip llahi.

Penegakan hukum perspektif Al-Qur’an adalah penegakan hukum yang
didasarkan atas prinsip prinsip keadilan, legalitas, akuntabilitas dan tauhid atau
akidah, yang diimplementasikan secara kumulatif dan tidak parsial. Penerapan
hukum llahi dalam masyarakat menjadi kunci untuk mencapai keadilan,
kesejahteraan, dan kebenaran dalam kehidupan bersama. penegakan hukum dalam
Islam berlandaskan prinsip-prinsip utama yang bersumber dari Al-Qur’an.

Adapun legalitas dalam penegakan hukum dalam Al-Qur'an mencakup beberapa
aspek penting untuk memastikan keadilan, kejelasan, dan penerapan hukum yang
sesuai dengan pedoman llahi. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan
berdasarkan wahyu Allah, dengan kejelasan aturan yang telah ditetapkan

93



94

sebelumnya, larangan pemberlakuan hukum secara retroaktif, keadilan dalam
penerapan, serta hak pembelaan diri.

Prinsip akuntabilitas menekankan tanggung jawab para penegak hukum untuk
bersikap adil, serta peringatan bahwa setiap keputusan yang menyimpang dari
kebenaran akan diperhitungkan di akhirat, sebagaimana firman-Nya kepada Nabi
Daud, “Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan benar (adil) dan
janganlah kamu mengikuti hawa nafsu.” (QS. Shod: 26).

Prinsip tauhid mengajarkan bahwa ketaatan dalam menetapkan hukum hanya
kepada Allah dan hukum yang ditegakkan harus bersumber dari wahyu-Nya,
sebagaimana ditegaskan: “Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa
yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang kafir.” (QS. Al-
Maidah: 44). Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip ini, keadilan, kebenaran,
dan ketundukan kepada Allah menjadi fondasi dalam penegakan hukum yang
membawa kesejahteraan bagi seluruh umat manusia.

Kemudian Surat Al-Maidah ayat 44 mengingatkan bahwa hukum yang benar
adalah hukum yang diturunkan oleh Allah, dan siapa pun yang tidak menerapkannya
dianggap telah menyimpang dari jalan kebenaran. Kisah kaum Yahudi yang memilih
untuk mengabaikan hukum Taurat dalam menghukum pezina menunjukkan
bagaimana kepentingan duniawi sering kali menodai keadilan yang seharusnya
dijalankan. Ayat ini menegaskan bahwa hukum Allah harus ditegakkan tanpa takut
kepada manusia atau tergoda oleh imbalan duniawi, sebagaimana firman-Nya:
“Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah,
maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Syaikh Asy-Syangithi menjelaskan
bahwa pendeta dan rahib yang tidak menjaga kitab Allah dihukumi karena telah
menyimpang dari amanah tersebut.

Teungku Muhammad Hasbi Assyidigi menambahkan bahwa kafir di sini merujuk
pada mereka yang menolak atau mengingkari hukum Allah dengan hati dan lisan,
sedangkan yang melanggar tanpa penolakan dihukumi sebagai pelanggar, bukan
kafir. Sayyid Qutb (W 1966 M) menggarisbawahi bahwa perintah ini berlaku umum
bagi semua manusia, tanpa terikat oleh tempat dan zaman. M Quraish Shihab
menyebut istilah “an-nabiyyun” sebagai bentuk pengagungan kepada Nabi
Muhammad SAW, dan menafsirkan kecaman dalam ayat ini sebagai teguran keras
yang tak selalu mengindikasikan kekufuran yang membawa seseorang keluar dari
agama.

Penafsiran dari ulama lainnya, seperti Hasanain Makhluf, menjelaskan bahwa
ayat ini memang ditujukan kepada berbagai kelompok, tetapi sifat kafir atau fasik di
sini menekankan kerasnya teguran atas penolakan terhadap hukum Allah, bukan
sebagai kekafiran dalam arti penuh. Kemudian Surat Al-Maidah ayat 45 menekankan
pentingnya penegakan keadilan dalam hukum, khususnya gishas, sebagai bentuk
keadilan sejati yang telah Allah tetapkan sebelumnya kepada Bani Israil melalui
Taurat. Sejarahnya, kaum Yahudi sering kali menyimpang dari hukum gishas ini,
dengan memberlakukan perbedaan hukuman berdasarkan strata sosial. Mereka
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mendatangi Rasulullah untuk meminta fatwa, dan Allah menurunkan ayat yang
menegaskan keadilan dalam menetapkan hukum.

Dalam konteks Indonesia, Hamka (W 1981 M) menyatakan bahwa perjanjian
antara berbagai golongan pada Piagam Jakarta 1945 adalah dasar yang sah untuk
menjaga kebebasan menjalankan agama dan mewujudkan negara yang adil,
sebagaimana diperintahkan dalam ayat pertama Surat Al-Maidah: "Hai orang-orang
yang beriman, penuhilah agad-agad itu..."

Selanjutya Surat Al-Maidah ayat 47-48 mengajarkan pentingnya konsistensi
dalam menjalankan hukum Allah dengan adil, tanpa tergoda untuk mengikuti hawa
nafsu yang dapat menyesatkan. Ketika beberapa tokoh Yahudi berusaha menarik
Rasulullah untuk memenangkan perkara mereka demi kepentingan pribadi,
Rasulullah menolak, dan Allah memperingatkan agar tidak tergoda untuk
menyimpang dari hukum-Nya (QS Al-Maidah: 49).

Dengan demikian, bahwa penegakan hukum berdasarkan wahyu Allah dalam
konteks Indonesia memerlukan pendekatan kontekstual yang mempertimbangkan
situasi dan budaya lokal. Meskipun ada dorongan dari sebagian kalangan untuk
menerapkan syariat Islam secara menyeluruh dengan mengubah bentuk negara
menjadi negara Islam atau Khilafah, hal ini tidak selalu realistis dan mungkin tidak
diperlukan. Ayat-ayat dalam Surat Al-Maidah (44-50) menekankan pentingnya
keadilan dan penerapan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan
dalam Al-Qur'an, tanpa harus merujuk pada penerapan hukum secara tekstual. Dalam
konteks ini, prinsip-prinsip seperti keadilan, legalitas, dan akuntabilitas dapat
diterapkan dalam kerangka hukum yang ada saat ini, tanpa mengubah ideologi
negara. Oleh karena itu, penerapan hukum syariat Islam harus diartikan sebagai
penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dalam kerangka hukum yang
berlaku, sehingga meskipun tidak semua aspek syariat diterapkan secara formal,
semangat dan magashid hukum Islam tetap bisa dijalankan dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara.

B. Saran

Perlu dilakukan studi perbandingan mengenai efektivitas penegakan hukum di
negara-negara Islam yang mengklaim menerapkan syariat Islam dengan penegakan
hukum di Indonesia. Selain itu, penelitian lanjutan mengenai pengejawantahan
ketentuan prinsip yang telah dimaknai berdasarkan perspektif Al-Qur'an ke dalam
hukum positif juga sangat penting untuk dilakukan. Tidak kalah pentingnya,
internalisasi semangat ubudiah dalam proses penegakan hukum kepada para penegak
hukum perlu diperhatikan, agar setiap tindakan hukum tidak hanya mencerminkan
keadilan formal, tetapi juga memenuhi nilai-nilai spiritual dan moral yang mendalam
sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
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